
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NCIMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah

menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem

akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan I'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA4 Nortror 125, ?ambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2

Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nornor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2aa8 Nomor 59,

-r Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\



4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 723, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor G25l;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralqrat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

7l;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2O7O Nomor 7, Tamba"han Lernbaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

MenctapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI

BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara.

2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan

kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian

atas hasilnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

men1rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

4. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalarn APBD.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya

disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan

tanggal efektif.



6. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penJrusunan

dan penyajian laporan keuangan.

7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi*konvensi, aturan-aturan dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah

sebagai pedoman dalam men5rusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas.

8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewrrjudkan

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan

daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

1O. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dihayar.

1l.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pendapatafl, belanja dan pembiayaan berbasis kas

serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatatt

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi

unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan.

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan.

15. Pengungkapan adatah laporan keuangan yang menyajikan

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.



16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

l7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPAi SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO ada,lah

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

2O. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

2T.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK

dalam rangka pengungkapan yang memadai.

23. Satuan Keqa Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

24.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunyat tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/penggUna barang yang wqjib menyelenggarakan

akuntansi dan menJrusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.



26.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan
keuangan.

2T.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun ar.l.ggarar: yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

28.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

29.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggar€rn bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3O. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

3l.Pembiayaan Daerah adalah semua penetimaan yang perlu

dibayar kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi danlatau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber -

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

33. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

Ialu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

34. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah.

35. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



36. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode

untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang
dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan

atau pada periode yang berjalan.

37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS

adalah daftar kodefikasi dan klasi{ikasi terkait transaksi
keuangan yar'g disusun secara sistematis sebagai pedoman

dalam pelaksanaan anggara.n dan pelaporan keuangan

pemerintah daerah.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 2

Sistem akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan

serangkaian prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam

buku besar, perr5 rsunan neraca saldo serta penyajian laporan

keuangan.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri
dari:

a. Sistem Akuntansi PPKD;

b. Sistem Akuntansi SKPD; dan
c. Bagan Akun Standar.

Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(21



tsAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku secara penuh
pada Tahun Anggaran 2015, Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistenn Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 23 September 2Ol4

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal 1 Oktober 2OI4

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 35

Aslinya
UM,

NrP.19590227 198003 1 004

Salinan



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2OI4
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2AL4

SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH PROVINSI

SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI :

1. BAB I
2. BAB II

3. BAB III
4. BAB IV

5. BAB V

6. BAB VI

7. BAB VII
8. BAB VIII
9. BAB IX
10. BAB X

11. BAB XI

12. BAB XII
13. BAB XIII
14. BAB XIV

15. BAB XV

16. BAB XVI

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

AKUNTANSI DANA CADANGAN

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

BAGAN AKUN STANDAR PEMPROVSU



BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO, dikenal 2 istilah

pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-

LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggar€rn yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua

penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar

ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Datam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan ss$agai

berikut:

Pendaoatan Asli Daerah Paiak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Peneelolaan Kekavaan Daerah vans

Dipisahkan

l,ain-lain PAD vans Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/

Pendapatan Transfer
Basi Hasil /DAU /DAK /Pendaoatal Transfer

Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah l^ainnya

PendaBatan Transfer Pemerintah Daerah
I"ain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah
Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya



B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada

SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan sKpD (ppK-

SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KpA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD {PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-

SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas

sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan

LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan

LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing

rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan

Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan

kedalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari

Pendapatan;

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap

hari.

c. PA/KPA

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan

pajak / rctribusi daerah ;

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh

Fungsi Akuntansi SKPD.



2. Dokumen yang Digunakan
' 'l I

Kelompok Pendapatan j .lenis Pendapatan i Dokumen

,e.''c";;m;* 
''----'1:;;;:;;:;:-': '"-.-;'*"*'- j*-* :

'a

,

;Oaerahi"'i:*tDaerah/SKR!
I Retribusi Daerah iii|;

: i Hasil Pengelolaan Kekayaan i i

i i " ftain yans:
: I n- ----r- a/---- n:--:--t-t-^- ; -I i - ilain Yang :

i Daer"ah Yans Dicisahkan i ,.1 i :::_:_:::,-_'":::-::":: " _-, _j dipersamakan 
t

i Lain-lain PAD yang sah 
i

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan

earned; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realizedl.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA

diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. Diterima oleh SKPD; atau

c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan

pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat

d,iklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai

berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pqjak

1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adarrya

penetapan terlebih dahulu (earneQ.

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah

berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima

pembayarannya dari wajib pajak. oleh karena itu, PPK-SKPD

mengakui adanya pendapatan pajak Lo dengan menjurnal:



Jurnal LO atau Neraca

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP

tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran

{TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi

dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut

dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Bila Wajib Pajak membayar langsung

maka berdasarkan Nota Kredit dari

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

ke rekening Kas Daerah,

Bank, PPK-SKPD akan

Ta$Cgal Nomqr Bukti Kode Rekeniqg Uraian Debit Kredit

)LXX XXX J'YY Piutang Pajak....... XXX

XXX Pendapatan Pajak.......LO XXX

Tenggal Nomor Bukti Kode Rekerring Uraian Debit Kredit

xxx rco( XXX Kas di Bendahara

Penericraarr

XXX

XXX Piutang Pajak.... x)<x

TarrSCat Nomor Birkti Kode Bekening Ufaian fiebit !tuedit

}LXX XXX XXX Penrb*an SAt )LXX

XXX Pendapatan Pajak.....LRA XXX

Tanegal NomorBukti Kode Rekesing Uraian Debit Kredit

XXX XXX xxx RK PPK[) XXX

X)(X Kas di Bendahara

Penerxraan

xxx

Tanggal Nosror Ehrkti Kode'Releening Uraian D€bit Xredit

XXX XXX XXX RK PPKD >o(X

xxx Piutang Pajak.. XXX



2l

Jurnal LRA

Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan

perhitungan tersebut.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran

pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan

perhitungan sendiri oleh wajib pajak (sef assessmentl, PPK-SKPD

mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak

LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan

Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut

(Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

ini ke Kas

atau STS

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak,

apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan

surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya

penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan

tersebut PPK SKPD menjurnal:
5

Tagggar NomorEukti Ksde Rekenias Uraian Debit kedit

>o{x XXX XXX Perubahan SA.L )o{x

XXX Pendapatan Pajak.....LRA XXX

Tanggal NomolBi.rkti Ilode Rekening Uraiart Debit 1{r€dit

xxx XXX xxx Kas di Bendahara Penerimaan )o(x

xxx Pendapatan P4ak ...... LO xxx

Tangal. Nsnor Buki Itude.Rekening Uraian Debit I(iedit

xxx xxx XXX Perubahan SAL ruo<

)oo( Pendapatan Pajak ...... LRA XXX

Tangal Nomor Bukti KodeRekening {Jfaian Debit Ituedit

)o(x XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Kas di Bendahara

Penerimaan

XXX



3)

Jurnal LO atau Neraca

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan

Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya

pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan

tersebut PPK SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di

muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama

beberapa periode ke dePan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran

pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode

tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima

Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD

menjurnal:

Targsl NomorBukti Kode Rekening Uraiaa Detrit Kredit

)o{x xxx xxx Piutang P4ak.... XXX

XXX Pendapatan Pajak...... LO XXX

lbaggql Nd*i€':Bulcfi :KodeRe&eriing Utsia{ . Debit, Kredit

xxx XXX XXX Pendapatan Pajak...... LO xxx

XXX Utang Kelebihan

Pemba-varal Pqjak

XXX

Taqggal Nooor Bukti Kode Rckening Ursiim Debit Kre<1it

XXX rco( XXX Kas di Bendahara

Penerimaan

XXX

XXX Pendapatan Diterima

Dimuka

XXX

Tanggal NonietrBukti Kode Rekeaing UrFiian Deltit Kedit

)o{x XXX xxx Perubahan SAL XXX

X)o( Pendapatan Pajak..... LRA x)o(



Jurnal LO atau Neraca

Diakhir tahun atau akhir periode

memorial untuk mengakui pendapatan

Jurnal LO atau Neraca

akan diterbitkan bukti

LO, PPK SKPD menjurnal:

Tanggal Nomor Eulrti Kode Rekening Uraiarr Debit IGedit

XXX Y]'Y Y].Y Pendapatan Diterima

Dimuka

xxx Pendapatan Pdak.....LO XXX

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan

pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban

selama beberapa Periode ke dePan.

Ketika bend.ahara penerimaan SKPD menerima pembayaran

pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode

tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterima

dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nirmor Bulrti Kode:Rekening Uraian Debit Ituedit

XXX XXX )tXX Ka_s di Be-.ndahara

Penerimaan

XXX Pendapatan Diterima

Dimuka

XXX

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Ehrki Kode Rekeniag Uraian Debit Kredit

XXX X}LX XXX RK PPKD xxx

XXX Kas di Berrdahara

Penerimaan

XXX

Tang;gal Nomor Birtrrti Kode Rekirung Uraia* Debit Ikedit

XXX )LXX X)LX Perut-rahan SAI-

XXX Pendapatan Pajak..LRA XXX



Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila

ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan

mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat

ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan

mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak.

Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorBukti Kode Rekening Uraian Debit Ikedit

XXX KXX XXX RK PPKD

xxx Kas di Bendahara

Penerimaan

XXX

Tansgal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit IGedit

Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan

XXX XXX XXX Pendapatan Diterima

Dimuka

XXX

XXX Pendapatan P4jak...LO XXX

Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar

XXX xxx XXX Piutang P4lak . xxx

XXX Pendapatan Pajak...LO )a(x

Taqggal Nomor Bukti Kode Rekeninq Uraiarl Debit Kretlit

Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan

xxx XXX XXX Pendapatan Diterima

Dimuka

xxx

XXX Pendapatan Pajak....LO XXX

Pengakuan Piutang atas Pajak Lcbih Bayar

xxx XXX XXX Pendapatan Pajak....LO xxx

XXX Utang Kelebihan

Pembayaran Pajak

XXX



b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - Earned

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah

berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima

pembayarannya oleh wajib retribusi (earnedl. Oleh karena itu,

PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat

dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti

Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP

juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan

retribusi -LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD

menjurnal:

Tanggal Nomor. Bulrti Kode Rekeniag . Ursisn Debit Iftedit

XXX XXX X)LX Piutang Redbusi )LXX

X)o( Pendapatan

Retribusi....LO

XXX

Tanggat Nomor Bukti Kode,Rekenitle Utaiart Debit Iftedit

XXX XXX XXX Kas di Bendahara

Penerimaan

)ofi

x)o( Piutang Retribusi....LO XXX

Tanggal NoirylotBukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

rco( xxx xxx Perubahan SAL XXX

)o(x Pendapatan Retribusi...

LRA

)oo(



Jurnal LO atau Neraca

Tangggl Norrror Butrti K0de Rekesisg ,Uraian Debit Kredit

XXX XXX )c(x RK PPKD XXX

xxx Kas di Bendahara

Peneri.maan

XXX

2) Jurnal Standar - Reafized

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan

menerima Tanda Bukti Pembayaran {TBP). TBP juga menjacii

dasar bagr PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan

mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tqngssl,, Nq4or&lkti Ksle,Eekelripg. Uraiao De,bit I(rcdit

XXX XXX )o(X Kas di Benclahara

Penerimaan

xxx

xxx Pendapatan

Retribusi.........LO

xxx

Jurnal LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tangsal NrlmorBuldi l@e Rekeaitg Uraian !9lit Kredit,

XXX xxx XXX Pembahan SAL XXX

xxx Pendapatan

Retribusi......... LRA

XXX

T€Bggal Nocioi Bulcti , Ksde':Rekening :r{Iiirian DebiJ Iftedtt,

>cc( }TXX RK PPKD )LXJ(

XXX Kas di Bendahara

Penedmaan

xxx

10



4. Ilustrasi

Jenis pendapatan yarrLg terdapat pada SKPD dapat meliputi

pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada

SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesrrai dengan

mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut.

Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan

sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan

pada SKPD tersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya

penetapan terlebih dahulu loffictat ass e smentJ .

Pendapatan ini diakui pada pendapatan Lo ketika dokumen

penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan

LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi

membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit

dan pendapatan Lo di kredit. Besaran pendapatan yang diakui

sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan.

Ilustrasi:

a) Tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang {SPPT) sebagai ketetapan

atas PBB-KB tahun 2015 sebesar Rp2.500.000,00.

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, fungsi akuntansi

SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

T4ssesl Nomor,Bukti :(oaleFe-lrcning Uraian Debit Kredit:

I 3-O?-15 SPfr| 1.1"3.01.O3 {utang PBB-IG 2-500.oo0

8.1.1.03.02 Pendapatan PBB-KB -
LO

2.500.0o0

b) Tanggal 13 Juli 2AI5, wajib pajak melakukan pembayaran

melalui Bank. Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima

bend"ahara penerimaan Dinas Pendapatan, fungsi akuntansi

akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal

sebagai berikut:

Ll"



Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OL3)

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal 14 Juli 2OL5, Bendahara Penerimaan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK

SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau

Neraca

Tanggal Nonnor Bukti Kode Rekening Uraian Debit l(r€dit

14-07-15 SSP 3.1.3.01.O1 RK PPKD 2.500.000

r.r.t.o2.ol Kas di Bendahara

Penerimaan

2.500.ooo

d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah,

maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka fungsi

akuntansi SKPD akan menjurnal:

c)

Tanggal Nofior Bukti Kode Rekening Uraian Debit Iftedit

r3-07-15 SSP/Nota

Kredit

1.1.1.O2.01 Kas di Bendahara

Penerimaan

2.500.ooo

r. 1.3.0I.O3 Piutsng PBB-IG' 2.soo.000

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian D€bit Kredit

13-O7-15 SSP/Nota

Kredit

o.0.o.oo.oo )enrbatran SAL 2.500.o0o

4.1.1.O3.O2 Pendapatan PBB-KB-

LRA

2.5'o0.ooo

Tanggal Nornor Bukli Ifude Rekening Uraian Deb,it Kredit

l3-o7-15 SSP/Nota

Kredit

o-o.o-o0_oo )en:bahan SAI 2.500-ooo

4.1.1.O3.O2 Pendapatan PBB-KB -
LRA

2.500.ooo

L2



Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomiri.'Bukti Kode Rekdning Urerxr Debit Kredit

L4-A7-t5 Nota Kredit 3.1.3.O 1"01 RK PPKD 2.500.000

Jurnal LRA

Tanggal Norrdf Bukti tr-.pde Reke.lung Uraian ,rDehit Kredit

L4-O7-15 I Nota Kredit I O.O.O.OO.OO perubahan SAL 2.500.o00

4.1.1.O3.02 Pendapatan PBB-KB -

LRA

2.500.0o0

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pqiak (self cssessment) dan

dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan

perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya

dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar

apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk

kemudian dilakukan PenetaPan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan

LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayal:arl pajak.

Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar

maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang

akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan Lo. sedangkan

apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka

akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yarl;g akan

dijadikan pengurang pendapatan LO.

Ilustrasi:

a) Tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima

pembayaran pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-

KB) bulan April dari PT. Pertamina sebesar Rp7.5OO.OOO,OO.

Berd.asarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO

dan pendaPatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

1_3



Jurnal LU atau Neraca

Jurnal LRA

Asumsr pelaksanaan

anggaran (Permendagri

Jurnal LRA

anggaran mengrkuti kode rekenrng

Nomor 13 Tahun 2006l

D'

I fanggal I NornorBuhi I roOenetening 
I

Uraian Debit I(redit

IDD-M
| 

,.uwv.vvw 
I

Tanggal 6 wtei '2v t5, Benciahara Penerimaan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau STS {Surat Tanda Setoran), fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

lbnggal l0 Mer 2015, drlakukan pemenksaan atas palak

yang dibayarkan oleh PT. Pertamina dan ditemukan adanya

pa1ak kurang bayar sebesar Rpl.700.000,U{J. }Jerdasarkan

hasil perhitungan tersebut, Dinas Pendapatan akan

mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas pa3ak

bahan bakar kenderaan bermotor. Berdasarkan hal tersebut,

tungsr akuntansr mencatat dengan lurnal:
L4

c)

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekeaing Uraian Debit Kredit

o5-05-

l5

TBP 1,1.1.02.O1 Kas di Bendahara

Penerimaan

7.500_ooo

t'- r. I .UJ-U I rtsrt'-ll'.Et - t L, 7.500.ooo

roag6a rr-l- n-l---:,--
Irwg NCNlSr8

o5-o5-

15

TBP o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 7.500.0o0

4.1.1.03.01 PBB.KB - LRA 7.500"000

o5-05-

15

TBP 0.o.0.00.00 Perubahan SAL 7.500.000

Tanggal l{onor Bukti Kode Rekening Ueaian Debit I(redit

06-05-

15

SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 7.500.o00

L,l.L.VZ.VL iias di Berrtiaixrra

Penerimaan

/.CUU-UUU



Jurnal LU atau Neraca

I f'anggar I x.*t*euui I r"a*Rekening Uraian

10-05-

t5

SKPDKB 1.1.3.01.03 Piutang PBB-KB r.700.000

o.l.l.vu.vl fD-E'-A.D - Lt.,,, 1.700.000

ci)Apabila ciaiam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya

pajak lebih bayar, Dinas Pendapatan akan mengeluarkan

surat ketetapan lebih bayar atas pajak bahan bakar

kenderaan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, fungsi

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorFukti Kode Rekenirig Uraian Debit Kr€dit

10-05-

Itr

SKPDLB 8.1.1.03.O I PBB.I{B - LO 1.700.ooo

2.1.6.01.01 Utang Kelebihan

Pembayaran

Pajak

1.700.0o0

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan

di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama

beberapa penode ke depan.

Penda_oatan LO diakui ketika periode yang bersanskutan telah

terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang

felah diterima

Tl. , ^+-^ ^:.rl (.tit Ll a.ftl.

a) Tanggal 1 September 2OI5, Dinas Pendapatan menerima

pembayaran pajak rokok yang dibayarkan untuk masa satu

tahun kedepan sebesar Rp36.OO0.O00,OO. Berdasarkan hal

tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan

pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013l'.

Debit J n'"oit 
I

15



Jurnal LO atau Neraca

Jurnat LRA

I rangeal I womoreukti I KodeRekening 
l

Asumsi pelaksanaan

anggaran (Permendagri

Jurnal LRA

anggaran mengikuti kode rekening

Nomor 13 Tahun 20A6)

Uraian Kredit

b) 'l'anggal '2 September 2015, Bendahara Penenmaan

menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan

dokumen penyetoran tersebut atau S'lE (Surat 'l'anda

Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal L0 atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

a2-09-

15

SSP 3.1.3.01,01 RK PPKD 36.OOO.OOC

c) Tanggal 31 Desember 2OI5, dilakukan penyesuaian atas

pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan

pendapatan-Lo dan pajak rokok untuk tahun 2015 dengan

menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan,

jumlah pendapatan reklame adalah sebesar

Rp12.000.000,00 (ll09l15 s/d 3Il12l15 atau 4 bulan).

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian D€bit lftedit

01-09-

15

TBP 1.1.1.02.O1 Kas di Bendahara

Penerimaan

36.000.00(

o1-09-

15

TBP 0.0.0.oo.oo Perubahan SAL 36.O00.00c

+- -t. l -u5.u r PEak Rokok - LRA 35.OOO.OOil

Tanegal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit I{redit

o1-o9-

15

TBP 0.o.0.oo.00 Perubahan SAL 36.OO0.OO(

?. r. LvJ.u r raJil nuKu[ - LM OU.UVU.UVL

L6



uerdasarKan nal tersebut, tungsr akuntansi mencatat

dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

3t-t2-

15

BM 2.L.4.O4.Or Pendapatan Diterima

Dimuka

12.OOO"OOC

tt. I. I .uc.u I rajaK l(oKol< - LKA i2.ooo.00c

4) Pengakuan pendapatan paJak yang dtdahulul dengan

penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self @ssessment) dan

pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban

selama beberapa periode ke depan.

Ilustrasr:

a) Tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima

pembayaran pajak bahan bakar kenderaan bermotor dart Pl'

Pertamina yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan

sebesar Rp36.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dtcatat

pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan

JUrnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OI3)

Jurnai LO atau Neraca

talggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

oi-o9-

15

TBP 1.1.1.O2.O I Kas di Bendahara

Penerimaan

36.000.00c

z. r.a,va.v r rcrru4Parar

Diterima Dimuka

JU.VVU,WVI

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2AOq.

Tanggal Nomsr Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

o1-09-

15

TBP o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 36.OOO.OO(

T, a . l.wo,vz faJ6Dal4r D64

Kenderaart
Bermotor
Pertamax - LRA

lt



JUTNAI LKl\

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

or-09-

15

TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 36.000.00C

a. r. 1.uJ.uz Fajak tsauau tsakru

Kenderaan
Bermotor
Pertamax - LRA

OO.t,,UV.UUL

b) Tanggal 2 September 2015. Bendahara Penerimaan

menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan

r{okrrmen penyetnran tersebrrf Atart STS {Srtrat Tand_a

Setoran), fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal:

J';rnal I-O ar-gu lleraca

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit

{J2-u9-

15

SSP 3. 1.3.0 r.U l RK PPKL' 36.000.000

1.1.1.o2.o1 Kas di Bendahara

Penerimaan

36.OOO

c|ranggal JI pesemDer '/vLc, Lrlnas yenoapatan melaKuKan

perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak

bahan bakar kencteraan bermotor sebesar Rpf 2.UUU.UUU,UU.

Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga melakukan

pemerlksaan atas paJak bahan bakar kenderaan bermotor

yang dibayarkan dari PT Pertamina. Hasil pemeriksaan

ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak bahan bakar

kenderaan bermotor sebesar Rp1.200.O0O,00. Berdasarkan

hasil perhitungan tersebut, Dinas Pendapatan mengeluarkan

slrrat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut

dicatat dengan jurnal:

L8



Jurnal LU atau Neraca

2.1.4.O4.O1 Pendapatan

Diterima Dimuka

8.1.1.O3.O2 Pajak Bahan Bakar

Kenderaan

Rermotor

Pertamax - LO

npabiia ciaiam pemeriksaan tersebut ciitemukan acianya

pajak lebih bayar, Dinas Pendapatan akan mengeluarkan

surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal

tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

15 Kenderaan

Bermotor

Pertamax - LO

2. 1.6.01.0I Utang Kelebihart

Pembayaran

Pajak

1.200.0oo

b. Prosediir Pencatatan Retribusi

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan
adanya penetapan terlebih dahulu

Ilustrasi:

a) Tanggal 1 Mei 2O15, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah

dan belum drterrma pembayarannya dart waJlb retflbusl

cii

31-1 l-

15

SKPDKB 1.1.3.0i.09 Piutang Pajak

Reklame

1.200.000

8.1.1.03.02 Daialr Rahan lfaLar

Kenderaan

Berrnotor

Pertamax - LU

1.200 000

Tenggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraiarr Debit I(redit

3t-L2-

15

BM 2-1.4.O4.O1 Pendapatan

Diterima Dimuka

12.OO0.OOC

o.r,r.vJ.v4 | raJ4 j:rulilr D6d

I r"rrd.rrr,,
I

I Betmoto.
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b)

sebesar Kp+6.uuu.uuu,uu. IJerdasarKan lnlormasl/transaksl

tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

'l'anggal 15 Mer 2U15, walrb retrrbusr membayar retnbusl yang

terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima

Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar

retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi untuk

mencatat pendapatan retrlbusr dengan lurnal:

Asumsi oelaksanaan anasaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

,Iurnal I.O atau Neraca

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2A06'1.

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

01-05-15 SKRD 1.1.3.02.r5 Piutaag Retribnsi

Pemakaian

walz^.,aa^ T\aar^},

48.000.000

8.1.2.15.Or Pendapatan sewa

Tanah dan

Bangunan - LO

48.000.00(

Tanggal Nomor Bukfi Kode Rekening Uraian Debit Kredit

lJ-uD-tc t t'Y I L.l.uz.v t Kas oi Benriahara

Penerimasn

48.OOO.OOC

1.1.3.O2.15 Piutang Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah

48.OOO.OOC

Tanggal I NomorBukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

I 5-05- 15 TBP 0.0.0.o0.00 Perubahan SAL 48.000.00(

4.1.2.15.O1 Pendapatan

Rculuusi - pclyrwa

Tanah dan

Bangunan - LRA

48.OOO.

2t)



Jurnal LRA

tF^-an^l 1A l\ifoi On 1 F E!o*.1^L^-^ Do*ori-^^* r-anr;afnrlznn
-v.v,

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
z-,---1^--L ^L--- dmd Id---.- r m--- -1 - d-!------I f------:

PgrrycLUrarr Lcr$cur-r.L aLau DrJ tlJuraL lic-rllla DtrLUriarrr, ru.lr6sr

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Ituedrt

16-05-15 SSP 3.1.3.01.01 RK PPKD 48.000.00(

1.1-1.O2.01 Kas di

Bentiahara

Penerimaan

48.OOO.

2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih

dahulu

Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan

pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah

drtenma oleh pemerlntah daerah.

Ilustrasi:

al 'langgal ro Jull zulb, ulnas Pernubungan menenma

pembayaran retribusi lzin trayek sebesar Rp5.6OO.O00,O0.

ijerdasarxan hal tersebut ctlcatat penclapatan LU ctan

pendapatan LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanegal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

16-07-15 TBP I 1.1-O2.01 Kas di Bendatrara

Penerimaan

5.600-ooo

6. L.Z.1Y.VZ Fenircrial izirr

Trayek Kepada

Badan - LO

C.OUU.UUU

I ranseal I Notno. Butrti I Kode Rekenine I ur"i"t J txbit I rredit I

15-05-15 TBP o.o.0.oo.o0 Perubahan SAL 48.OOO.OOC

4.t.2.O2.O1 Pendapatan

Retribusi

pemakaian

Kekayaan Daerah

48.OOO
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JUTN I LKA

I Tanggat I nomor eukti I Kode Rekening 
I

Uraian Debit lkedit

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

'l'anggal I'/ Julr 2015, lJendahara Penerlmaan menyetorkan

pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen

penyetoran tersebut atau S'I'S (Surat 'l'anda lietoran), tungsr

akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

I tanggal I wotoot nuni I Kode Rekening 
I

Uraian

17 -O7 -r5 SSP 3.1.3.O1.O1 RK PPKD 5.600.000

1 1.1.02.01 Kas di Bendahara

Penerirrraan

s.600.ooo

Berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di

SKPD:

bl

L6-O7-15 TBP 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.600.000

4.1.2.29.O2 Pemberian Izin 5.600.0o0

Tanggal Nomor Buldi Kode Rekening Uraian Debit Kredit

t6-47-t5 TBP 0.0.o.00.00 Perubahan.SAl- 5.600.000

4.1.2.O3.O4 Retribusi Izin

Trayck

5.600.000

No. Transaksi
PENCATATAN OLEH SKPD PENCATATAN OLEH PPKD

Uraian Debet Kredit Uraian Debet Kredit

1 lPenerbitan 5K
rvLg..F.rt....'.

No Entry

Pendapatan .... - LO xxx

2 Pembayaran

Gs di Bend Penerimaan xxx

NoEntry
Piutans ......... xxx

rerubahan SAL xxx

l,enoaoatan .... - LKA xxx

lPenyetoran 
Pendapatan

3 loleh SKPD ke Kas Daerah

IK PPKD xxx (as di Kas Daerah xxx

Kas di Bend Penerimaan XXX RK SKPD xxx

IK PPKD xxx (as di Kas Daerah XXX

4

dapatan langsung

etor ke kas umum

erah

Piutans ......... xxx RK SKPD xxx

SAL xxx

Pendapatan .... - LRA XXX
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Contoh Soal:

Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di Dinas

Pendapatan selama tahun 20L4:

1. Pada tanggal 17 .Januari 2A14. terbit SKP Daerah Srang menyatakan

bahwa Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

memiliki pendapatan Paiak Kenderaan Bermotor (PKB) senilai

Rp15.0OO.0OO,0O.

2.Tanggar 20 Februar\ 2Oi4, Bendahara Fenerirrlaan Dinas Fenciapalan

menerima pembayaran pajak kenderaan bermotor dari PT. Manulife

sebesar Rp3.5UU.UUU,UU. Penctapatan lnl ctrsetorkan ke Kas ljaerafi

pada tanggal 21 Februan2OI4.

S.',langgal 5 Maret '2uL4, uenctahara Penerlmaan Ltlnas Penclapat€rn

menerima pendapatan Pajak Kenderaan Bermotor sebesar

Rpt5.Or30.OOOrOO. Ecrrtiairau'a ltcrrcriuraarr ianrgsung lrcrryclurkarr

pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama.

4. Setelah ctllakukan pemerlksaan, ternyata dltemukan barlwa terclapat

kurang bayar senilai Rp5OO.0OO,00 atas pajak PT. Manulife. SKPKB

atas PT. Manulile ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret iOI4. PT.

Manulife membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal

27 Maret 2tJI+. Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan

menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28

Maret 2QI4.

5. Tanggal 31 Desember 2O14, diketahui terdapat sejumlah retribusi

pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar

Rp7.5O0.OOO,OO. Atas jumlah yang belum dibayar ini, Dinas

Pendapatan akan mengakurnya sebagai piutang retribusr.

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening

SKPD 01/14 1.1.3.01.01

8.1.1.10.01 PKB - LO 15.000.00c

20-Feb-14 TBP 01/14 1.1.1.02.01 Gs di Bendahara Penerimaan 3.500.00c

8.1.1.01.01 Pendapatan PKB - LO 3.500.

0.0.0.00.00 rerubahan SAL 3.500.00c

4.1.1.01.01 Pendapatan PKB - LRA 3.500.000

21-Feb-14 sTs 01/14 3.1.3.01.01 IK PPKD 3.500.00c

t r I n?nl K.as di Bendah.ara Penerimaan 3.500.00c

05-Mar-14 fBP 02/14 1.1.1.02.01 (as di Bendahara Penerimaan 5.000.00c

1.1.3.01.01 Piutang PKB 5.000.000

0.0.0.00.00 >erubahan SAL 5.000.00c
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4.1.1.01.01 Pendapatan PKB-LRA s.000.00CI

05-Mar-14 sTs 02/14 3.1.3.01.01 IK PPKD s.000.00(

1.1.1.U2.U1 Kas dt Benclahara Penenmaan 5.000.00u

22-Mar-14 SKPKB 01/14 1.1.3.01.01 )iutang PKB 500.00(

n1 n1 Danirnr+aa DrA -l n
qnn

27-Mar-LA rBP 03114 1.1.1.02.01 Gs di Bendahara Penerimaan 500.00c

1.1.3.01.01 Piutang PKB 500.000

Perubahan SAL 500.00c

4.1.1.01.01 Pendapatan PKB-LRA 500.00c

28-Mar-14 sTs 03114 3.1.3.01.01 PPKD 500.

1.1.1.02^01 Kas di Bendahara Penerimaan 500.00(

ii-Des-i4 BM 0i.ii4 i.r.i.02.0i ,iurang Retribusi Peiayanan Kesehatan 7.500.00c

8.1.2.01.05 Retibusi RSUD - LO 7.500.00c

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Prhak Pihak yang terkait dalam slstem akuntansi pendapatan pada

PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan

PPKD selaku IJUL).

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,

memiiiki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan

LHA berdasarkan buKtl but<t1 transaksl yang sah dan valld ke

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2] melakukan postmg Jurnal lurnal transaksllkeJadlan pendapatan

LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing

rekening {rincian obiet<);

3) men5rusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan

Realrsasr Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL),

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keua-ngan.

b. Bendahara PPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan

kedalam buku kas penerimaan.

2l membuat Rekap Penerrmaan Harran yang bersumber clarl

Pendapatan.



3) melakukan penyetoran uang yang drterrma ke kas daerafi setlap

hari-

c. PPKD Selaku BUD

1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan

pal ak/ retrrbusr daerafi.

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh

t'ungsl Akuntansl SKPD.

2. Dokumen yang Dizunakan

i Pendapatan Asli
I rr^ ^-^r^

Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak (SKP)

! Ijaeran :

w;;;ff;;s.1;t^".K.aayaan" I n""it Rursifiilffime" 
* 

;"Gt

:l
:l
!l

i * "-_ 
_*. - *** - -.. - - -. - " *. -*- *"...-.1" -.*

: i 
r Jasa giro/bunga dePo

:l
t .. *' - -', - * - *--- *"-- - - - - ** -*-4-- * * !L95q1Lc-!lv3gg,.glp-9.I *54]-;

o Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan
Pemerintah Pusat :

Ela^.i LI-ciI D^a^r.

SK Pembebanan/SKP2K /:
SKTJM/ Dokumen yang:
r:-^-^^*^1-^- 

:

DllrIIf /r.laln 'man

:l*:: :-- -- -- -j-l+e,ter:fa*o-very 9"h i j 
-

; lo Penjualan Aset yangj Dokumen Kontrak Penjualan!

: I dipisahkan | /Pedanjian i

_-_ .**-_- t"-"__,---._.._--- __-_'_-_--.-__1::"v_:-:_Y-::****-- ***-*--::{: t;-B"t ii;;ii u,-,t rtt Pajak I euxTnotumen vangi, i - 
idioersamakan;**-**---**,

, I c DAU I PerPres/Dokumen Yang i

I ldipersamakan ,--.-..-i
i, !. DAK I Plvtxloot umen v"ttsi
t I ldiPersamakan t

:' " * -i;-Dantoi""omiKdil; !pur/notumen vanc;

Jaipergq**as-- --"- i
: 

-" ""' 
l. Danareistimewaan*- jFMk/ootum"tt yang;

Vq*ss*-Jstg-iips::sry*#--.-

'': .'-.. 
,

Dana Penyesuaian I eUK/Ookumen yangi

I rendapatan lrans

iPemerintah Daer

i,LaIl!ty-+:
I -,,-r----r--' 

1-' '.-r t--

'*..- ---.---.*- - -'-"-' **--X*
liair-f.ir, 

" --f'#d"p"tan,Hib"h *- " -- 
I Kaputusan Kepala Daerah 

1

e"rraup"trn i i /oot.r-.n yang dipersamakan

Daerah yang I I,

I

:*****-*-**-XDana Darurat i xepniusan Kepala Daerah 
:

, i i lPlnx / Dokumen Yang i
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3. Jurnal Stanclar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan

earned', atar;

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

-t--,,----? t--:1, --_-_t_t- _1!r-.-!---- ------t- ,' -l t,-- --t-',--ilCr{'UITUIIII Ui{tl*. sLt(lil,ll llILCIllllir- Pt,uruayu-Iic.Il s(,uirtlil" LLlIIiitl \tVUlL;4vLtl.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA

drakur pada saat:

diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

dlterrma oleh SKPD; atau

diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

a.

b.

c.

Dengan memperhatrlcan sumber,

pendapatan maka pengakuan

ctil<lasdkasrlcan ke dalam beberapa

berikut:

a. Proseclur Pencatatan HAL)

srlat dan prosedur penerlmaan

pendapatan di PPKD dapat

alternatrl Jurnal standar sebagal

Ketetapan yang

suatu pendapatan.

Akuntanst PPKI)

Ketetapan itu akan dibavar oleh

akan menerima Tanda Bukti

telah menvetor PAD melalui

1) PAD melalui Penetapan

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen

mengindikasikan adanya hak Pemda atas

Berdasarkan l)okumen tersebut, F-\rngst

kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Piutang Pendapatan atas Surat

Wajib Pajak yang selanjutnya

Pembavaran (TBP) sebasai bukti

fa^--^.---^-- n^-.-5- ^..--7-^-- !'\*1--------- L-'--^1^"L n-----: 
^1--"L^'^^:i-C1-tCiaprur. ijCr-iioainar i:vsqtrlvrr lvr svvqLr l qrrSor I rsultLalol

PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Tar.lgqal No,Bukti Kqde Bel@iss .lJlat*tt .'"''::' : 'l ' O€bit,, 'Ituedit

X)O< xxx
XXX Piutang Pendapatan.... )oc(

xxx Pendapatan Pajak ..,..- LO XXX

2b



Jurnal LU atau Neraca"

)oo( rco(
>oG Kas di Kas Daerah XXX

x)o( Piutang Pajak ..... )oo(

2)

Jurnal LRA

PAD'l-a"npa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa

Penetapan kemudian akan menerima'l'a.nda lJukti Pembayaran

(TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD

kemudran akan mencatat 3urnal.

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

::.aar:4...:. :...: .a :4.4. : r:a 'Y@'is'a

xxx )oo(
)oo( Perubahan SAL >oF(

xxx Pendapatan Pajak... LRA toqjo(

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan

dengan pembayaran per:lzirlar,, misal perizinan pemasangan

iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

lJerdasarkan Dokumen tersebut, t'ungsr Akuntanst PPKD

kemudian akan mencatat jurnal.

xxx )o(x
rcfi

)o(x

Perutrahan SAL

Pendapatan Pajak..... LRA

)ooc(

,ooo(

4 | ti"4i u aas uacrat
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Jurnal L(J atau Neraca

Pada saat prhak ketrga tidak menunaikan kewalibannya, PPKI)

akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah

drsetorkan. l'ungst Akuntansl PPKII akan membuat buktt

memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen

tersebut, t'ungsl AKuntansl PPKD kemudlan al<an mencatat

jurnal.

Jurnal LU atau Neraca

Jurnal LRA

Tanggal No,Bukfi Kode Rekening Uraian Debit Kredit

X)o( XXX
XXX

xxx

Perubahan SAL

Pendapatan...... LRA

)coo(

)ooo(

b. Prosedur Pencatatan Transl-er/ Dana Perimbangan

Ketika Pemerinfah Daerah menerima sr:rat nemberitahrran dari

Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan

diterirna oleh Pes:e:'intah Daerah, :lr.ekz L,erdasarkan ketetapan

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LU atau l\eraca

Tanggal No Bukti Ksde Rekening Uraian Debit I{redit

xxx xxx
}o(x Piutang pendapatan.. )ooo(

xxx Pendapatan Transfer....LO )ooo(

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari

pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota

Krertit. Rerdasarkan f)okt.l-rnen tersehrrt, Frlngsi Akrlntensi PPKT)

kemudian akan mencatat jurnal.

tt^ &rt+i
Kdds

RekenirrC
v- i;+

XXX )o(x
rco( Kas di kas daerah ).JOO(

XXX Utang Jaminan.. )ooo(

Tanggal l..Io Eukti Kode Rekening Uraiarr Dcbit tGedit

)oo( rco(

.!.]'Y
Utang Jarninan >*Jl;(

XXX Pendapatan....LO )coo(
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Jurnal LU atau Neraca

Tarlggal No I}ul(ti
Kode ,

Rekening
Uraian Debit Kredit

I.YY Y'!'1.
XXX Perubahan SAL )oool

xxx Pendapatan Transfer......LRA )ooo(

c. rtosedur Pencatatan Larn-lzun Pendapatan l)aerah yang Sah

Contoh : Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,

F'rrnssi Akrrnfnnsi ppKn kernrrr{ian eknn rnencqtqf irrrnql'

Jurnal LO atau Neraca

selanJutnya? I(etlka hlbarl dlterlma olerl Pemerlntah l)aerah, l''ungsl

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Tanggal NerB.lrkti Kode Rekerr.irrg Uraian Debit Kredit

xxx XXX
>oo{ Kas di kas Caeral: )coo(

lc(x Piutang Pendapatan.. )ooo(

Jurnal LRA

Pendapatan Transfer Hibah LO

r 4r6iEr@

,{ode 
"

Rel€ning

)o(x xxx
XXX Kas di kas daerah )ooo(

XXX Fiutang Pendapatan hibah... ,ooo(

rr; b.-1*
Kode

Rekeniag

XXX xxx
XXX Perubahan SAL )aoo(

xxx Pendapatan Hibah - LRA )ooo(
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4. llustfasl

PPKD menerbitkan Dokumen

pendapatan yang mengindikasikan

pendapatan (aarue.$.

a. Prosedur Pencatatan PAD

Ketetapan untuk pengakuan

adanya hak Pemda atas suatu

1) Pdak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor

a) Tanggal I Februad 2015, PPKD menerbitkan SKP Daerah atas

Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor untuk bulan januari

sebesar Rp12.000.000,00 maka fungsi akuntansi akan

mencaiat ciengan jurnai:

r /\ -L---IJ\-, laLdl.l
I\T^--- -^IIEI CL\,d,

T__-,,_ -lrJ tll' ll.cll

[''t**i ' :llqd€.
Ne'Blrkti

men yang

dipersamakan

urnloi;,,,,, : 
:.. :,' l;,''t: l;l;"' ., .'1,,',grr&1',,,,' )

l\cacrglj,!;

I SPT/SKP

o1-02- | naerarr/notu

1.1.3.O 1.03 Piutang PBB - KB 12.OOO.OOO

8.1.1.03.O1 12.OO0.OOO

b)'lbnggal lU Februan '2015, }/l' Pertamrna selaku wa;tb pa.1ak

melakukan pembayaran pajak tersebut yang selanjutnya akan

menerlma 'l'ancla uuKtl t'emDayaran F uPl sebagar bukti telah

menyetor pajak melalui penetapan. Berdasarkan Dokumen

tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat

jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

! 44€{i4

Kode

Rekening

10-02-

15

STS/TBP/Doku

men yang

dipersamakan

1.1.1.01.01 Kas di kas daerah l2.ooo.ooo

1.1.3.01.O1
Piutang PBB -

KB
12.OOO.000

Pendapatan

PBB.PKB - LO
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Jurnal LRA

A^.-r+^-i ^^l^l-^^6^^-lrug^uur rvrqsrvu^.q*rr

anggaran (Permendagri

Jurnal LRA

0.0.0.00.oo
Perubahan

qAI

Pendapatan

PBB-I(B

LRA

ai,gaaran ncn3ll:utl l:cdc

Nomor 13 Tahun 2006l

l2.ooo.ooo

nt-. D^,u:ITU U6U

10-02-

15
orJl rDr/uu[urucrl

yang dipersamakan

o.o.o.oo.oo
Perubahan

12.OOO.OOO

4.1.1.01.O1
Pendapatan

PBB-KB
12.0O0.000

2) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

a) 'l'anggal 17 Maret, PPKD menenma uang Jamlnan dart prhak

ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk

pemasangan il<lan sebesar Rpb.uuu.uuu,uu. lJarr transaEsr

tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran

tluPl. t erclasarLan L)okumen tersebut, liungsr Akuntansl

PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

iurnat LU atau Neraca

17-O3-

15

STSITBF/Dok

umen yaflg

dipersamakan

1 1.1.01.0
1 Kas di kas daerah 5.000.000

2.1.1.08.01

Utang Jaminarr

Pemasangan

uilan

5.OOO.OOO

b) Tanggai i7 Aprii 2Oi5, Pihak ketiga tidak meiiunaikan

kewqiibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang

sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan

membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan.

Berd.asarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansr PPKL)

kemudian akan mencatat jurnal:

4.1.1.01.O1
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Asumsl peiaksanaan anggara"n mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun

2013) Jurnal LO atau Neraca

.Trrmnl T EIA

L7-O4-

15

men yang

dipersama-

1,^-

4.L.4.r2.O2

Asumsl pelaksanaan

anggaran {Permendagri

Jurnal LRA

Eksekusi atas

Jaminan

r,emDongr<aran

Reldame - LRA

5.O00.ooo

anggaran menglklltl tcode rekenlng

Nomor 13 Tahun 2006l

: a,,:. ;,:.,,,,,:.ta: l:,: ::Li *ii tr*,, t.: ::! :::.4 a.:a:a:.: a: :: :r :i:a;ii;t{;r:?":r, l
..*r+:t::..t:::
, -...: ::: .: ...'... 4:."

t7-o4-

15

TDD/n^ln,

men yang

dipersama-

kan

o.o-o-oo.o0 Perubahan SAL
5.OOO.OOO

A 1 4 nono

Pendapatan Hasil

Eksekusi atas

Jr.r-iaa

Pembongkaran

Reklame

3i ii.rsii Fcrrg,iiuiataur Dacr a.ir y iarrg urprsialrx.ir.lr

a) Tanggal 5 Januari 2015, PPKD menerima hasil Rapat Umum

Pemegang saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk

Pemerintah Daerah sebesar Rp25O.0OO.OOO.OO. Berdasarkan

informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan mencatat

rlerrrrarr ir rr"nal sfanr{ar'

17-44-

15

Dokumen

yang

dipersama

kan

2.1.1.08.01
Utang Jeminan

D^-^^^-^^- T1-i^-r vua@r6a! lN4!

5.000.000

8.r.4.t2.O2

Pendapatan Hasil

Eksekusi atas

Jsminan

Pembongkaran

Rekleme - LO

5.OOO.OOO

;,::N4-:W,'j"&2
... .:: .:,:. :,:r::a:.r.:..;:a:,::,

TBP/Doku-

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 5.000.000
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1-\ul

Jurnal LU atau Neraca

'Tr^*^-nl el T^-"^.{ 4n1< EIDLT-I 
-a-o-i*n 

nn*4 lzrq{i+ r1n*ii{aaa66<ii vr vqiruc..rr avlv, l ^ i}u ^llvlrvrurrs rrvl.,a lvvur! srJl

bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah.

6---l----,7-' --..-^f^,,,,---: L---.-^7---L ,--^1-- t------t -1-----r^-^-: -t--'-l>erLliasiarAar.ll lluult.l'l'aaur LErsELrLlL, tlr.a/'rtiL rLllrBsr .lALlllLii.lrltl a.ra.ar.rl

mencatat jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomar 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Nota kredit/

250-OOO_OOO

.. :, ::.:, ::,.,: 4.:a ::: t: :, :. : t:, aa : 4., t

.,::i:'::::liiilii;'i':::''-
l.:::,,;,7,ilt::':1.::l:i
'a:a:,:aa ),al:::::,a, :.': :,. . : :.:::.1

o5-

o1- 15

AVfD/

Dokumen

yang

dipersama

kan

1.1.3.03.03
PiutangBagian Laba

n^--*^L^^- L^^.^
ftluuldl DwaDd

250.000.000

8- 1.3.O3.O1

Bagran I"abayng

dibagikan ke

Pemda atas

Penyertaan Modal

pada Swasta- L0

250.000.000

Jurnai LRA

,,,/,ffi#:
:t4. ia:.i

31-O1-15

Nota kredit/

TBP/Doku-

aen yang

dipersama-

kan

o.o.0.o0.oo
Perrbahan

250.000.00o

4.1.3.03.O1

Bagian Laba

Yng

dibagikan ke

Pemda atas

Penvertaan

Modal pada

Swasta- LRA

250.000.000
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Asumsr pelaksanaan

anggaran (Permendagri

Jurnal LRA

anggaran menglkutl kode rekenlng

Nomor 13 Tahun 2006)

Kode

Rekenirrg

0.0.0.00.00

L,_^",,

Perubahan

SAL
250.000.000

31-01- 15

Nota

kredit/

TRP/l-lnkrr-

men yang

dipersama-

kan

Pendapatan

atas Bagian

Laba atas

penyertaan

madal pada

perusahaan.

Uraian

250.OOO.OOO

4) Tuntutan Ganti Rugi

e)Tangal 27 .Ianrtari 2O15, telah dilakrrkan sidang ferkeit

dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang

tersebu+., diterbitkan SK pembebananr/SKP2K//SI'JJIJ['mtuk

ganti kerugian daerah sebesar Rp2a.OOO.OO0,O0 yang akan

-1 :1---- :-.- 1---1 - - --1. --- lAl---1 - --tl- -1 ^-uiriia.]ar- ScLtiep Uuitr.rr seliilrlia Lz rJt)Lart licLri4P Ld-rLF'Ed-L z t .

Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi

melakukan pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal No,'Bukti
Kode

Rekenlrg

b)

,'7-n1 _

15

SK

Pembebanan/
SKPzK/SKTJ

'l\t

lDokumen

yang

I lorpersetmaKa'l I Bendahara-Lo 
I

Tanggal 27 Januafi 2015, Bendahara PPKD menerima nota

kredit bank sebesar Rp2.OOO.OOO,O0 untuk angsuran kerugian

<iari PNS atas tuntutan ganti kerugian ciaerah maka tungsi

akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomar 64 Tahun 2013)

utane Tunhltan



Jurnal L0 atau Neraca

Jurnal LRA

$
,,:)::&,.,,111

ata:a: a: :ta:.i.. | ; : : .:::::r::::4.:
.:4,,a,:::; raa: :i ! : :: | :,;. :: : : : :a :.: a:. :: :.
:, . : : t, : : :W* :&Arlt ia.:, ;..,.,.

:,i-':::.,.:i: Y:.f .::.111:-?:a:r:r:
1:aa |:a:a ..':. |:..::a:-::V;t:at::::at:t i

::t:4.a,,2.::rajr:::.:.:.::..
a :, t irizt,{*a.t t t t a. :.

a?ra:'::.:.'t::;.. .:.,. :::t..:

-.....:. : : :... :: :. t:aa.:a:::r.):, ):

: | :,,...A;;,;i::klt:a1: ::./ :.

'...: 1..,,,. :.:.t.::t.4..: ::.-..:

27-

o1-15

Nota

kredit/TBP/Do

kumen yang

dite-rsamakan

1. 1. 1.O 1.O

1 Kas di kas daerah 2.000.000

1.1.3.04.03

Piutang Tuntutan

Ganti Kerugian

Daerah

2.OOO.OOO

1.. r., : : u:,, : f;..t e 4..' : :t'
't:: :':::.:::::: .".- : ,a .'.:a:aa:a.-a:.

@

Nota kredit/

TBPIDokumen

yang

riipersemaka,r:t

27-OL-

15

.t8*hef{ S;
:r.,.:. . -. :.. ::...:.:....: - . I

o.0.o.oo.oo 2.OOO-OOO

4.1.4.05.O1

Tuntutan ganti

Kerugian

daerah -LRA

2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran rnengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

:. :,.: ::: t,l : :',:, : a.: : :.:.:' :t al 

":,1; 

a,l ::a. a ::a:::2
' :,::':t t'al ::.,t:It;i*44:..:.: ::::.:,.:..,.
.a. tj.L'.::a'..i :aLr,t*r., j' :,':ta.:tl :::

2741-

15

Nota kredit/

TBP/Dokuaen

yang

dinersamaknn

0.o.0.00.00 Perubahan SAL 2.OOO.O00

4.1.4.O4.Or

Tuntutan

Kerugian

Daerah

2.OOO.O00

b. llrosedur Pencatatan Pendapatan'lYansler

1) Dana Transfer r DAU

a. Tanggal 1 Januari 2A15, PPKD menerima PMK/Dokurnen yang

cirpersamakan atas penerrmaan ctana transler/DAu u.ntuk

Tahun 2015 dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp978. OOO. 000. 000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka

fungsi akuntansi PPKD akan melakukan jurnal standar:
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Jurnal LU atau l\eraca

Tqnooal. Nn Rrrlrf"i
Kode

Rekening

Piutang Transfer

DATl

978.000.00

o ooo

Krcr{i}

81.500.OOO.000

b. TanggaL 2 Januari 2015, PPKD menerima

pemindahbukuan lnota kredit dari Bank atas pencairan dana

transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp81.5O0.OOO.0O0,OO. Berdasarkan informasi tersebut, maka

fungsi akuntansi akan mencatat jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun

2013)

Jurnal LO atau Neraca

1.1.3.O5.05

oi-01-15

PMK/

Dokumen yg

Nnfa Kredif

/Dokumen

yang

tiipcr salra-

kan

1. 1. 1.0 1.0 1

r.1.3.O5.05

JUTNAI LKA

Asumsi pelaksanaan

anggaran (Permenciagri

Jurnal LRA

anggaran mengikuti kode rekening

Nomor I3 Tahun '2UU6;J

Ka< di lrqs

daerah
1.500.000.000

Piutang

Transfer

DAU

8.2.1.03.01

Tanggal No Bukti
Kode

Rekening
Uraian Debit I(redit

o2-01-

tc

Nota Kredit

/Dokumen

yang

dipersama

kan

0.o.0.00.00 Perubahan SAL 81.500.000.000

4.2.1.o3.o1

Pendapatan

Transfer

DAU- LRA

3i.500.000.00o

Tanggal No Buhi
Kode

Rekening
Uraian D€bit Iftedit

15

Nota Kredit

/Dokumen

yang

dipersama

karr

r}nnnonn lp."',hohr- sar

I

Rt qon nno nnn

4.2.2.Ot.O1
Pendapatan

TJAU
1.500.ooo.ooo

JU



2f Pendapatan'l'ransler dan Pemenntafi Daerah

a) Tanggal 1 Maret 2AI5, PPKD menerima Surat Keputusan

Kepala Daerah/I)oKumen yang drpersamakan untuk lJana

Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk tahun 2015 sebesar

Rp24U.UUU.UUU,UU yang at<an ctlbayarkan tlap trlwulan.

Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan

melakukan lurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

No Bukti

Surat

Keputusan

Kepala

vqvr@Ll uv

kumen

yang

dipersama-

kan

. :Kodg.,..

Retening
Debit

240.OOO.OOO
Di:tt"-3 ami l-rac.il

Pajak

l5
8.2.3.O1.O1

b) Tanggal 1 Juni 2015, PPKD menerima pemindahbukuan/ nota

kredit dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari

Pemerintah Provinsi untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2015)

sebesar Rp60.0OO.0O0,00. Berdasarkan informasi tersebut,

maka tungsi akuntansi akan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagn Nomor 64l'ahun 2UL3l

Jurnal LO atau Neraca

Nota lftedit/ | 1. I . I .01 .O I I Kas di kas daerah

o1-06-15

Jurnal LRA

Tanggai No BriHi
,Xode :'

Rekening
Uraian UCDlI Kredit

o 1-06- 15

Nota l(redit/

Dokumen yang

drpersAmakan

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 60.000.000

4.2.3.01.01

Pendapatan

Hibah/Bagi

hasil Pajak LRA

60.000.000
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikutr kode rekentng

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2A06l

Jurnal LRA

:.:.:.:Kiiltai :t.

Rekeaing
Tlrplqtr naliif Y!e4it

I Nnfq Kredit I
_t_.ul-uo-I5 

I 
lJor<umen yang

I dipersamakan

o.o.o.00.o0 Perubahan SAL 60.oo0.ooo

4.2.1.01.O1

Pendapatan

Bagi hasil

Pajak

60.ooo.ooo

c. yroseclLrr Pencatatan Laln-laln Penclapatan l)aerah yang sah

1) Pendapatan Hibah

a) 'l'anggal I Maret '2UL5, PPKD menerlma Naskafi PerJanJlan

Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani

sebesar Rp25O.O0O.0OO,OO. Berdasarkan Naskah Per.Jan;ran

Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat

jurnal: Jurnal LO dan Neraca

Tal*gal No,Bukti
':. rrK$ilt

';Rekeni+s
lr]iratan 'Deblt .;Kredit

01-03-15

Naskah

Hibah/

Ilnkrrmen

yang

dipersama-

kau

1.1.3.O8.01

fluErg'

Pendapatan

Lainnya - Hibah

250.OOO.OOO

8.3. I .O 1.O 1

Pendapatan

Hibah dari

Pemerintah -

LO

250.OOO.OOO

b) Tanggal 01 April 2015, PPKD menerima nota kredit bank atas

Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi

PPKD kemudtan akan mencatat Jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun

tnl il

J6



Jurnal LU clan l\eraca

I lkedit/

I oo*-.r,
01-04-15 I

I vans

l"*';
I ur',

ll.as (u Kas oaeran ZSU.UUU.UUU

1.1.3.08.01

Piutang

Pendapatan

Lainnya - Hibah

2.50.000.000

Jurnal LRA

Asumsr pelaksanaan anggaran menglkutl kode rekenlng

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2AA6l

Jurnal LHA

Kode:,

Rekening

0.0.0.00.00
Perubahan

250.000.0o0

Berikut adatah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di PPKD:

I 
lrub Nsurr

I

01-04-15 | Dokumenyang

I dipersamakan 4.3.1.01.01

Pendapatan

Hibah dari

Pemerintah

250.000.000

r ar166*r lI^ D-,1*:
. Kode

Rekening
t 1*;:^* I\;L:+ |/;^A:t '

o 1-o4- 1 5

Nota Iftedit/

Dokumen yang

rllpers:raLal

o.o.0.oo.oo
Perubahan

r)Al-
250.O00.O00

9.U,1.V r.V r

Pendapatan

Hibah dari

Pemerintah

. LRA

zi,\,.1,t,\,.t,t,U

No. Transaksi
9Et\l,8AtATA"l'l- ClgF- !!r-P D PENCa.T. a:rA}l O LEH' P Pf-n

Uraian 0ebet Kredit Uraian Debet lftedit

I cenetapan pendapatan I'lo Efttry
iutanp....... x)fr

Perrdapalin..,. - LO xxx

) tdd fnfnr

(as diKas Daerah XXX

Piutans........ xxx

han SAL xxx

Pendaoatan.... - LRA xIX

, lRendaRatan 
tanpa

loenetaoan ^,0 

fntry

s di Kas Daerah I xn

D^*:Irnalqn I OA

?q



BAB II

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Delinisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yarrg mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan Belanja ga.ii dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-
potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-

SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2. Klasifikasi

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71

Tahun ?OLO dan kewenangan atas beban tersebut:

Beban Hibah PPKD&SKPD

sutan dan Amortisasi

Beban Transfer Bantuan Keuangan

Desa

Beban Tralsfer Bantuan Keuangan

Lainnva

Beban Ooerasi -LO

Bebal Barang dan Jasa

Beban Bantuan Sosial

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Beban Transfei' Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Daerah Lain

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Beban Luar Biasa
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Sedangkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor

13 Tahun 2006:

Belania Kewenansan
Belania Tidak Langsuns
Belania pegawai SKPD
Belan a bunga PPKD
Belan a subsidi PPKD
Belania hibah PPKD
Belania bantuan social PPKD
Belania Basi Hasil Kepada PPKD
Provinsi/ Kabupaten / Kota dan
Pemerintahan Desa
Belania Bantuan Keuansan Keoada PPKD
Provinsi / Kabupaten / Kota Dan
Pemerintahan Desa
Belania Tidak Terdusa PPKD
Belania Langsung
Belania neeawai SKPD
Belania barang dan iasa SKPD
Belania modal SKPD

Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belania Kewenangan
Belania Operasi

Belania Pesawai SKPD
Belania Barans SKPD
Bunga PPKD
Subsidi PPKD
Hibah (Uane, barans dan Jasa)*) PPKDISKPD
Bantuan Sosial (uans dan PPKD/SKPD
barans)*)

Belania Modal
Belania Tanah SKPD
Belania Peralatan dan Mesin SKPD
Belania Geduns dan Bangunan SKPD
Belania Jalan. Irieasi. dan SKPD

Jarinean
Belania Aset tetap lainnva SKPD
Belania Aset Lainnva SKPD

Belania Tak Terduea
Belania Tak Terdusa PPKD

") Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD,

sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang

merupakan kewenangan SKPD.
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B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan

Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan

fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti

bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku

Jurnal LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan

belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan operasional (LO), Neraca, Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja

kedalam buku kas umum SKPD.

2l membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan

pemerintah Nomor 71 Tahun 2A10 dan kewenangan atas beban tersebut:

Uraian dokumea
Rehen Onnresi -LO

Beban Pegawai Daftar Gaji/SP2D/Dokumen Yang
dipersamakan

Beban Barang dan Jasa- eAsf l SPzo / Dola:men va-ng dipersama&an

Beban Hibah NPHD I SP2D / Dokumen vang dipersa44J<an

getan Penyusutan dan Amortisasi Bukti mernorial/dokumen Yang
dioersamakan

Beban Penyisihan Piutang Butctl memorial/dokumen Yang
dipersamakan

Beban tain-L,a.in SP2D / Dokumen vang diPersamakan
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3.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2OA6:

Uraian Dokumen

Belania Tidak Lanssuns
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsil Kabupatenl Kota Dan
Pemeriniahan Desa

Surat Keputusan KePala
Daerah/ SF2DI Dokumen yang dipersamakan

Belania Lanssung
Belaqja pegawai Daftar Honor/SP2D/Dokumen yang

dioersamakan

Belania barans dan iasa BAST/ SF2D / Dokumen yang dipersamakan

Belania modal BAST/ SP2D /Dokumen vans dipersamakan

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor A2

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja

tersebut:

Uraian Dokumen

Belania Operasi
Belania Pesawai Daftar Gaii / SP2D /Dokumen vang dipersamakan

Belenia Rarsns BAST/ SP2D I Dokumen Yans dipersamakan

Hibah (Uane, barang dan Jasa)*) NPHD / SF2D / Dokumen vane dipersamakan

Bantuan Sosial {uang dan barang)*) Surat Keputusan KePala Daerah

/ SP2D /Dokumen Yang dipersamakan

Belania Modal
Belanja Tanah Sertifikat/BAsT/SP2D/Dokumen yang

dinersamakan

Belania Peralatan dan Mesin BAST/ SP2D /Dokumen vang dipersamakan

Belanja Gedung dan Bangunan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang

dipersamakan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang

dioersarnakan

Belania Aset tetap lainnva RAST/ SP2D / Dokurnen vang dipersarnakan

Belania Aset Lainnya BAST/ SP2D / Dokumen yang dipersamakan

Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS

dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-

masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal
Nomor

Bukti
Kod€

Rnkeniriro
Uraian Iftedit

)o(x XXX

XXX Beban Gaji Pokok XXX

RK PPKD XXX

Jurnal LRA

Tdnggel:
Nomot

Buteti

ltoile
Rekeninc

Uraiirn Debit :Kredit

xxx XXX
XXX Belanja Gaji Pokok XXX

xxx Perubahan SAL )cfi
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Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS

dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh

bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS.

Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Teqgsal
Ncrnor
Ehrkfl-

Kode
Rekerrins llraian Debit Ikedit

XXX xxx

XXX
r\ds u Dtlludrd a

Penseluaran
XXX

XXX RK PPKD XXX

xxx Beban Gaii Pokck XXX

XXX
Kas di bendahara

Pensehraran
XXX

Jurnal LRA

Tanggaf Nomor
Buktl

Kode
Re.kenins

Ureian Detrit Kredit

XX XXXXX
XXX Belanja Gaji Pokok ruo(

XXX Perubahan SAL xxx

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya

melalui mekanisme UP/GUi TU dimana pembayaran oleh Bendahara

Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor KodeIangga Ehrkti Rekenine
Uraian DebiJ Kredit

XXX XXX

X>O(
Beban Uang
Lembur PNS

)o(x

XXX Kas Bendahara
Pengeluaran

x)o(

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor
Bul*i

Kode
Rekminc

Uraian Debit Kredit

XXX xxx
XXX

Belanja Lrang

Lembur PNS
XXX

xxx Perubahan SAL XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pernbelian barang da-n ja-sa yarrg penr.bayarannya rnelalui rnekanisrne LS ada 2

(dua) pendekatan yang digunakan yaitu:

1) Pendekatan Beban; dan

2) Pendekatan Aset.
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Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang

dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera.

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang

dan Jasa tersebut akan digunakan/dikosumsi dalam jangka waktu lama atau

untuk bedaga jaga.

1) Pendekatan Beban

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan

langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum

dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan

surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian

tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

x)o( no( )ofi Beban Persediaan ATK )oo(

XXX Utang Belanja ATK )oo(

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

XXX XXX )oo( Utang Beianja ATK )oo(

XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA

xxx XXX
XXX Belanja ATK xlo(

)oil Perubahan SAL )oo(
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Targgal Nomor
Buldi.

Kode..Rekenii€ Uraian Debit Kredil

XXX xxx
XXX Utang BelanjaATK XXX

XXX
Kas di Bendahara
Pengeluaran

XXX

Atau kemudian dilakukan

maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU

Jurnal LRA

tangl N0mo{
:Flrlhi KodeReketli4g uraian DeHt Kredit

xxx XXX
Belanja ATK

rco( Perubahan SA1, XXX

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan

Penghitungan fisik (Sfock Opnamel terhadap barang dan jasa yang dibeli dan

belum digunakan dan berdasarkan hasil sfock opname maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomorrangga 
Fhrkti

Kade Rekening I I-^i-* n-!-it VrNliJ

XXX xxx x)c( Persediaan ATK XXX

XXX Beban ATK XXX

2) Pendekatan Aset

Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak

langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan

dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum

dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan

Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian

tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

I Nomorlang9't i s"Lfi Kode Rekening Ilraian Debit Kredit

XXX XXX

XXX Persediaan ATK XXX

xxx Utang Belanja
ATK

X)O(

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal

standar:
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XXX xxx xxx Utang Belanja ATK x)o(

xxx RK PPKD x)o(

Jurnal LO dan Neraca

Jurnal LRA

brffii.:,

x)o( x)o( xxx Belanja ATK >o(x

)oc( Perubahan SAL xrx

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU

maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

)o(x )oo<
xxx Utang BelanjaATK )fix

X)o(
Kas di Bendahara
Penqeluaran

)o(x

Jurnal LRA

:::K5€dlt

)ofi )o(x )GX BelanjaATK XXX

)ofi Perubahan SAL xxx

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada

akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian.

Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik,

maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Sfock Opnamel terhadap

barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil sfock

opnatle tersebut jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

)o(x xxx XXX Beban ATK xxx

)oo( Persediaan ATK )oo(
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c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan Bantuan Sosia-l dalam bentuk barang, pengakuannya pada

saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat

Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atam dapat juga

pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah

dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaifu:

1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut

telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara

Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan

pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke

penerima hibah bersamaan dengan

NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

T-gr4ggsJ
Noriior
tBuM

Kade,

Rel<erririe
llraizin Debit Kredit

XXX )o(x

XXX
Beban Barang .... yang akan
diserahkan kpd Masyarakat

XXX

XXX
Utang Belanja Barang ...
yang akan drserahhkan pada
nihnk kelioa

XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan

mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

riillgHlrr
Nomtrr
'Bukti'

ttouc lacKculrH r t-^i --UIAilI L'CUIL Kredii

XXX xxx
xxx

Utang Belanja Barang ...
yarrg akan diserahhkan
pada pihak ketiga

xxx

>O(X RK PPKD XXX

Jurnal LRA

?s$ggsf
Nomor
HrrH

Ks{teReke-ning Uraian,. Debit Kredit

XXX XXX
XXX

Belanja barang
dihibahkan r."p"i"
Masvarakat

)ofi

XXX Perubahan SAL XXX
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Pada akhir oeriode funssi akuntansi akan melakukan Penehitunsan

fisik (Sfoc/c Opnamel terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum
digunakan dan berdasarkan hasil stock opname maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nourcr
Bukti

XXX

Beban Barang... yang
akan diserahkan
kepada pihak ketiga 

I

2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut

telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan

ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat

Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda

tangani kan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah.

Berdasarkan keiadian tersebut, maka iurnal standar: Jurnal LO dan Neraca

Tangsal I t_ffi Kode Rekening umtan I o"ui. Iftedit

rersedlaan iJarang
akan diberikan kpd

XXX

I If anc Relania Rarana

Kemudian PPK SKPD melakukan pembavaran kepada rekanan denqan

mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

ii{rtii.ir
Nomor

Buki
Kode

Rekerrirtg
ul"ildit ileult llJ 9uii

XXX xxx xxx Utang Belanja Brg . xxx

XJ'J{ FIf P. -I)'I{-D XY.Y

Jurnal LRA

Tangeal
Nomor
Rtrkti

Kode
'Rekrrnins

Uraian Debit Kredit

xxx XXX
xxx Beiaqja Fiibah i<pd

kelomook Masvarakat
)o(x

XXX Perubahaxr SAL xxx
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Setelah itu barans vans akan diserahkan kepada Masvarakat oleh kepala SKPD

melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana

berdasarkan NPHDlSurat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah

ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

XXX

EeDarr i5arang yang aKarl
diserahkan

Persediaarr barang ^..
wang akan rliserehlren
kpd Masyarakat rl

d. Beban Penvusutan dan Amortisasi

Beban Pen5msutan dan amortisasi adalah al'okasi yang sistematis atas nilai

aset tetap yang dapat disusutkan (deprectable assefs/ selama masa mantaat

aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

.Jurnal LU ctan Neraca

| ' i",'r*rr,, 't,' Nomor ,, I De,bit I o*n II.ttiian
uui{tl

YYY YYX
XXX Beban Penyusutan XXX

i I I * I *.ruriiusurd i I

e. Beban Penvisihan Piutanq

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat

drterrma pembayarannya drmasa yang akan datang dam seseorang d.arl/atau

korporasi danlatau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LU oan l\eraca

YTO: ryq:
suau R€KTXIII

XXX xxx
XXX

Beban Penyisihan Piutang
XXX

Penyisihan xxx

4. Ilustrasi

a. Beban dan Belanja Pegawai

Pada tansgal 2 ianuari 2015 Bendahara Penseluaran Dinas Kesehatan

melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui

mekanisme LS sebesar Rp5.OOO.O0O,OO dimana pembayaran beban dan

belanja langsung ditransfer ke rekening masing masing PNS. Berdasarkan

SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam

jurnal sebagai berikut:
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Asumsi Pelaksanaan anssaran mensikr:ti kode rekenins BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanegal Nomor Bulrti
Kode

Relkeninrr
Uraian Debit I(redit

l,
I Januari

I zors

SPZD lDattar
Gaji/Dokumen

yang
dina--^*^r-^-

3_ 1.3.O1.01

Tanggal Nornor Bul<ti
Kode

Rekenins
Uraian Debit Kredit

Jurnal LRA

^ I SY/D|IJAfiAT
I caii/ootumen

Januan I

20rs I -. yang 
-

5. 1.1.u1.u Belanja Gaji Pokok 5,UUU-UUU

0.o.o.oo.oo
Perubatran SAL 5_OO0_OOO

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

o I bYZlJ lrJartat
I Gaii/Dokumen

Januarr I

2015 I -. yang 
-

i. t. -r .iJ r.u Belanja Gaji Pokok PNS
C.UUU.UUU

o.o.o.oo.oo
Perubahan SAL 5.OO0.OOO

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana

pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar RpS.000.000,00 serta

pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh

bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS.

Berdasarkan SP2D LS beban dan belania peeawai. PPK-SKPD akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anssaran

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

meneikuti kode rekenine BAS (Permendaeri

Tanggal Nomor Bukti Kode
Rekeinins

Uraian Debit Kredit

Tanggal No Bukti
Kode

Rekerring
Uraian Debit Kredit

2
. Ianrr ari

2015

SP2D/Daftar
G4li/Dokumen

yar-rg

dipersamakan 1. r.1.O2.O1 Kas di
bendahara
Penselrraran

5.O00.000

lrlrll
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Taneeal Nomor Bukti Kode
Itel<e-rur}g

Uraian Debit I ltredit

o
SP2D/Daftat
Gaji/Dokume

5. r. i.0 r.0
1 Belanja Gaji Pokok 5.OOO.OOO

Jurnal LRA

Januan
2015

yang

dipersamakan

AsLrmsl pelaksanaan

(Permendagri Nomor

anggaran menglkutl l<octe rekenlng arlggaran

13 Tahun 2006l Jurnal LRA

?anggal Nomor Eukti
Kode

uL^t7t7 D;hit

z

Januari
2015

SP2D/Daftar
Gaji/Dokume

n
Yang

dipersamakan

J.r.l.va.v1 Dtra{a u4Jr f u uA FlrD

o.o.o.oo.oo Pembatran SAl 5.OO0.OOO

Pada Tanggal 6 Januari 2015 Beban dan Belarlia pegawai {misalnya untuk
pernbayaran lernbur) Dinas Kesehatan yang pernbai/arannya melalui mekanisrne

UP/GU/TU sebesar Rp3.0OO.O0O,00 serta pembayaran dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran ke masing-masing PNS. Berdasarkan pembayaran

tersebut PPK-SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal L0 dan Neraca

TarlssaJ Nomor Buirti
Kode

Rpl.Fllng
Uraian Debit Kredlt

6
Januari

ZW LJ

Daftar
Honor/SP2D/
Dukuucu iairr

9. 1. 1.O7.O 1 Beban Uang lembur
PNS 3.O00.ooo

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara
Pengeluaran

Jt,lfnal r.r(A

A o" r* oi 
-ol 

oLoon 4 a t o hddaran 
^ 

or nil-, tti lrnA a -al.on io n ?!a qat?t?^
---;';;!;i:;: ii-- ;;;^;;; :;; i ;i it)bn- sa - ^-l v - :b^^- E

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2A06l

T-.-.^1 T DA
v qa rlqr lrv r

Tanggal Netmor Bukti I r"a" 
I

I R.kmins I
Uraian I{redit

6
Januari

2015

Daftar
Honor/SP2D/
Dokumen lain

5.2.1.O3.Oi
Belanja Llang lembur
PNS

5.000.000

o.o,o.oo.oo Pemtrahan SAL 5.OO0.OO0

Januari I Honor/SF2D/
2015 I Dokumen lain I o.O.O.oO.oo I Pembahan SAL

5.1.1.O7.01
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b. IJeban dan tselan3a t3arang dan Jasa

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 25 Januari 2015 Dinas Kesehatan melakukan pembelian

Rarano rlen iasa wakni }'renrna ATK sehesar Rni O5O OOO-OO vnns rnana ATK

tersebut akan segera digunakan pada kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh

Bendahara Peneeluaran belum dilakukan Pembayaran. dan Barans dan _iasa

yang dibeli teiah ciiterima oieh Penyimpan Baranglpengurus barang dengan

Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan.

Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal

sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

TSnggat ITUUIUI DUKLT
Kode

Uraiaa UCUIL NCtut_

25
Januari

2015

BAST/
Dokumen yang

dipersamakan

9.1.2.01.01
Beban Persediaan
nlA

3.O50-OOO

2.1.5.O2.0i Utang Belanja ATK 3.O50.000

Pada Tanggal 20 februari 2015 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan

melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut

telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK SKPD akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurna-l LO dan Neraca

T'antoal !i4!.ot B.u-Ei
Kode

l,Ifaiiail D.-btr f:adit

20
Februari

sP2D/
dokumen yang

J:- ^-- ^- ^1 ---urPlr6(ur.:nar

2.1.5.O2.O1 Utang Belanja ATK 3.O50.OOO

T'r*-^l T I)A

Tanggal Ninnor.Bulrti
Kode

R.k*ii?s Uraian Debit Kiedit

20
Februari

2015

sP2D/
llalnrrnpn r

5. i .2.0 1.O i Beianja ATK 3.O50.000

dipersamakan 0.O.O.OO.O0 | eerubahan SAI 3.O50.OOO

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA

Tanggal Nomor'Bukti
Kode

Rakeniil.s
Uraian Debit Kredit

20
Ii'ebruari

zut-c

sP2D/
ctoKumen yang

rlipersamakarr

5.2.2.O1.4t Belanja ATK 3.O50.OOO

o.0.0.00.00 Perubahan SAL J.UCU.UUU
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Asumsi jika Pembayaran utang belanja oleh Bendahara Pengeluaran

Dinas Kesehatan dilakukan dengan mekanisme SP2D UPIGU/TU berdasarkan

-a*l-^-tar^t 
tarca}rrr* Df,'L QT/DT-I olrnn 

-ol^l-ttl-n- 
nannnlnlan Anln^ i"m^lLv^ vvvsL qrsqrl rrrvrur\qrrqlr lJvrrvuLqLqrl uqlurrr J qr rrur

sebagai berikut:

Asr-rmsi Pelak-sa-naa-n 
"!gl;-t4,t- 

metrgik:-lti kc'de rek-ening BA-S {.Permeac{-a-gri

Nomor 64 Tahun 2013)

,Tu:'nel lO den Nerece

Tanggal I Nomor Bukti
Kode

Rekeainc
Ur:rian Debit Kredit

sP2D/
dokumen yang

20

Februari

2.L.5-O2.A1
Utang Belanja
ATK

J.UJU.UUU

Kas di
zulc 

I 
orpersama* 

I 

t.r.r.ur.ur 
I

ljencanara
Pengeluaran I 

r.u5u.uuu 
I

Jurnal LRA

T€flggal l{orrl0r gukti Kode,.
Reke-nr-ns

Ufeiefl Detdt lkedit

20
Februari

2AI5

SPZD/dokunie
n

yang

dipersamakan

5.1.2.01.0I BelanjaATK 3.050.oo0

0,0,o.00.ot) Perubahan SAL 3.050.oo0

Asumsi peiaksanaan anggaran mengikuti korie rekening anggaran iPermen<iagri
Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA

Tiinggffi rT^-^- n-.lJi
tt uEut Eu[u

.::Kod€

Xlplrmirrs
ul4d Debit Kredit

20
l.blrruan

2015

SP2D/dokumen
yang

dipersamakan

5.2.2.Ot.O1 Belanja ATK 3.O50.OOO

o.o.o.oo.oo Perrbahan SAL 3.O50.OOO

2) Pendekatan Aset

Pada Tanggal 2O Maret 2015 Dinas Kesehatan melakukan pembelian Barang dan

jasa berupa ATK sebesar Rp4.OOO.0OO,OO yang mana ATK tersebut tidak

langsung digunakan/dikonsumsi secepatnya serta digunakan untuk satu periode

anggaran atau untuk sdatnya beqaga-jaga. Pembellan tersebut oleh uendafiara

Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta Barang dan jasa berupa ATK

yang dibeli telah diterima oleh Penyimpan/Pengurus Barang dengan surat Berita

Acara Serah Terima Barang dari Rekanan.

uerdasarkan keJadlan tersebut maka PPK-SKPD al<an melaKukan pencatatan

dalam jurnal sebagai berikut:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanesal I Nomor Bukti Kadq Uiaian Debit I&edit

2o Marer I BAST/Dokumen 1.1.7.01.O1 Persediaan ATK 4.OOO.OOO

| -"*" 
I 
aip.'"u-,'"r"' 

I 

,.t.r.O, ot 
I Xffi's 

r*t*j" I I o ooo ooo 
I

Pada 'l'anggal 2U Apnl 20I5 uendafrara Pengeluaran ljrnas Kesefiatan melakukan

pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah

tiir"erirna oieir Rckauran. Beruasariiau prern'oayaran lcrscbuu FFii SKFD akanr

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsl yelaksanaan anggaran mengrlcutl kocle reKenlng tjAli (Permenctagrl

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU ctan l\eraca

Tanccal Nonror Bukti
Kode

.Re.kenuls
Uraiafi ',tle.hit Kredit

20
April 2015

smD/
Dokumen

yang
dipersamaka

t1

2.r.5.O2.O1 Utang BelanjaATK 4.O00.000

3 I 301 Ol R[ rrAv

Jurnal LRA

fanqrrsl Nnmar Rr*rf.i
: Kode
Rekeirirtr

tIrql^n DPhif Kredif

20
April 2015

sP2Dl
Dokumen

yang
dipersamaka

n

5. 1 .2.01 .01 Belanja ATK 4.OOO.OO0

noooooo rtluuatill J& N.I'UU.UUU

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanssal Nomor Bukti ,, Kode

t(eKenru.s
Uraian Detiit Kredit

20
April 2015

sP2Di
Dokumen

yang
ctrpersamal<a

ll

5.2.2.O1".OL Belanja ATK 4.OOO.OOO

o o.o.oo.oo n---L -L ^- n r r

Pada tanggal 30 Apnl 2015 PPK Drnas Kesehatan melakukan penghltungan tlslk

(Stock Opname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta pada

akhr penode Al.K tersebut belum drgunakan. uerdasarkan lrasrl stock opname

akhir bulan April 2015 didapati persediaan ATK sebesar Rp1.O0O.OOO,O0 maka

ppK sKPLt akan melakul(an pencatatan dalamJurnal sebagal benlfllt:
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Jurnal LU ctan Neraca

i r"o" l *o-o, "** [ .#;- I '' vrai*, I ;vteatt l ** ' 
I

30 I -"-o.iulApril 2015 |

o 1 tnl nI bctiil ArA .J _( r(rrr_(rtrt,

l. I .7.01.01 Persediaan ATK 3.OOO.OOO

Asumsi pada tanggal 20 April 2015 Bendahara Pengeluaran

Dinas Kesehatan melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU,

dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran

tersebut PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asrrmsi -Pelaksanaan anggtran mengikrrti korle rekening BAS {Permenetagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnai LU cian l\eraca

Tanssal Nornor Bukti
Kode

Urai*n Ile.hit Kredit

20

April 2015

str2D/
Dokumen yang

dipcrsaulai<al

2.1.5.02.01 Utang Belanja ATK 4.OOO.OO0

I 1. 1 .03.01 Kas di Bendahara
Penseluaran

Jurnal LRA

Tanggal N{tmorrButiti
Kode ,

tr?elrening
Urdian D€tit Kredit

2V

April 2015

spfn /
Dokumen yang

dipersamakan

5" 1.2.0 1 .0 1 Relqnia ATT{ 4-OOO.OOO

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 4,OOO.O00

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagn Nomor 13'l'ahun zuubl

Jurnal LRA

Tanggai i Nomor Buki Kde ut atar Debit Kredii

o^ I spzn/
I Dokumen vang

Anri! 2O15 I- 
I dipersamakan

5.2.2.O 1.O1 BelaqiaATK 4.O00.ooo

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.000.000

pad,a tanggal 3u Apnl '2u L5 PPK ljmas Kesehatan melakul€n penghltungan

fisik (Stock Apname) terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli serta

pacta aknlr penocle Al'K tersebut belum ctlgunaKan. uerclasarKan nasll stocK

opname akhir bulan April 2OI5 didapati persediaan ATK sebesar

Rp1.000.000,00 maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam Jurnal

sebagai berikut:
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Jurnal L0 dan Neraca

fAnggad: Nontor,,Bukti
Kode

l+.eicenrn:t
Uraian Debit Kredit

30
April 2015

memorial
9.1.2.01.O1 Beban ATK 3.O00.ooo

r.r.7.or.oi t^r^^e;^^*  ryt/

r Rphan lJiholr r{an Elanfrran Qncial

1) Pendekatan Beban

Pada Tanggal 22 Agustus 2015 Dinas Kesehatan melakukan pembelian

Barang dan jasa yang akan dihibahkanfdiserahkan kepada pihak ketiga

sebesar Rp4O.OOO.OOO,OO, dan Barang dan jasa tersebut telah diterima

dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum

di.lakukan pembayaran, serta barang dan jasa tersebut langsung diserahkan

ke penerima hibah/penerima bansos bersamaan dengan NPHD/surat

perJanJlan lata'u dokumen yang drpersamakan drtanda tanganr oleh t<epala

SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK SKPD akan melakukan

pencatatan dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tarrggal f,r-- ^- n-.t4:
rtullut Duat,

Pada tanggal '2+ lieptember '2uI5 uenctahara Pengeluaran l)lnas Kesehatan

melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS.

Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan

dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsi Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal L0 dan Neraca

T.aricsal Nirinor Bukti
Kode

xeiicni*o
Uraian Debit ,Ituedit

24
Senfemhe

r
2015

sP2D/

Dokumenyang
dipersamakan

2.1.5.O2.06

Utang Beianja
Barang ... yang
akan diserahkan

kpd lv{asvarakat

40-ooo.ooo

3.1.3.01.01 RK PPKD 40.ooo.ooo
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JUrnaI LRA

Taneesl l*oarilr Bukti,,
Kode

kckPnlng
Ureian Debit llred*

24
September

2UI5

sP2D/
Dokumen yang
dlpefsamaxan

5.1.5.04.O1

o.o.o.o0.oo

Belanja fiibah kp<i

Kelompok
Masyarakat

Perubahan SAL

40.ooo.ooo

40.ooo.ooo

A ^--*^: t1^l^1-^^- --:1---+: !--l^ 
-^l-^-:-

^sr.rruDr r r.ranoariaaii aiiF8ar-dfi iifcil.$iiliii i{OGC r-CiiCiiir-l$ 6-ll$$ar-air

(Permendagri Nomor L3 Tahun 2OAq Jurnal LRA

>YzD/
Dokumen

yang
dipersamakan

I Perubahan SAL 
I | 4(J.00u.u(]0 

|

2j Fctreicirarari Asct

Pada Tanggal 22 Azustus 2015 Dinas Kesehatan melakukan pembelian Barang

dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar

Rn4O,OOO.OOO,OO dan Barane dan iasa terseburt telah diterima densan Berita.--!-!'- a'}'v-,

Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran.

(\^-r^ I\TnTTT\ I ^---^L -^-:^-::^^ 
I ^L--- -J^1----. 4t--*- --*_-_1-_-^- +^1 ^L -J:t^- .t^;jefla i\i--iiiil SLrfal pef]al-rjlarria-La-Li GOIILIIITCIT J(ilrE, urPc silrrria.rtiltr L(;rd.rr LuLzr.lr(ria

tangani oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada

penerima hibah/bansos. Berciasarkan kejaciian tersebut maka PPK SKPD akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanseal Nomor Bukti
Kede

xekenins
lJiieiam Dehit Krei{it

Agt-rstus
20L5

BAST/
Dokumen

yang
dipersamakan

1- 1.7.O3.O 1

Persetiiaan Barang
... yang akan

diserahkan kpd
Masvarakat

40.ooo.oo0

2.r.5.O2.06 Utang Belanja
Barang... yang
akan diserahkan
kpd Masyarakat

40.ooo.ooo

Pada tanggal 24 September 2015 Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas

Kesehatan melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D

LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS PPK SKPD akan melakukan pencatatan
.l^l^- itt-n^1 ooL^-^i L.o+il-'.i.

24
September

2015

5.2,2-23.A1
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Asumsi pelaksanaan anggaran rnengikuti

{Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal

Neraca

kode rekening BAS

LO dan

Jurnal LKA

Belanja Hibah

Asumsr pelaksanaan anggaran men$Kutl l<octe reKerung anggaran (Permendagn

Nomor L3 Tahun 2006)

Jurnai LRA

.|t)at;...:.:.'. ! :: r.-, :.4..: :::::r::.:._.4:... :
. :... -.'-.::aa:.4:.4,:a:a.a: :,.4:,1.:.. :.-..4:: / a:4, : ;::

:, ;:::: :.i1...:iEXi;d16::,, : :. :.:, : ::: a :.. :aa::.

24
September

2015
SP2D

5.2.2.23.O1

Beianja Barang Yang

akan Diserahkan kpd
Masyarakat/Pihak
Ketige

40.00o.000

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 40.ooo.ooo

Pada Tanggat 25 September 2015 Dinas Kesehatan melakukan penyerahan

barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah

ditanda tangani maka PPK SKPD akan melakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

o<

Septembcr
2015

BAST/
rtirun /

Dokum
en

yang

makan

40.ooo.ooo

24
Sentemher' 

2015
spzn

2.1.5.02.06

Utang Belanja

Barang ... yang akan
diserahkan kpd

40.ooo.ooo

3.1.3.01.01 RK PPKD 40.o00.o00

^r-^- 
i:^^-^Lt-^- t-J l/n nnn nnn9.1 .2.r.o,o1

I Persediaan Barang
1.1.7.03.01 I diserabkan kpd

b{..1



d. I3eban Penyusutan dan Amorttsasr

SKPD melakrrkan nerhitllnsan beban

tahun 2015 beban penyusutan

Penrn rsr tfan

nenwttsrttan semtra

sebagai berikut:

asef tetao dan rtntrtk

Perhitungan Beban

Akrn
itud uuau

2015

Beban

PenJrusutan
Thn 2015

Perolehan Penwsutan

35.OOO.OOO 5.000.000 30.000.oo0 5.OO0.OOO

Hasil perhitungan diatas PPK SKPD akan melakurkan pencatatan dalam -Ittrnal

sebagai berikut:

TttmolTf)rlanl\Iprqnav ua r^sr

1angg61'''
l{ciirtot
'Bukti,

I l(6{il.;.i:
Rhktirlitrit

U.raian Debit Kridit

31
Desember

2015
memorial

9.t.7.A1.O4
Beban Penyusutan Alat
angkutan darat
bermotor

5.0O0.000

1 t n A1 ni Al- n^---'--.+^.ar La{ qrular

Alat angkutan darat
bermotor

5.OOO.OOO

e. Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan dimana

drdapatkan saldo ptutang retrtbusl sebesar Rp170.000.000,00. l)arr saldo

piutang retribusi PPK SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun

Kualltas plutang retrlbusl terctln darl:

1) Lancar

2) Kurang Lancar

3l Rnrrrr rasl1

4) Macet

b1



Adapun Perhrtungan Penytsrhan Prutang tahun 2UIb sebagat benkut:

t k*iaA .tnalch IrtaaT;+"4
{%Taksiran Tdk

,tertagjh
Donvioil.aa Fiiit4td

Piutang retribusi Rp100.OOO.OO0,OO Lancar 0,5 0/o Rp50O.O0o,o0

Pir-rtang Retribusi R-p5O.OOO.OO0,0O
rlurzrrg

Lancar
10% RpS.OOo.OoO,OO

Piutang Retribusi Rp15.OOO.OOo,00 Ragu Ragu 5O o/o Rp7.500.OOO,OO

Piutang Reiribusi RpS.O0O.OOO,OO Macet IOOTo Rp5.OOo.o0o,OO

. TT TMT,AT] Rn18 OOO OOO On

l3erdasarkan perhttungan dengan

didapatkan Beban Penyisihan

RpI6.UUU.UUU,UU. PPK SKPL) alcan

jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

penctekatan kuahtas plutang maka

Piutang tahun 2015 sebesar

mencatat penylslhan plutang dengan

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara

lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara

Pengeluaran PPKD.

a. Peiabat Penatausahaan Keuangan PPKD {PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan

Iungsl akuntansl PIJKL,, memililfl tugas sebagal berll<ut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-

Dul<tl transaKsl yang san dan vallcl Ke uuKu Jurnal LRA ctan uuku

Jurnal LO dan Neraca;

2J melakuKan postlng Jurnal-Jurnal transaksl/KeJactlan penctapatan LU

dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening

(rincran obiek);

..e466e
'r l{ode

R€ke4ing

31

UTWUUEI

2015

lucurul ra
9. 1.8.O1.01

Beban

faJ6

Penyisihan Piutang 18.OOO.OOO

r.1.5.O1.O1 Penyisihan Piutang Pqiak rS.ooo.ooo
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2.

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdrrr dan Laporan Realrsasr

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubafian t)kurtas, Neraca dan Catatan

atas Laporan keuangan.

b. IJendahara Pengeluaran PPKI)

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja

kedalam buku kas umum PPKIJ.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

Dokumen yang drgunakan

I)okttmen hrerdassrken klasifikasi hehan dalam LO menrrnrf PSAP Nnmor 12

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10:

Beban Ooerasi -LO
Beban Bunga Nota Debet/ SF2D/ Dokumen yang

Beban Subsidi Surat Keputusan Kepala
Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Beban Hibah NPHD/SP2D / Dokumen yans dipersamakan

uralar

Beban Bantuan Sosial

n^L^- 6-^--f^- D-i tl^^:l h-:^l-pgualr rl4lrnrtr D45,1 rrdDu r4J6

Daerah
Beban Transfer Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya

ool(umen

Surat Keputusan Kepala
Daera-tr / SP2D / Dokumen

o---^! tz^---!- ^^ - 
fr -- ^1 -9U!4! r\CPUIUSAII r\gP<M

DaerahlSP2D/Dokurnen
Surat Keputusan Kepala
Daerah/ SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keuangan Surat Keputusan Kepala
ke Pemerintah Daerah Daerah/SP2D/Dokumen
Beban Transfer Bantuan Keuangan

ke Dcsa

Surat Keputusan Kepala

Drz|'r/ l.oKumen rsamaKan

Beban Transfer' Bantuan Keuanga,n
Lain
Beban Transfer Dana Otonomi Surat Keputusan Kepala
Khusus Daerah/SP2D/Dokumen

Defisit Non

Dokumen berdasarkan klasitikasi belarya dalam tbrmat APBD menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2O06:

Dokumen

Iftrrar{t1 suusrur AL

sdi
AsPLlLusarr lJavt'dttl orzu I rJul(urllcrr

bantuan sosial Surat Keputusan /SP2D/Dokumen
ane dipersamakan

Bagi Hasil Kepada Surat Keputusan
yang dipersamakan

/SP2D/Dokumen
Provinsi/ Kabupaten / Kota dan

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen

Jtll

Surat Keputusan Kepala
Daerah /SP2D /Dokumen vane di

Bukti memorial/dokumen yang di
Bukti memorial/dokumen vans dipersamakan

D/SP2D/Dokumen

Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen
yang dipersamakan

Belanja Bantuan Izr€usngan Kcpada
Provinsi / Kabupaten / Kota Dan

Belanja Tidak Terduga

bJ



DOKLrmen DeroasarKan KlaslllKasr DelanJa datam

PSAP Nomor O2 Peraturan Pemerintah nomor 71

LKA menurult

Tahun 2O1O:

Uraian Dokumen
Belania Operasi

Bunsa Nota Debet/SP2D/Dokumen vans dioersamakan
Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah lSP2DlDokumen

yang dipersamakan
Hibah (Uans. barans dan Jasal*l NPHD / SP2D / Dokumen vans dipersamakan
Bantuan Sosial {uang dan barang)*) Surat Keputusan Kepala Daerah ./SP2D/ Dokumen

vans dioersamakan
Belania Tak Terdusa

Belanja Tak Terduga Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen
--_-_-- -l:,- __--_ ---lYirJrL urpgr satrral(alr

3..hrrnal Standar

a. Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga,

dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban

bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tar.gga!
Nomor
Bukti

Kode
Uraian Debit I{redit

)oo( XXX

YI'Y Elal.an Lrrrrca 1r+and nin;ahan YY.,l.

XXX Utang Bunga kpd Pemerintah XXX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga

berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi

pencatatan dalam jurnat standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Kode Rekening

Utang Bunga kpd
P:=:-::t:3

Jurnal LRA

dengan mekanisme SF2D LS

akuntansi akan melakukan

K6de
Tane_gal

IJIIK&

XXX XXX
)Oo(

Belanja bunga utang
pinjaman

XXX

D^-.L^L^- C i.t3 !r q lijrdi ur p
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b. tseban Subsrdr

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala

Daerah/PerjanjianlDokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi

T.anoAo anfitoo lain Flprrloso-lron Qrrra.f l/anrrtrrsan I{onolar\vl/l^g(.rrvl/uu+uqr.rlvt/*Iq

Daerah/Perjanjian/Dokuemn yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan

u.ciakukarr prcrrua La-Liat,.i"riou.r jur rrai sianrdan .

Jurnal LO dan Neraca

)oo{ XXX

xxx Utang
BUMD

Belanja subsidi
XXX

Kemudran Pementah .lJaerah melakukan pencaran subsrdl clengan drterbrtkan

SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi

berdasarlcan kejadlan tersebut tungsl aKuntansl a-kan melakukan pencatatan

dalam jurnal standar:

Jurnal L0 dan Neraca

I IrniAn
r'U

XXX XXX

xxx Utang Belanja subsidi
BUMD

xxx

JIAJ1 Kas dil<as daerah XXX

Jurnal LRA

?anEgal
No&or
.t'rllt$ Kade Rekening Uraian Debit I{redit

xo< xxx
XXX

Belanja Subsidi kepada
BUMD

XXX

)fix Pembanan sAL XXX

c. Beban Hibah

Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah

daerah dan telah menandatanganr NPHD/ l)okumen yang dtpersamakan

tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian

tersebut maka lungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal

standar:

Beban Subsidi kepada BUMD
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Jurnal LU oan l\eraca

Tansgal
Nomdt
ljulrh'

:. Kode
Hekernfis

Utaiea Debit Kredit

XXX XXX

XXX
Beban bibah lcpd
masyarakat

XXX

rcLY Utang Belanja Lain-laifi XXX

Kemudian Pementah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan

diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak

menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:Jurnal LO

dan Neraca

JUTNAI Lt(A

.:..,.1 Nmnr l. I{^AA'r'angsall 
e"ki ln*J

Utang belanja lain lain

fe&gcal
Kodc Uraiar Debit Kredjd

XXX xxx
XXX

Belanja hibah kpd
masyarakat

XXX

I I I *, I eerubahansAl I I xxx 
I

ci. Beban Bantuan Sosiai

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang

penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perlanjian

pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Daerah dan surat perJanJian pemberian bantuan

sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal L0 dan Neraca

Tanggal
Nomor
.tJUlrE..

Kode,.,
t<cLP-fing

Ilfai€rl Debit Kredit

XXX )o(x
XXX

XXX

Beban baniuan sosiai kpd
organisasi sosial
masyarakatan

Utang Belanja Lain lain

xxx

XXX

Kemudran Pemeritah Daerah melakukan pencatran bantuan sosial dengan

diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak

menerlma banftlan soslal claLam bentu.t( tlang berdasarkan keJadlan tersebut

maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:



r*-*af ry l-5-q
I HUETI I K€IIOEII{

;,;iw,/i

)oo( )oo(
)oo( Utang belanja lain-lain )oo(

xla( lras ol Kas oaeran

"turnai LU cian flleraca

r t I nl
d Lll {rirl Lr\.fl

:*i,;*ffi9..1.i
.€j&t*x;42**:4

)oo( >cfi
xxx Felanja sosial tpd organis'asi

kemasyarakatan
xxx

-rato{ Fe:rrt'ahg:: S,AI -]oax

e. Bebar:'Tranefe: Bag: heeil P*?k Dsereh

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

Ha$ Hasll Pajak Ke kabupaten/Kota. tterctasarkan Surat Keputusan Kepala

Daerah tentang bagr hasil pajak kabupatenlkota maka fungsi akuntansi

rnelakukan pencatatan dalam Surnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Z.t..*!.::
: i ::i a.: : :. :.3 3 :l a.a:, a..: a : :,t ?; i.a:t :a l.a a.aatt :,a/t.t t t:a :.: t:

Beban transfer bagi hasil

)o(x x)o(
)co( Utang transfer bagi hasil

pajak
)ofi

Kemudian Pemeritah baerah melalcukan pencairan dalra bagi trasri paiak ke

kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran

kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi

akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal L() dan Neraca

Jurna] LRA

Transfer bagi hasil pajak
t-^-^J^ -^-^;-+^tr-r:vl,qua yvruvrur!l!r

daerah
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I. ueban ransler uantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepaia lJaerah tentang

bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

;urnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor
Bukti

Kode
Rekeni*g

T T*^i,.-.

XXX
Beban transfer bantuan

XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan

dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak

menerima berdasarkan keladian tersebut maka lungsr akuntansr akan

melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

'J,e*sooii l:l ;'1' Nom-na KOOe

Hpl.pniris
llr*isn n.'.hit Kre.dit

XXX >o(x
XXX

Utang transfer bantuan
keuangan

rco(

Aas uf Kas o.acli{l

d ttr liin Lrli,fr

Ta4sssl
Irlonror

Dlru.

(ode'
Uraian Debit Kridit

XXX XXX

XXX

T-^-^f^- 1,,--fi, 
^-

keuangan pernerintah
kabunaten

XXX

XXX Perubahan SAI XXX

4. Ilustrasi

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk

pembayaran bltnga. (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan

pokok utang loutstanding principaQ termasuk beban pembayaran biaya-

biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah

daerah seperti biaya commitment t-ee dan biaya denda. Beban Bunga

meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga

diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan

pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal

pelaporan walaupun saatJatuh tempo melewatr tanggal pelaporan.

Utarrg iran sfer bantuan



Pacta tanggal 25 Junl '2U L5 Pemerlntah Daerah mengaclal(an perJanJlan

Utang, dimana Pemerintah Daerah berutang pada Lembaga keuangan Bank

sebesar RpIbU.UUU.UUU,UU. Drdalam klausal perJanjlan utang dlmana

pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus

drbayar per enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar

Rp5.0OO.0OO,OO. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi

akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk

diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi

Akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

rilBl<'il
nt--- ^- h- - lri
IIUUIUI DUKLI

'r Kode
tr?*:keniao

ulilar I Jrrrtl NruL

25 Juni
2015

Surat Perjanjian
utang/Dokumen

yang
dipersamakan

9.1.3.O1.01

Beban bunga utang
*i-:^-^- 7-^^^a^ystJ4u<Jr 

^wl,aua
Lembaga Keuangan
Bank

s.ooo.ooo

Utang Bungakpd
ircruiraga ficuarig:ur
Er--1-

c.uuu.vuuz. t.z.v t,v I

Pada tanggal 6 Juh 2OI5 Pemerrntah Daerah melakukan pencalran dengan

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

Rp5.000.000,00 kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut

maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai

berrkut:

Asrrmsi nelaksanaan anolsarar' mengikr:ti kode rekening RAS fPermendagri

Nomor 64 Tahun 2Oi3)

Jurnai LO oan iteraca

TaoRgal Nonrsr Buldi
,;Kq.de 

,

FnkF.iiiiriv
Uiaidlr . Debit Kredit

6 juli

20r5

SP2Dldokumen

YANE
dipersamakan

2.i.2.01.01
Utang Bunga kpd
Lembaga Keuangan
Bank

5.OOO.OO0

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 5.OOO.OOO

Jurnal LRA

Tanec,al Noiliof r'Bukti
Ksde.'

Ke-treilmE
Uraian Debit Kredit

s/tcr'/

2015

SP2D/dokumen
yang

dipersamakan

5.1.3.01.01

Bunga utang
prnjaman kepada
l,embaga Keuangan

5dK

5.000.0oo

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 5.0O0.000
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Asumsr pelaksanaan

{Permendagri Nomor

Jurnal LRA

anggaran mengrkutl kode rekenrng anggaran

13 Tahun 2006l

Narnoi Brrkti

p</s/ SP2D/dokumen
5.OOO.OOO

I yanc
2Ol5 | dipersamakan ilsrrk

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.OO0.O00

b. Beban Subsidi

Pada tanggal 10 September 2015 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat

Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan

dimana Pemerintah Daerah akan memberikan subsidi kepada Lembaga IAI

sebesar RpSO.O00.O0O,O0.

Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat

kedalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

T*nggal N'ainor Rrlrti ,.',.Kode.
xflrenltrl'

l'Itsign nplrit Kredit

10
Senfemher

2015

Surat
Keputusan

Kepala Daerah/
Perjanjian/

Dokumen yang
dipersamakan

9.1,.4.Or.O2
Beban Subsidi
kepada lembaga

50.ooo.ooo

2.1.5.O4.O2
Utang Belanja
subsidilembaga

50.ooo.o00

Pada tanggal l0 Oktober'2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

RpSU.UUU.UUU,UU kepada l,embaga lAl. lJerctasarl(an ke]achan tersebut maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsl pelaksanaan anggaran menglKutl Kocle rel{enlng BAS tyermenctagrl

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU clan Neraca

Tallsat sfosior Bukti
..,r Kode .'r

iteken$re
trya,a Detrit gredit

10
Ohtsber

2Ar5

Surat
Keputusan

Kepala Daerah/
Pe{anjian/

Dokumenyang
Dioersamakan

Utang Belanja
subsidi lembaga

50.o00.000

1.1.1.01.O1 Kas dikas daerah 50.ooo.ooo

Bunga urang
pinjnman kepada
l,embaga Keuangan
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Jurnal LRA

l0
Okfrrber

2015

Surat Keputusan
Kepala Daerahl

Perjan-iian/
Dokumenyang
Dipersamakan

5.1.3.01.02
Belanja Sutrsidi
kepada lembaga

50.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA

Tancoal Nofiior Bl}ldi
Kode

Surat
Kenrtlrr san Belanja Subsidi

^,-Y, l x.paia Daerahl
Lr^tuugt I -

2Ot5 | ^ 
PeqanJun/

I uoKumen yang
I rlioersamakan

kepada lembaga

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 50.oo0.o00

c. Beban Hibah

Pada Tanggal 15 September 2O15 Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang

nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani

NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada

kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar

Rp5.000.000,00. Berdasarkan ke3adian tersebut maka tungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tiigya'l fifurtnar Brrlrii Kode
Itcl#rlifrrt

Ilrgim rlettit Kre.d.if

15
Septembe

r
zu tc

NPHDlrioimme
n

Yang
clipersamakan

f. i.5.04.01
Beban hibah kpd

masyarakat 5.O00.000

2.r.5.O7.O1
Lrtang Belanja
Hibah

5.OOO-OOO

yada tanggal ub uktober 2u1b Pemerlntarr Daerah melakukan pencalran

dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

Rp5.0OU.0OU,UU kepada penerlma hrbah. Ijerdasarkan ke3adlan tersebut maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsl pelaKsanaan anggaran mengll(utl kocte rekenlng UAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU dan l\eraca

I Kode I --I I I traten I nrr;r I r<."l;t

Tsrggal Noinirr,Erikti
Kodq ,

xeiicninc .

Tlr.''iiAii .D€bit Kredit

05
Oktober

20i5

sF2D/
dokumen yang

ti,ipersa*ai<an

2.1.5.O7.Or Utang belanja Hibah 5.OOO.OO0

r,r.-t.ul.ul iias rii i,<as daerah J.UUU.UUU

-t1



?anggal Nomor Bulcti
Kode

.Hel<etuns
Uraian Debit Kredit

o5
Oktober

sP2D/
dokumen yang

5.1.4.06.0 1

Beianja hibah kpd
kelompok/anggota
mnswarakat

s.oo0.ooo

I 
2015 

| 
dp"'**** 

lo.o.o.oo.oo I p"*t"r'"t, ser, I I s.ooo.ooo 
I

Jurnal LRA

Asumsr pelaksanaan anggaran menglkutr kode rekentng anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

I rrrrn*rt I NomorFhrkti I' "'*& ,' I ', uoi'n ' I a#it I Kredit I

o5
Oktober

sP2D/
dokumen yang

5.1.4.06.O1
Belanja hibah kpri
kelompok/anggota
masvarakat

5.OOO.OO0

I 
2o1s 

I 
de""*** 

lo.o.o.oo.oo I e"''rouHn,' sar, I I s.ooo ooo 
I

Jil<a sampal a.ffrr tahun anggaran Pemenntarl l)aerah trdak menyelesalkan

pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat

diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun PPKD menjurnai :

Tasqgal NomorBukti
Kode,::,

t{.EKt:IIUI:T
Uraiei'r Debit Ktdit

31
Desember

2015

dokumen yang
dipersyaratkan

2,1.5.07.01
uL:urt l:'critrrJa

Hibah
5.OOO.OOO

:r. t.J.ua.u I
Beban hibah kpd
masyarakat

J.U\JU.Ut,T'

d. Beban Bantuan Sosial

Pada tanggal 05 Agustus 2015 Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan

tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi

kemasyarakatan sebesar Rp 1 5.0O0.OO0,0O.

Kepala Daerah telah ditandatangani Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan

penerima bantuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Daerah dan
(lrrraf 

-o-i^-iian Lronfrron o.^oiol atort AaTzrrffian a.ond .{i-o*oo-olznn ^.rlzc ltttn-qi
\:'-ii. a;-L ljs;'j!.iiiijinii vra!^!q€ a!*s , -^4.arr4

Akuntansi akan melakukan pencatatan daiam jurnal sebagai berikut:

T,.--^1 r r^l,-l-- r\l^-^^^

?aagg4 | Nomor Buhi
Kode

HFkPnrn o
Uraian Debit Xredit

I Surat
I xeputusan

os I ^^i:f1"1,".-Ary:,:_" I p.rirnii*r/
zlJrJ I . -.

I dol<umen

I 
"uttg

9.1.6.0 1.01

Beban bantuan sosia.l

kpd organisasi social
masyarakatan

lS.ooo.ooo

2.1.5.08.0r Utang Belanja
Bansos

15.00O.000

dinersamqka

ll"lll.,ll

/t



Pada tanggal 3U Agustus 2Ulb Pemerrntah llaerah melakukan pencalran dengan

menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

Rpf 5.000.0{J0,00 kepada penenma bantuan sosral. uerdasarkan keladran

tersebut maka fungsi akuntansi akan meiakukan pencatatan dalam jurnal

sebagal berlKut:

Asumsi oelaksanaan anssaran mensikuti kode

i.,iomor 54 Tahun 2Oi3)

.hrrnnl LO rian Neraea

rekening BAS fPermendasri

15.OOO.000

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA

Tang_oal Nomor Bukti
.5d'

|?fl.ptlrng
ttrs,ien Debit Kredit

o5
Agustus

2015

sP2D/
dokumen yang
dipersamakan

5.1.5.O 1.0 i
Beianja banirran sosial
kpd organisasi sosial
kemasvarakatan

15.OO0.OOO

o.o.o.oo.oo Pen-rbahan SAL 15.O00.O00

Jrka sampal akhlr tahun anggaran Pemerrntah l)aerah ttdak menyelesalkan

pemberian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan

penerima bantuan, maka tidak dapat diakur utang pada tahun benkutnya.

Pada akhir tahun PPKD menjurnal :

railH,Bd ltul[ur DuAu UCUIL NEUL

v Lar6 iJcrarjd p4ril!
31

Desember
2015

Dokumen yarrg
dipersyaratkan

9.1.6.01.O1
Beban baltuarr
sosial kpd organisasi

I I I I soSialmasYaratatanl

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Rekeniue
Debit I{redit,

Agustus
2015

6ndn /l^t-.-or zvl uuAurll

en yang
dipersamakan

41<nOn1 IT+^-- L^t^-i^ L^-^.,^
9!4rts, UUrdrJa udrwo t E nnn nnnt J,vvv.uuv

1.1.1.O1.01 Kas di kas daerah 15.OOO.OO0

Tartggal nr-- ^- D- -t-r:rtuurur Duau
Kode

Rekeninq
n^L:+

o5
Agusius

2015

SP2D/dokum
en yzmg

dipersamakan

5.1.5.01.0r

Belanja bantuan
-^-:^r l-J ^-^^*;-^-i
Sosial
kemasyarakatan

l5-ooo.000

0.0.0.00.00 Perubahan SAL l5,ooo.o00

t5



e. tleban'l'ranster t3agr hasrl Palak l)aerah

Pada tanggal 14 Oktober 2Ol5 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat

Keputusan/Persetu.luan Kepala l)aerah/Dokumen yang drpersamakan untuk

beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp35.0OO.000,00.

uerdasarkan keladran tersebut maka F'ungsr Akuntansr akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal L() dan Neraca

| 'nn***oilrt;

Surat
Keputusan

Kepala
Daerah/
dokumen

yang

Ilraian I *r,ir I

9.2.1.O1.01

Beban transfer bagi
hasil pajak kepada
pemerintah

35.OOO_OOO

Pada tanggal 2 Desember 2015 Pemerintah Daerah melakukan pencairan

dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

Rp35.0OO.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak.

Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asumsr pelaksanaan anggaran mengrkutr kode rekening tsAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

TanEs'al Nomnr Bukti Kode
t{ekenlns

Uraian Dehit Kredif

a2
Desember

on 1q

sP2D/
dokumen yang

2.1.6.04.O1
Utang transf-er bagt
hasil pajak

35.0O0.O00

I 
or,vuu.uvu

2- 1.6.04.0 I

r t th^
U LTT IIAI LI\fA

a2
Desember

2015

sP2D/
dokumen.vang
dipersamakan

5.1.6.02.O1

T--rcfar l-aci hacilvqF rruuu

pajak kepada
pemerintah
kabunateil

35.OOO.000

o-o-o.oo.oo Perubahan SAL 35.OOO.OOO

Tqnggal Nsmor Bukti I roae I
I n^'-^-.'-- I

Asumsi pelaksanaan anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun

mengikuti kode rekening anggaran

2006)

Uraian Debit I{redit

/4



JUTNAI LKA

Tanggal Nomor Bukti ,. 
Kode,

}{eLettlng
Uraian Debit Kredit

o2
Desember

2015

sp2D/
dokumen yang
dipersamakan

5. 1 .6.O2.O 1

Beianja bagi hasil
p4iak daerah kepada
kabupaten/kota

35.OOO.OOO

0.0.0.oo.oo Perubahan SAL 35.0OO.O00

f. Beban Transler Bantuan Keuangan

Pada tanggal 25 Oktotrer 2A15 Pemerint.ah Daerah menerbitkan Sr:rat

Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk

hehan trnnsfer hentrten kerransan kepada

entitas lain sebesar Rp45.OOO.OOO,OO.

Berd.asa:ka-n kelad-ia-n terseb':-t n"ak-a F'-'-ngsi Ah:-nta-nsi

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal L() dan Neraca

Nomor:Bukti Ureleit

ak-an rne1a-k:'-rka-n

Surat
Keputusan

Kepala
9.2.3.02.Or

Beban transfer bantuan
keuangan ke
kabupaten/kota

Utang transfer bantuarr
keuangan

45.000.000

25
UKtober

2015
45.OO0.OOO

I I u I I l- 
- 

I I

Pada iaiiggai i5 ir'ovembei 2Oi5 Pemerin^uah Daei-ah rtelakukan ireiicaii-aii

dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar

Rpa5.OOO.OIJO,OO kepada penerima beban transfer bantuan keuangan.

Berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Asr-r-msi pela-ksanaan alggaral: mengikrlti kocle rekeninrr RAS {Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU cian l\eraca

Tancsal Nomor Bukti
Kode.

'i?e'rerrits Uraiarr Debit Iftedit

15

November
2015

svzDi
dokumen

yang
dipersamaka

n

2- 1_5.O5.02
Utang transfer
bantuan keuangan

45.000.000

r\do ul MQ ua€ra1 TJ,UUV.VVV

Jurnar LK,f\

Tarrssa1 Nomor Bubi 5d: Ufaian Debit Kreolt

, E I sP2Di
': I DokumenNovemDer I -_

o^1< I Yang

s.L.7.O2.Ot
Bantuan keuangan
kabuDaten/kota

45.000.000
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Asumsl petaKsanaan atlggaran menglKutl Kocte reKenlng anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA

IE

November
2015

sP2D/
dokumen

yang

dipersamakan

E i tnonl
Belanja Bantuan
t-^--^--^- t-^-^l^
^qu4fx4r 

AcPaua

kaburaten/kota

/ E Ann nn^

0.o.o.oo.oo Perubahan SAL 45 000_ooo

76



uAu llt

SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. U1VIUIVI

1. Definisi

'l'ranster actalah penerlmaan atau pengeluaran uang olerr suatu entltas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagl hasll.

Transfer masuk adalah nenerimaan uang dari entitas oelaooran lain.

misainya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat cian ciana

bagi ha-sil clan pemerinta-h provjnsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah

pusat dan dana bagr hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan

keuangan.

2. Klasitikasi

Transfer Pernerintah Prrsaf T,ainnva

Beban Transfer

Beban

Beban

Transfer

Transfer

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa

Pendapatan Transfer

Tran sfer Pemerintah Pr-rsat- D ana Perimban gan

Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam

Dana Aiokasi Khusus

Dana Otonomi Khusus

Transfer Pemerintah Provinsi

Pendaptan Bagi Hasil Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Alokasi Umum

T)^*- -^^, , ^; ^ -r vral vgsql4lr

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
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I2nci IJncil D^i-l-u4lir lrqsrl r qJqA

Beban Transfer Keuangan Lainnya

TransferlBagr Hasil ke Kabupaten/Kota atau ke Desa

Bagi Hasil Retribusi

}J. SIS'|B]M AKUN.IS.NSI TRANS}..}'R Dt PPKI)

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait daiam sistem akuntansi transl.er masuk dan

transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan

uendarrara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD)

Dalam sistem akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan fungsi

akurrtausi FFKD, rlcruiiiki lugas seiragai i:erikur-:

mencatat transaksi/keiadian transfer berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah dan vaiid ke Buku Jurnal LRA dan Buku iurnal

LO dan Neraca;

melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO

dan pend apatan I-RA kedalam Buku Besar masing-masins rekening

{rincian objek);

menJ,n-rslrn J-'apora-n Ker-langan, Jraif,g tercliri dan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL

{.LPSAL), I.aporan Perrrbahan Ek-uitas (LPE), Neraca dan Catatan ata.s

Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku

Penerimaan PPKD;

2l membuat SPJ penerimaan.

c. I3endahara Pengeluaran PPKI)

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku

Pengeluaran PPKD;

2l membuat SPJ pengeluaran.

1)

2l

3)

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya

Transfer Bantuan Keuansan

ll.rnfr rat'r l/ar ronc':n f ainnrra
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2. DoKumen Yang dlgunaKan

[,Iraian

Pendapatan Transfbr

PMK/ Perpres/ Keputusan Kepala
n__--_1- rn-t_----- 

- 
l:.--.---,---t----rjae LaLt I lruArrlllclr Jir.rrE, LrrPgr s'aallril-lliri I

PMK/ Keputusan Kepala Daerah/
Dokumen yang dipersamakan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi hasil Sumber daya Alam PMKI Dokumen vang dipersamakan

PMK/ Perpres/ Dokumen yang
dipersamakan

Dana Alokasi Umum

PMK/ PerpresT' Dokumen yang
dipersamakan

Dala Alokasi Khusus

PiviKlKepuiusan Kepaia Daerahl
Dokumen yang dipersamakan

Transfer Pemerintah Pusat i,ainnya

PMK/ Keputusan Kepala Daerilt /
lJokumen yang clipersamakan

Dana Otonomi Khusus

PMK/ Keputusan Kepala Daerah I
Dokumen yang di

Dana Penyesuaian

PMKI Kepr:tusan Kepala D a-erah I
Dokumen yang dipersamakan

Transfer Pemerintah Provinsi

PMK1 Keputusan Kepala DaerahI
Dokumen yang dipersamakan

Pendapaian Begi Hasil Pajak

PMKI Keputusan Kepaia Daerah i
Dokumen yang dipersamakan

Penciapatan Bagi Hasii Latnnya

Beban Transfer

Keputusan Kepa-la Daerah/ Dokr-rmen
yang dipersamakan

Beban Transfer Bagi hasil Pqiak

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke I Keputusan Kepala Daerah/Dokumen
fr^-^-:-r^L, t^:--,,^ I -.^--:!irr:er-r!rr-r
;'g;.ii-Ji iii-uiiii ii-:;ii:iJ i; I J urb ullrvr etarlsr\urr

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen
yang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

desa

Beban Transfer Keuangan Lainnya Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen
yang dipersamakan

Keputusar-r Kepaia Daerah/ Dokurrren
yang dipersamakan

Bagi Hasil Retribusi

Rctran 'Tranqfcr Rao

Lainnva

Transfer/Bagi Hasil
ke Desa

ke Kab/Kota atau

Bagi Hasil Pajak

tsagi iiasii Fentiapar-air Lairrrrya

Transfer Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Ke Pemerintah
lainnya

I{anrrtrrcan tr{cna lq haeralr /l-}nlzrrman:;rr 
-,*e;,^ ---r-^*

yang dipersamakan

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen

-van_e dipersamakan

Kep u lusarr Kepara D aerair f lL o *urucrl
yang dipersamakan

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen
yang dlperszunaKan

Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen
yang dipersamakan

hacil Panr{.anafqn

Bantuan Ker:angan L.ainnya Kepr;1ss*t Kepala Daerah/ Dokumen
yang dipersamakan
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lJ. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

I) Dana Darurat

.Iika Pemerinfah llaerah rnenerima PMK,IPeanres,/Srtrat Ke.ntttrrsan

Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana

dar.:rer. :::aka S;ngsi ab:::t-grrsi rk=n r:selals:k-an penca+-:+-=n dslsm j':rne!

standar:

)oo( xxx XXX Piutang Traasfer I Dana Darurat rco(

)oo(
Pendapatan Transfer / Dana
Darurat LO

xxx

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana

darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas

pencairan oari Pemerintah Pusati Pemerintah Daerah iainnya atas

PMK/ Perpres/ Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang

,jipcr'saniiakari uraka furrgsi akurila.iisi akeur urciakukarr peiluatatau ciaiaur

jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

2l Dana Bagr hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang

ciipersamakan untuk Dana Eagr iiasii Pajak Pemerinta.ir Pusat maka

fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal L0 dan Neraca

Jurnal L() dan Neraca

Ttansfer/Dana Darurat

Jurnal LRA
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Pemerrntah Daerah rnenerrma pencalran dana transler berupa dana bagr

hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan lnota kredit dari Bank atas

pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMKlPerpres/Dokumen yang

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

;urnal standar:

l------I r'r\ l:! [l^;^.^^
t-, tII I ld-I tr\-, \lctl t r r Ul d,\,(t"

;urnal LRA

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jrka Pemerrntah Llaera.lr menenma PMK/Perpres/Dokumen yang

dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi

akan metakukan pencatatan dalam Jurnat stand-ar:

r--*^l r^ l^- l\l^--^4

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfe.r berupa dana

alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas

pencairan dari Pemerin*.ah P*sat atae PHtl'ilPerpres/Do1+umen yang

dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

. i a .t

Jurna.r sfanoar:

J';rnal. LO dan Neraca

Piutang Bagi Hasil Pajak

XXX I fndanatan 
Bagi Hasit pajak 

I I XxX

Pendapatan Dana Alokasi Umum-
IN

Piutans Dana Alokasi Umum
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Jurnal LKA

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokufilen yang

dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus {.DAK) maka fungsi akuntansi

akan meiakukan pencatatan <ialam jurnai standar:

Jurnal LO dan Neraca

w .'+ry!E ,r." ., ;
ffi:f.?"F*rdff{4

xxx )oo( )QO( Piutens DAK xxx

.)QiX
Peadapatan Dana Alokasi
Khusus L()

.xro(

Pemeriniah Daerah menerima pencairan <iana transier berupa dana

alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan lnota kredit dari Bank atas

pencairan ciari Pemerintah Pusat atas

PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan

melakukan pencatatan dalam lurnal standar:

t----,^^a t n -t---rJ ttl llit-l .L\-, (li1,ll

Jurnal LRA

Transfer kehtar

1) Beban Transfer Bagr Hasil Pqiak Daerah Ke KabupatenlKota.

Ferrrerintr-h fra-era-h rrrenerhrtkan S'-rrat !(epr-11'-152tt Kepa-la fl+era-h

/Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

+-e*t:ng bebgn +-r*:fer bagi ha::1 p{21:. 1--t? k*'bupltet!1:'c+-3,

Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang

dipcrsamakan maka fungsi akuntansi akan i::rela-lcukarr pencatatan ,ialam

jurnal standar: 
e,

tl - -,-.-.-ItEl aauia

Piutang Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi
Khusrrs LRA



Jurnal L0

ran.gal
Nnmnt

Bukti
I{*de

Re-kenino
ufaian UEOIT Kfe(llt

XXX XXX >oo(
Beban Trarrsfer Bagr Hasil Pqjak
Daerah ke Kabupaten/Kota

XXX

i:T,ff :*:":-".i.lj aK r''aer eur 
I

^L 
r\qvqPdllrr/ l\ula I

Kemucllan Pemenntah L)aerah melakuKan pencaran bagr frasll pEak

daerah ke kablkota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan

penyerahan bagr hasrl paJak daerah kepada kabupatenllKota,

berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan ctalam Jurnal standar:

T--*-t I r\ l^- T\T^-^^^
uqlrlll !v uarl rrurauir

Tanggal
Nornor

Bukti
Kode

Re-kenino
Uraian Detrit &redit

Ut€mg ljAgt nas{ PaJak Uaeran }(e
Kabupaten/Kota

JUTN I LKA

Taqg-sal
Nomor
ItuKtr

Ksde
Heke,ninE

Utatarr Detrit Kredit

XXX XXX XXX
Belarja Transier Bagi Hasii Pajak
Daerah ke Kabupaten/Kota

XXX

X.XX Perubahan SAL xxx

2l Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah mengeiuarkan Surat Keputusan Kepala

Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen

yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupatenikota.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan

keuangan maka iungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

jurnal sfandar:

Jurnal LO dan Neraca

Tangsal
Nornor

Bulcti
Kode

Rekenins
ul aldl IJTUIL NCUt

XXX XXX XXX
Beban Transfer Bantuan Keuangan
irc Ka'uupa'rcu

XXX

XXX
Utang Transfer Bantuan
Keuangan

XXX
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Kemudran Pemerlntarr Llaerarr melakukan pencalran ctana bantuan

keuangan ke kabupatenlkota dengan diterbitkan SP2D LS dan

dilakukan pembayaran kepada yang berhak menenma berdasarkan

kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan

clalam Jurnal stanctar:

T- -.*- ^ |
u iir aaar

r\T ^--^ ^ ^Mr qv4T /\ l^--
vv u4rl

Tangsal
Nomor
Fhlkti

Kode

Rekenine
Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX I-Ita:rg Tra:rsfer Banhran Keuangan xxx

XXX Kas di Kas Daerah XXX

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor
Buhi

Kode
Rekening

Uraian D*it Ktedit

XXX XXX XXX
Transfer Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabuoaten

XXX

XXX Perubahan SAL XXX

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa.

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala

Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/ dokumen yang

dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal
Nonor
Bukti

Kode
Rekenins

Uraian Debit Ikedit

Beban Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa

XXX
Utang Transfer Bantuan
.ilcuarg-r

XXX

fr^-^---):^-* n^------:--4^1- n^--^1- -^--7-l---t-^-- ':--^'^ l^'^' 1-^--'--^--
r\ulrrLr\lla1r r vrrrCfll-r16:r ltawTatt 1-rrCi&iit-ina-rr y\.rrvd"u arr \tctl.tct trd-llLl.lclll

keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan

pembayaran kepacia yang berhak menerima berciasarkan kejaciian

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

Jurnal standar:

T-----^-l rn -1--- nT------
L, Llr lla LV \lAil rlLI dl\.d

Utang Transfer Bantuan Keuangan
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.JUTNAI LKA

4. llustrast

a. Transfer Masuk

1) Transf'er Dana Darurat

Parla tanggal 3 .Ianrrari 20l5 Pemerintah l)aerah menerima clokumen

berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana

d-arr-,-r a-t- cl-eaga-n nila-i sebe sa-r F p2 O . 0 OO OOO, O O "

Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi

akunransi akan meiakukan pencaratan ciaiam jurnai sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggai ltrrlrl()l DuKu
Kode

Rekenins
Ltaiarr r fcrrlt AI E(II1

o3 PMK/Perpres/
D.i*-..r"r, y*.g,
Dioersamakan

1.1.3.05.03 Piutang Transfer
Dara Daurai

20.ooo.ooo

o a - n I n i
o-J.z.v l.u r

R^-^ n^-,-^+ T n
DdId UAgI4L LV | 2C.00c.o00

pada tanggal 02 },'ebruarr'2OI5 Pemerlntah Daerah menerlma nota kredtt

dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah

sebesar Kp2U.UUU.UUU,UU atas PMK/ Perpres/ Dol<umen yang

dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut

maka tungsl aKuntansl akan melakuKan pencatatan dalam Jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagn Nomot 64 'I'ahun 20l3).

r-----^1 T r\ l^-^ [T--^^^
Lt-Lir.I1ar L\,, Lr6l"lr rtcrctua

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Ilelrenino
Uraian Debit Kredit

O2-Feb-
2015

Nota Kredit/
Dokumen yang
li-^--^a^l--r
uPvrvr4l4rrJ^

1.1.1.01.O
1 Kas di Kas daerah 20.000.o00

I 1 2n(n2 Piutang Transfer
Dana Darurat

on nnn nnn

Jurnal LRA

4^^ 
--^l!4ll<lid

[:^-^- D-.t*:i\ttllttil Du^tt
Kode

urdal Debit

O2-Feb-

2015

Nota lkedit/
Dokumen yang
dipersamakan

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 20-ooo.o00

4.3.2.O1.Ot
DanaDarurat
LRA

20.ooo.ooo

Tangeal
Namor
lJul(tl

Kode
HeKelUng

Uraiart Debit Kredit

xxx XXX XXX
Transfer Bannran Keuangan ke
Desa

XXX

XXX Perubahan SAL XXX
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Asumsl pelaksanaan

(Permendagri Nomor 13

JUTNAI LRA

anggaran menglkutl l<octe rel<enlng anggaran

Tahun 2AA6)

l t'r,;n* I NomorBukti I T"o: Uraian I{redit

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 20.ooo.000

Detiit

O2-Feb-
2015

Nota lsecllt/ 
I

Doi<umen -yang I

dipersamakan I +.s.Z.Ot.ot
I

uarq saqrdi

^^- ^-^-, I ^r, ^^ *

korban/
kerusakan akibat

20.000.000

I I I I 
bencanaaram 

I I
I

I

2l Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 5 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen

berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil

Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp5O.O0O.0O0'0O'

Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan fungsi

akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Ttrngd Nomor Brrkti
Kode.,,

Reker.#o
tJiagiazt Detrit ,Kredit

O5-Jan-
2015

PMK/Perpres/
dokumen yang
dipersamakan

1.1.3.05.0 i Piuta-ng Tra:rsfer
Bagi Hasil Pajak

50.000.0oo

o.t. L.v L.w L
Bagi Hasil
Pajak PBB LO

uv,vvv.vw

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit

dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah

sebesar Rp5O.OOO.OOO,OO atas PMK/Perpres/Dokumen yang

dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut

maka tungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan arlssaran mensikr:ti kode rekening RAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2O13i

Jurnal L0 dan Neraca

.'. Kode,.'
*ekening

1.1.1.01.O1

Ta$ggal

O2-Feb-
2015

Nomor Buliti

Nota Kredit/
Dokumen yang
dipersamakan

rJtaiq+

Kas di Kas
daerah

Piutang tra.nsfet
L-; L^^:1 

-^:^1-vl4d r+suu rqtsr

Detrit

so.ooo.ooo

1.1.3.05.O1 50.ooo.ooo
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Tancsal Nomor Bukti Kode
KeKenlng

Uraian Debit Kredit

O2-Feb-
?n1 q

Nota ltuedit/
Dokumen yang
drpersamakan

o,o.o.oo.o0 Perubahan SAL 50.000.000

4.2.l.Ol.At bla$ Hasrl PaJak
DDD I DA

50.ooo.ooo

Jurnal LRA

Asumsr pelaksanaan

(Permendagri Nomor

.Jurnal LRA

anggaran menglkutr kode rekenmg anggaran

13 Tahun 2006l

rarrgsalf'No*orer*i',l '.*K-I' uoii* IDebit,I *-.y,r_

02_Feb_ i _^g* 
Kedit/ 

io.o.o.tltl.ott I 
Perubahan sAL 

I 
s0.o0o'ooo

2015 l Dolrrimen y-anc

dipersamakan loornrnl I BaBrHasildari I I <^^^n^nn
i i i_.:,:,.j:. 

j: 
I PBB LRA I I I

3) l)ana Alokasr Umum

Pada tanggal 2 Januari 2O15 Pemerintah Daerah menerima dokumen

Derupa I,IVIK/ Perpres/ ljoKumen yang dlpersamaKan tentang L,ana

Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar

Rp r C.UUU.UUU,UU. IJerOaSarKan f'MK/ f'erpres/ LrOKLrmen yang

dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

jurnal sebagai berikut:

,'ui-r.ral LO,ian l.Iei'aca

Tarrggal
Nomor Bukti

KOde

Rekenins
Uraian Debit Kredit

O2-Jan-
2r')15

llKlPerptes/
rkumen yang

persamakan

1.1.3.05.03

)iutang Transfer
)ana Alokasi
Imum

75.O00.000

8.2.1.03.01
uarra AloKasr 75.0O0.000

Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit

dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah

sebesar Rp25.0OO.00O,OO atas PMK/Perpres/Dokumen yang

dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian

tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatall dalam

jurnal:
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Asumst pelaksanaan anggafan mengrkutl kocte rekenrng IJAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU ctan l\eraca

Nrimor Fhrkfi

Nota Kredit/
h^l-''.^.. "^-auvAurulrr J 416

dipersamakan

1.1,r.O1.O1

PMK/Perpres/

Dokumen yang

Dipersamakan

Piutang
TraI1sfer
n,,-- 

^r^1-^Aiuilla ruu[asr
Umum

Kode
i,"i."..1.,x

O2-Feb-
2015

1.1.3.O5.03

Jurnal LRA

N^anr Elrrl*i
,,,,Kod€:
,Rakenins

I I*ai on Debit F;edit

O2-Feb-
Nota lGedit/

Dokumen yang

Dipersamakan

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 25.OOO.000

4.2.1.03.O1 Dana Alokasi
Umum LRA

25"OOO.000

Asumsr pelaksanaan anggaran menglkutl kode rekening anggaran

{Permendagri Nomor 13 Tahun 2006}

Jurnal LRA

. T,ageeal Nomor Bukti
. Kode
r<eire-nins

Uraian Debit Kredit

O2-Feb-
tnl 5

Nota I{reditl
Dokumen yang
Dipersamakan

o.o-o.oo.oo Perubahan SAL 25.OOO.OOO

4.2.2.01.o1 l)ana Alokasr
Umum

25.O00.OOO

4l Dana Alokasr Khusus {DAK)

pada tanggal 2 Januari 2015 Pemerintah Daerah menerima dokumen

berupa P[KlPerpres/Dokumen yang drpersamakan tentang Llana

Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai

sebesar HpUU.UUU.UUU,UU. uerdasarkan PMK/PerpreslDokumen yang

dipersamakan fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam

Jurnal sebagal berrkut:

r--*^1 Tr\ -J^- 1\T^-^^^
vullr4r !v u4lf Ilvl 4vq

r r 
^nrn4t - r -.)_(r.r-uJ

raru&frg lransrer
^-,- - ^t^l-^-:uata ruuEaur

I(trusus
BO.OOO.OO0

02

Januari
2015 8.2.1.04.01

Dana Alokasi
Khusus
Infrastrulrhrr
Jalan LO

80.000.0o0
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Pada tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah Daerah menerima nota kredit

dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah

sebesar Rp25.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang

dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan.

tierdasarkan keladtan tersebut maka lungsr akuntansr akan melakukan

pencatatan dalam jurnal:

Asumsl pelaksanaan anggaran menglKutl t(ocle rekenlng UAti

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OI3l

Jurnal LU clan Neraca

02 I Nota Kredit/
Februari I Dokumen yang

zvLJ I rrpersamaKzm

l.1.ol.o1 Kas di Kas Daerah 25.000.000

I.I.J.UJ.UJ
Piutang Transfer
uana luokasr
Khusus

25.000.000

I t"r.nr"t I Nomor eukr I roo' I urrir., I *"o I ;;; I

Jurnal LRA

Tonqoql l{oaoor Bukt!
Kode

Reke-nilrs
I-Iraias De-trit Kredit

o2
Februari

2015

Nota l(redit/
Dokumen yang
Dipersamakan

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 25.OOO.OOO

4.2.1.O4.O1 DAK Intastruktur
Jalan LRA

25.OOO.OOO

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 20A6)

Jurnal LRA

'fanosqt ISorn rr Br-r-!di
Kode

Rekefirnq
I-lrpiar'r |.iehil I{redit

o2
Februari

2015

Nota l(redit/
r)aLrrmar rrar

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 25.000.OOO

Dipersamakan 4.2.3.O1.O1 Dana Alokasi
Khusus

25.000.000

'l'ranster Keluar

U Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pada'l'anggal 3 September'2uib Pemermtah Daerah menerbrttcan Surat

Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

tentang beban transler bagr hasll paJak l(e kabupaten/kota sebesar

Rpa5.00O.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala

uaerah/Llokumen yang cupersamakan maka lungsl aKuntansr akan

melakukan pencatatan datam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LU

OJ



Tanggai Nomor Bui<ti
Kode

Rekening

9.2.1-Ol.A1

2.1.5.O5-01

Beban Transfer
rra.gr nasu pi4ax
r^^-^L 1-^trzct al I Kc

kablkota
Utang Bagi
hasrl palak
daerah ke
kab/kota

Kabuoaten/Kota

45.000.000

03
September

,n1 {

o2
Oktober

2015

S{ r:pr-!r
Daerahl

Persetujuan
Kepala

Dacrah /

Dokumen yang
dipersamakan

SP2Drr9*L,r*"tt
yang

dipersamkan

Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015 Pemerintah Daerah melakukan

pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabupten lkota dengan

diterbitkan SP2D LS dan sebesar Rp45.O00.000,00 dan telah dilakukan

penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupatenf kota,

berdasarkan kejadian tersebut 1'ungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan dalam jurnal standar:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal L0 dan Neraca

Tangcal Nomor Birkti Kode
ReEelung

Uraian Detiit Kredit

02

2015

sPzD/

Dolanmen 1'ang

dipersamkan

2.1.5.O5.O1

Utang Bagi Hasil
Pajak Daerah ke
Kabu-oaten./Kot

45.000.000

1.1.1.O1.01
Kas di Kas
F)qerah

45.OO0.000

Jurnal LRA

Tanggal 1.-- -- n--1*i
ltrritlut DUKLI

45.O00.000

6.1.1.01.0 r

45.O00.OO0

45.000.000

V.U.W.UV,UV

Asumsr pelaksanaan anggaran menglkutl kode rekenlng anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Itan caol Nomnr llirlzii
Kode

l.lraiar Ilahif VicAit

a2
Oldober

2015

SP2D/
Dokumen yang

dipersamkan

5.1.6.02.01

Beiania Bag
Hasil Pajak

Daerah kepada
Kabupaten/Kota

45.OOO.OOO

o.o.0.o0.oo Perubahan SAL

45.000.000
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'21 ueDan'l ransler bantuan Keuangan Ke K.aDupaten/ Kota

Pada tanggal 20 April 2015 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat

Keputusan Kepaia DaerahT Surar Persetujuan pemberian bantuan

keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang Bantuan Keuangan
1,-=--.-t- 1-*1--=---t::-- l1--,-+=, --1-------- n-rr nnn nnn nn n---l---.-t---- d-----!$.sPi1ui1 rli:tuuP.lLsrr/ rtuLir( Irsusu.irl f(P()ar.uuu.uuuruu. Lteruasaliaafi LjuraL

Keputusan kepala Daerah/Surat Persetujuan pemberian bantuan
lT-I^l-rffi6h rt^ad Ji^o-o^*n1rnn an1.n f.t-coi nlurr-inaci 

^l-^-/' vvr\qrrrvrr J qrrb qrPvr s4lrrqr\qrr rrrsr\q rurr6ur ariurra&ariuI qr\qar

melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Pelrenino
Uraian Detrit Iftedit

zv frpf].l
onl q

Surat
Keputusan

Kepala
f)aerah /sr rraf
persetujuan
pemtrerian

bantuan/
dokumen vang
dipersamakan

9.2.3.O2.O1

Beban Tralsfe-r
Bantuan
Keuangan ke
Kahrrnafen /knts

65.OOO,O00

2.1.5.05.02
Utang Transfer
Bantuan 65.000.oo0

Fartiir tarrtsBtli 2 iv{ci 2Ci3 Fsrrtsr url,ei' Dtrs, tel.. rucL,ekr.rlt,r.rr.

pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima

hentrran kerrnnsen denc'an SP2D LS rnelr.a firnssi ekrrnfansi akan

melakukan pencatatan daiam jurnal sebagai berikut:

Asumsr pelaksanaan anggaran menglkutl
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnai Lu cian neraca

kode rekenrng IJAS

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Rekenins
Uraian Debit Iftedit

02 lrei
2015

SP2D,/

dokumen yang

dipersemakan

6.2.1 .O2.Ol

Bantuan
Ker:angan
Kabupaten/Kota

65,OOO.OOO

0.0.0.0o.00
Perubahan
SAL

65.000.o0o

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2A06l

Jurnal LRA

I

lTanesa-l

5.t.7.O2.O1

0.c.0.00.00

Beianja Bantuan
Keuangan kepada

Kabupaten/Kota

Pcr.rbahan SAL

6s.o0o.000

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Rekenins
Uraian Detrit I{redit

O2 Mei
2015

sP2D/
dokumen yang

dipersamakan

o 1 (nqno

t 1L-- 
- 

4--- ^t^-
- 

.*-b - -;:!.v^

Keuansan
6s_ooo_ooo

I 1 l Ol.Ol
Kasdi Kas
Daerah

65.OOO.OOO

65.000.000
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3l ueban transler Dantuan keuangan Ke desa

Pada tanggal 22 Agustus 2015 Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat

Keputusan Kepala DaerahlSurat Persetu..luan Pembenan bantuan ke

desa/dokumen yang d.ipersamakan tentang bantuan keuangan desa

sebesar Rp50.000.000,00.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan

keuangan rnaka iungsr akuntansr akan melakukan pencatatan dalam

jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

TAnonAl Nrliinr Rlikti Kode
Kel<erung

I Ta4iiti n6bit Kredif

oc

Agustus

2015

Surat
Keputusan

Kepala
Daerah/Surat
Persetujuan
Femberian
Bentuan/

Dokumen yang
Dipersamakan

9.2.4.01.01
Beban Transler
Bantuan Keuangan ke
l)esa

50.000.000

2.1.5.06.01
Utang Transfer
Bantuan Keuangan
ke Desa

50.000.000

pada tanggal '2 september zulb Pemerlntarl Daerah melal<r.rkan

pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS

dan drlakukan pembayaran kepada yang berhak menenma

berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan

pencatatan ctalam Jurnal standar:

Asumsi nelaksanaan anssafan mensikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 20i3)

'Ir-r=raa-L 
LO cl-a-n Nera-ca

Tanggal Nomsr Bukti
Itude

Rekening
Uraiari Debit Kredit

O2-Sep-
2015

SP2D/
Dokumen yang
l.)'inprcamqlzan

2.1.5.06.01

Utang Transfer
Bantuan Keuangan
ke Desa

so.000.o00

1.1.1.(]1.01
!l.as di lr-as

Daerah
50.000.000

Jurnal LttA

'fr{fliisel Nnthdf Rlrlrf,i
Kode

Rek€nrng
Ili:aitn nF.h;t Kf6dir

O2-Sep
2015

sP2Dl
Dokumen yang

Dipcrs.r,rairal

6.2.2,O1.O1
Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa

50.ooo.oo0

U.U.U.UU.U(, rcruui:Ulall DAl2 cu.uuu.uuu
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Asurnsl pelarsanaan anggaran menglKutl Kooe rekentng anggaran

(Permendagri Nornor 13 Tahun 2006)

;urnal iitR

.:::;,w*,

.,,:'I{An#[Wig]i,

':t:::,4:aa:4.:... :' ::

i.,,,'W:::

02
September

2015

sP2Dl
Dokurnerr yang
Dipersamakan

5.1.7-03-01
Belanja Banilran
Keuangan kepada
Desa

50.000.o0o

o.o.o.oo.oo Perubahan SAI. 50.o00.000
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BAB IV

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 PSAP Nomor O2

Paragraf 5O mendefinisikan pembiayaan ffinancing) adalah seluruh transaksi

keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan

surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil

divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas

1ain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut

PSAP Berbasis Akrual Nomor O2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi

permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran PembiaYaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

NegaralDaerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana

cadangan.
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B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain

Fungsi Akuntansi PPKD dan PPKD.

1. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki

tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku

Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. menJrusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus

Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembi ayaarT, BUD melakukan fungsi

mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi

untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya

disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani

Taporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;

2. Naskah Perjanjian Kredit;

3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;

4. Nota Kredit;

5. Dokumen lainnya.
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D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah

jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran

pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No- Transaksi
PENf,ATATANOLEH,PPKD

Uraian Debet Kredit

I

Saat penerimaan

f(as di Kas Daerah )fix

Kewalrban JansKa l',anlans )0(x

pembiayaan Perubahan SAL xxx

Penerimaan Pembivaan xxx

2

Saat pembayarar bunga

Beban Bunga nfi

Kas di Kas Daerah xxx

kewajiban D..*^^ TT+^*-trurlad Li LdllE nffi

Perubahan SAL xxx

{t

Saat pelunasan

kewajiban

Kewaiiban Janeka Paniang nx

Kas di Kas Daerah xxx

Penseluaran Pembiayaan m(

Perubahan SAL xfx

4
Saat reklasifikasi

Kewaiiban Janska Panians xxx

Baeian Lancar Kewaiiban Jk. Paniane )oil

E. ILUSTRASI

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5

tahun antara Pemerintah Daerah dengan Bank BRI, Pemerintah Daerah

menerima Nota Kredit yang menudukkan telah masuknya uang ke

rekening kas daerah sebesar Rp5OO.OO0.O0O,O0. Dari informasi tersebut,

fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewqjiban jangka panjang

dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor

'Butr<ti

, Kade,
Rekeirins

Uraian Debit Kiedit

1\ ULA

IGedit

r r r nr nlI r - I _(' I _(rl Kas di kas Daerah 500.000.000

2.21.4t.41 Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan

500.o00.oot

Jurnal LRA

TAnSCal NorEor
Bukti

Itode
I?eketiins

Uraian Debit I{redit

XXX Nota o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 500.000.000

7.r4.Or.OL Pinjaman Dalam negeri dari
Barrk

500.ooo.o0r
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggafan

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
I?Fkriliino

Uraian Debit Kredit

IIULd

Kredit

nnnnnnn
{r -(r - tr-{r(r- rJU

D^--L.L- 6 Ar
rct uu4lill DnL

Enn nnn nnl
JUW. WUW.VV\

6.1.4.O3.O1 Penerimaan Pembiayaan-
Pinjaman Daerah dari
f aml-rrca L'erroncan Elonlz

500.000.o0(

b. Penerbitan Obligasi

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah

menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret

2015 dan berakhir 28 Februari 2O2O sebanyak 1000 lembar

@ Rp. 500.000,00 dengan suku bunga l.2o/oltahun dibayar setiap 6 bulan

per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi

PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat

jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Butrcti

Kode ,

Reke.nins
Uraian Debit Kredit

1\ ULA

Kredit
I.I.I,UI.UI Kas di Kas Daerah 500.000.00e

2.2.I.A3.O1 Utang Dalam Negeri -
Oblieasi

500.ooo.o0(

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal Nor,nor
Bukti

,: .Kode

Rckening
Uraian De-trit I{redit

xxx Nota
Kredit

o.o.o.00.oo Perubahan SAL 500.000.00(

7.r.4.O3.O1 Penerimaan Hasil
Penerbitan Oblieasi

500-ooo.oo(

Tanffsl Ncmor
Bukti

Kode
Reke-nins

Uraian Delrit Ikedit

xxx Nota
Kredit

o_o.0.oo.oo Perubahan SAL 500.000.00(

6.1.4.O5.0 r Penerimaan Pembiavaan-
Penerimaan Hasil
Penerbitan Oblieasi Daerah

500.ooo.o0(
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c. Penerimaan Kembali Pinjaman

Pemerintah Daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan

kepada BUMD sebesar Rp25O.O0O.O0O,OO. Dari informasi tersebut, fungsi

Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat

jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OL3l

Jurnal LO dan Neraca

Tanegat Nornor
'Eukfi

. Kode
itFkFnint

Uraian Debit I(tedit

Nota
Kredit

i.1.i.01.o1 Kas di Kas Daerah zJU.WWW.VWt

t.4.o2.o2 Bagran lancar Tagihan
keoadaBUMD

250.OO0.00(

Jurnal LRA

:tq&wal Nomof
Buliti

Kode
R;l*ntno

Uraiah Debit I{redlt

XXX Nota
Ar ettlr

o.o.o.oo-00 Pembahan SA-L 250.OOO.OOC

7- 1.5-O1-O I Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
ke-nada Perusda

250.OOO.OO(

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
'Bukti

Kode.,
Rekelnino

Itraisn D€bit Kredit

rco( Nota
Kredit

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 250.OOO.OOC

6.1.5.01"01 Penerimaan Kembali
Pemberian Finjaman
keoada Perusda

250.00O.O0(

d. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-

5 dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah

pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum

Daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui

penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

?arrggsl Nomof Bukti Kade.
Rekenine

Uraiari Debit Kridit

D.-l* D*i-!-L
DUAU I glluru4r

bukuan

I 1 1 ni nlt-a-1-ul-u1 i{as di Kas Daerah i0.c00.ooo.ooc

1.4.1.O1.01 Dana Cadangan 10.000.o0o.oOc
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Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Pe rmendagri Nomor 13 Tahun 2006')

Jurnal LIiA

Tanggal Norrror Bukti Kode' Uraian Debit Kredit

D.,t,+: D--;-i^L

bukuan

nnnnnnn D^-,L^L.. CAT 1n nnn nnn nnn

5.1.2.01.0I Penerimaan
ruuulaJaar-
Pencairan Dana
Cadansan

10,o00.000.00(

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman

modal atas penyertaan modal kepada BUMD senilai Rp300.OO0.OOO,O0.

Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi

dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

{Permendagri Nomar 64 Tahun 2013}

Jurnal LO dan Neraca

Tanggai Nomot

Bukti

Kode

Rek€ting

Uraian Debit I{redii

XXX SP2D LS r.2.2.O1.O2 Penyertaan Modal kepada BUMD 300.o0o.000

1.1,1-O1.Ol Kas di kas Daerah SULI.OUU.UUt

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l'

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Uraian Debit I{redit

Bulai Penindah
bukuan

lnnnnnn n^-,L^L-- CITr CI UUdIdI JNL
1 n nn^ nnn nnr

7.r.2.Or.Ol Penerimaan
rcuturaJailr-
Ilennairon f'!rnq

Cadanean

10.oo0.000.00[

Tenggal Nonor
Bukti

I{ode

Rekenino

Uraian Debit Kredit

XXX SP2D LS 7.2.2.02.41 Pengeluaran Pembiayaan-
Penyertaan Modal BUMD

soo.ooo.ooo

o.o,o,oo.oo Perubahaa SAt 300.ooo.oo(

Tanggal Nom.or

Bukti

Kode

Rekenins

Uraiah Debit Kredrt

XXX SP2D LS 5.2.2.O2.Or Pengeluaran Pembiayaan-Penyedaan
Modal BUMD...

300_ooo,ooo

l.o.0.oo.oo Perutrahan SAL 300.000.00(
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b. Pembayaran Pokok Prnlaman

Pemerintah Daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank

uRt yang telah jatuh tempo sebesar Rpb0.000.000,00. Untuk pembayaran

kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Dan tnlormasr tersebut, tungst Akuntanst PPKD mengakur adanya

pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

{Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LU dan l\eraca

Jurnal LRA

Nomor

Bukti

SP2D LS 7.2.3.O3.Or

Asumsl pelaksanaan

(Permendagri Nomor

Jurnal LRA

anggaran menglkutl kode re.t<enrng anggaran

13 Tahun 2A06l

SP2D LS .2.3.03.01 Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran

? Pernhenfrrl^ron Daryz (-aAatt<rqtl
U. i v:iivv^:r - -----_--O-- 

_

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Daerah

membentul., C.ana caCangan un'"til', rencaiia pengg'-lnaan kegiatan 5

(lima) tahun kedepan terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai

RpI"O.OOO.OOO.OOO,OO, atau masiiig-iiiasiiig Rp2.OOO.OOO'OOO,OO' pei'

tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD

rrrengakui acianlza pergesei=an cl.arta ciari rekening Kas Umurrr Daerah ke

rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

BAS

lno

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Bank BRI
2.2.I.Or.Or

Pengeluaran Pembiayaan - Pembayaran

Tanggal N0rnor

Bukti

Kode

Rekclrin.g

Uraian Debit Kiedit

XXX SP2D-LS 1.4.1.O1.O1 Dana Cadangan - 2.OOO.OOO.OOC

1.1.1.01.01 Kas di kas Daerah 2.000.000.00c



,.Jurnal LKA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

{Permenciagri Nomor 13 Tahun 2006}

Jurnal LRA

Penggluaran Pembiayaan *
Pembentukan Dana Cadangan....

7.2.1.01.01

XXX SP2D-LS 6.2.1.01.01 Pengeluaran Pembiayaan -
^^-^ 

n-J^----
iEuluclllulgt DdLd uaudrSd.

2000.000.0o(

0.0.o.0o.00 krubahan SAL rcat.ooo.ooo
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BAB V

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan

Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan

di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas

juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)

yang wajib dipertanggungiawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk

melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini jrrgr termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas

sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara

kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan

setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi

kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai

yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan

dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai,

dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan

kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara

umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang

yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah

terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank

yang d.itentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan

dan pengeluaran.
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b. setara kas, antara lain berupa surat

deposito kurang dari 3 bulan, yang

daerah.

utang negara

dikelola oleh

{SuN)/obligasi dan

bendahara umum

Kas Kas di Kas Daerah V^^ Ai Tl-o T-\-o+o1-
ra40 u l!4D u4vl4r

Potongan Pqiak dan Lainnya

l1^^ 'T-^*^.:+^;^I\dS TTilIDILUTID

Kas Lainnya

Kas di Bendahara

Penerimaan

Pendapatan Yang Beium Disetor

Uang Titipan

Kas di Bendairara

Pengeluaran

Sisa Pengisian Kas UF/GU/TU

Pajak di SKPD yang Belum Disetor

Uang Titipan

Kas di BLUD Kas TUnai BLUD

Kas <ii Bank BLUD

Pajak yang Belum Disetor BLUD

Uang Muka Pasien RSUDIBLUD

Uang Titipan BLUD

Setara

Kas

Deposito {kurang

dari 3 bulan)

Deposito (kurang dari 3 bulan)

Surat Utang Negara

lObligasi {kurang

dari 3 bulan)

Surat Utang Negara lObligasi (kurang

dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada

SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD),

Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA)'

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD

melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai

berikut:

U mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum

2l memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
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3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan

sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara

Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan

dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akunta.nsi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Daiam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran

memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum ciiserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh

Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).

2l menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna

Anggaran.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada

PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK- PPKD)'

Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD {PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan

fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) membuat laporan keuangan? yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan operasional (Lol, Laporan Perubahan

SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas

(LAK), Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan (caLK).
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Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara

Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan

dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses

pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi

PPKD (PPK-PPKD).

Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran

PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas transaksi yang terkait dengan pfoses pelaksanaan

sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-

PPKD).

PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh

Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada

SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan

pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban,

Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD

mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem

akuntansi akun-akun Pendapatan-Lo, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi "debit"

sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi "kredit".

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

tansgat Floinof
Bukri

Kode' ,'

Rikening
Uraimr fle-Fiit Kredit

xxx XXX XXX Kas dan Setara Kas xxx

x)o( Pendapatan-LO /Aset / Kewajiban /Ekuitas )oo(

b.

c.

d.

C.

D.
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Jurna-l Standar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Rekenino
Uraian Debit ltuedit

XXX X)g x)o( Beban / Aset/ Kewaiiban / Ekuitas XXX

xxx Kas dan Setara Kas )o(x

Ilustrasi 1 - Kas dan Setara Kas Bertambah:

Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak bahan bakar kenderaan

bermotor sebesar Rp1O0.0O0.OO0,OO tanggal 3O Juni 2015 dari PT Pertamina,

dengan bukti setor bank nomor O4/2ANI/I5. Berdasarkan bukti setor

tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan pendapatan-LO dan

pendapatan-LRA dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OL3)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Rel<mins
Uraian Debit I(redit

1n_

Juni-
201.5

Bank/0
4/20lV

r/ 15

1 1 nl n 1 l{ac rli Iloo l\oarah r nA nnn nnn

8.1.1,O3.O1 Pendapatan PBB-KB loo.ooo.o00

Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Rekenins

Uraian Debit Kredit

30-
Juni.
2015

Balk
04 /2O/
VI115

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL loo.ooo.oo0

4.1.1.03.01 Pendapatan PBB-KB 100.ooo.ooo

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 20A6l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Retming

Uraian De-trit Kredit

en_

Juni
2015

Pa* L

04l20l
v/ts

nnnnnnn Dan,lrahoa aAl l nn nnn nnn

4. 1. 1.03.01 Pendapatan PBB-KB 100.000,000

Ilustrasi 2 - Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 2OI5, Bendahara Penerimaan pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Sumatera Utara menerima

pendapatan retribusi pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dipotong

sebesar Rp5OO.OOO,OO, dengan nomor bukti STS O2/22lxlll15. Berdasarkan

bukti transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Notror
Buleti

Kode
R+Lening

Uraian Debit l(redit

22-Des-
2015

STS

02122/
KI/15

1. 1. 1.O?.01 Kas di Bendahata Penericraan 500.00c

a.r,2.2r.or Retribusi Rumah Potong Hewan-
Peiayanan Pemeriksaan
Kesehatan Hewan Sebelum
Dinotone-LO

500.o00

Jurnal LRA

Tanggal Norqor

El*kti
Kode

trlelreain;
Uraian Debit I{redit

.)/)-r\ac-

2015
STS

02l22l
xlr/1s

nnnnnnn Panrlralran aAT <nn nnr

4.r.2.21.O1 Retribusi Rumah Potong Hewan-
Peiayanan Pemeriksaan
Kesehatan Hewan Sebelum
Dipotong-LRA

500.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

faascal Nomor

Bulrti

:Kode

Re.ki".rrino

Uraian Debit Kreclit

22-Des-
2015

STS

02l22l
0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.ooc

4.L.2.O2.O8 Retribusi Rumah Potong Hewan-

LRA

500.000

Ilustrasi 3 - Kas dan Setara Kas Berkurang:

Biro Keuangan Setdaprovsu membayar beban bunga pinjaman kepada

pemerintah pusat sebesar Rp2O0.OOO.OOO tertanggal 3 Maret 2AL5, dengan

bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/OO7/O3/15. Berdasarkan bukti setor

tersebut oleh fungsi akuntansi PPKD dicatat pengakuan beban bunga dan

belanja bunga dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

{Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

?anggal Nomor
Bulrti

Kode
Rekening

Uraiarr Debit Kredit

3-Mar-
2015

LSIOOT IC
3/ ls

9. 1 .3.01 .O 1 Beban Bunga Utang Pinjaman kePada

Pemerintah

200.000.000

1.1.1.C1.01 Kas di Kas Daerah
4nn nnn nnn
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Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Futr<tr

Kode
I?ekening

Uraian Debit Kredit

t lt--

2015

.s/aa7 /c
3/ 15

5.1.3.01.01 Belanja Bunga Lttang l}t::tjaman

kepada Pemerintah

200.o00.000

o.o.o.oo.o0 Perubahan SAL 200.000.00o

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bul*i

Kode
Rekenino

Uraian De-bit Itredit

J-

Mar-
2015

LS/OO7 lA
3/ 15

5.1.2.O1.O1 Belanja Bunga- Bunga Utang Pinjaman
kepada Per:l.er.lntah

200.ooo.ooo

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 200-ooo-000

Ilustrasi 4 - Kas dan Setara Kas Berkurang:

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Keuangan Setdaprovsu

membayar pembelian ATK melalui PFrIK kegiatan Sosialisasi Akuntansi

Akrual sebesar Rpg.OOO.OOO dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan

SPJ OOTISPJ lXIlrc tertanggal 9 Nopember 2015. Berdasarkan bukti

transaksi/kejadian tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanglal Nornor

Bukti
Kode

Rekenins

Uraian Debit Iftedit

9-Nop-
2015

SPJ

007 lsPJ I
xl/15

9.1.2.01.01 Be.ban Persediaan ATK 9.OOO.O00

1 1.1.03.O1 Kas di Bendahara Pengeluaran 9.O00.00(

Jurnal LRA

Tanggal Irlomor

Bulti
Kode

Reke-ninc

Uraiarr Debit Iftedit

O I\Tnr-

2015
SPJ

)o7lsPJ/
XI/15

{1tnlnl Polania ATIIulr4rlqrrrr\
o nnn nnn

o.0.o.00.00 Perubahan SAL 9.OOO.00C

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor i3 Tahun 20O6i

Jurnal LRA
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Tanggal Nomor
krkci

Kode
Rekenine

Uraian Debit Itredit

9-Nop'
2015

QDT

)oT lsPJ/
x/15

s.2.2.O1,O 1 Relnnin ATK s.tloo_oo0

o.o.0.oo.00 Perubahan SAL 9.OOO.OO(



BAB VI

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah

daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari

sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan

piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri

baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dalam Buletin Teknis SAP Nom or A2 tahun 2OOS menyatakan piutang

adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain

termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan

bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan

niiai bersih yang dapat direaiisasi (net realizable ualueJ. Aiat untuk

menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi

diterapkan setiap akhir periode anggaralr sesuai perkembangan kualitas

piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih

dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang,

dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi

dari debitornya.

Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak

dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.
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2. Klasifikasi

KlasifiIcasi

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yerrLg Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Bagran Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Bagran Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagran lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uang Muka

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD {PPK-SKPD) dan Bendahara

Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD {PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi

akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal

LO dan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksilkejadian pendapatan LO

dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening.

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas

Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas

penerimaan SKPD.

2\ membuat SPJ atas PendaPatan.
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2. Dokumen yang digunakan

It Uraian , i Dokumen :

'I

i pi'rt.ttg Retribusi I SKR Daerah/Dokumen yang t

3. Jurnal Standar

Pada saat Diterbitkan SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanegal
Nomor
Bukti

Kode
Re&olrg Uraiarr Debit Kredit

XXX XXX XXX Piutang . xxx
XXX Pendapatan.... LO XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Jurnal LRA

?anggal
Noptir
Rrrlrii

Kode'
Releminc

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan... LRA )o(x

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah pada Bank

yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal

standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tqnggal
Nomor
Butcti

'ilode
Rek€ning Uraian Debit Iftedit

XXX XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Pendapatan.... LO XXX

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor
Bukti

, Kode
Rekeqog Uraian Dettit Kredrt

XXX xxx XXX Pembahan SAL XXX

XXX Pendapatan... LRA xxx

Tanggat
Nomor

Bukti
Kode

Rekening
n^L:f v-^A:+

XXX XXX )o(X Kas di Bendahara Penerimaan XXX

XXX Piutane . XXX
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Tanggal Nqoor
Bukti

Kode
Rekir*ino

Uraian Deitlit Kr'edit

XX]< )o{x )(xx RK PPKD xx
XXX Piutang.... LO XXX

4.

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang

bersumber dari piutang maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Jurnal LRA

!anggal
Nomor
Bukti

K6de
Rekenintr

Uraian Debit Kredit

XXX xxx xxx Perubahan SAL XXX

xxx Pendapatan ... LRA xxx

Ilustrasi

Piutang Retribusi Dinas Perikanan dan Kelautan mengeluarkan SKR

Daerah atas Retribusi Tempat Pelelangan sebesar RpSOO.OOO,OO dan

wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR Daerah yang

dikeluarkan maka berdasarkan hal tersebut dicatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggsl Nomor Bukti
Kade

Ilblre.ainp
Uraian Debit Kredit

I2
Desember

2015

sl.p /

Dokumen

yang
Dipersamakan

1 . 1.3.O2. 17
Piutang Retribusi Tempat
Pele.langan

500.ooo

8. 1. 1. 17.O I
Pendapatan Retribusi-
Pelelansan Ikan-LO

500.oo0

Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan

Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib

retribusi maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

{Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

r arrg,ti,u IIOIXOI DUKLI
Kode

Reke-air1g
UI AHIT UCUTL Kredit

12
Desember

2015

BTP/Dokume
n

yaJ]g

Dipersamakan

1.1.1.02.01
Kas di Bendahara

Penerimaan
500.ooo

r.r.3.02.17
Piutang Retribusi Tempat
Pelelangan

500.ooo

Jurnal LRA

Tanggal NomorButti
'Kode

Re,knnins
Uraien Debif Kredif

t2
Desember

201,5

BTP/dokumen
yang

dipersamakan

U.U.U.UU.U

o Perubahan SAJ- 500.ooo

4.r .1 .r7 .O1
Penda4ratan Retribusi-
Pelelangan ikan LRA

500.o00
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tar4gaf Nomor Bukti Kode
Rekening

Uraian Debit Kredit

l2
Desember

2015

BTP/dokumen
yang

dipersamakan

0.0.0.00.o
o Perubahan SAL 500.ooo

4. r.2.O3.05
Pendapatan Retribusi-
Pelelangan ikan LRA 500.ooo

Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan

langsung ke Kas daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima nota

kredit dari bank, maka PPK SKPD akan mencatat didalam jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OI3l

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Reke-nins
Uraian Debit Kredit

L2

Desember

2015

BTP/dokumen
yang

dipersamal<an

I 1. 1.O 1.O r RK PPKD 500.ooo

1.t.3.O2.17
Piutang Retritru si Tempat

PeleJansan
500.000

Jurnal LRA

r ariiB4 f,T^-^- D.,l*:lIUIUUI DUALI
Kode

Rekenins
Debit

t2
Desember

2Ai5

BTP/Dokumen
yarg

dipersamakan

0.0.0.o0.00 Perubahan SAL 500.ooo

+, L.2-V2-U.1
Retribusi Tempat Pelelangan-

LRA JUU.UUU

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanegat Nomor Bukti
Kode

Rekeninq
Uraian Debit Kredit

I2

Desember

2015

BTPI
Dokumen

yang

Dipersan-rakan

o.o.0.oo.o0 Perubahan SAL 500.ooo

4.1.2.o2.O3
Pendapatan Retribusi
Temnef Pelelansan

500.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Perikanan dan

Kelautan dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar

Rp17O.OOO.OOO,OO. Dari saldo piutang retribusi PPK SKPD menetapkan

kualitas piutang retribusi.
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Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

a. lancar;

b. kurang Lancar;

c. ragu-ragu;

d. macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2A75 sebagai berikut:

Uraisn Jumlah Kualitas
%?akqiraoTdk

tertagilr'
Peayieihan Piutang

Piutang Retribusi RpIOO.OOO.OOO,OO Lancar o,5 0/o Rp5OO.OOO,OO

Piutang Redbusi RpSO.OOO.oOO,OO Kurang l,ancar lA 7o Rp5.OOO.OOO,OO

Piutang Retribusi Rp15.0OO.OOO,00 Ragu Ragu 5O o/o Rp7.5O0.OOO,O0

Piutang Retribusi Rp5.OoO.OOO,Oo Macet 1O0P/o Rp5.OOO.OOo,OO

.IUMI-AH Rp, 18.OO0.OOO

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka

didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp18.OOO.0O0,OO.

PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai

berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanegal
Norrior

Bukti
Kode Rekerring Uraian Debit Kiedit

31
Desember

2A75

Memorial
9-1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang

Paiqk
18.OOO.000

1-1_5-O1-O1 Penl sihan Piutang Paj ak 18.000.ooo

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD {PPK-PPKD} dan Bendahara

Penerimaan PPKD.

a" Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD {PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan fungsi

akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti

transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal

LO dan Neraca.

2l melakukan postingjurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO

dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.
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3) men1rusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran {LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL

(LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), l,aporan Arus Kas

(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas

penerimaan PPKD.

2l membuat SPJ atas pendaPatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian Dbkrrnen
Piutang Pajak Daerah SKP Daerah/ SKPDKB / Dckarnen yang

Dipersamakan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
vans Dioisahkan

Hasil RUPSI Dokumen yang
Dinersamakan

Piutang Lain-lain PAD yang sah:

r Jasa Giro/Bunga deposito Nota Kredit/sertihkat
deposito/dokumen yang

Dipersamakan

r Tuntutan Ganti kerugian daerah SK Pembeban an I SKY2K I SKTJM/ Dokumen
vans dioersamakan

I Piutang Hasil Ekselc.isi atas Jaminan K-eputusan Pengadilan/ Dokumen ;rang
dipersamakan

Piutans Transfer Pemerintah Pusat :

o Bagi Hasil Paiak PMK

o Bukan hasil paiak PMK

O DAL] Pcrnr"es

O DAK PMK

. Bukan hasil paiak PMK

Piutanq Transfer Pemerintah Lainnya:

a Dana Otsus PMK

. Danra Penyesuaian r-Lvlrlt.

o Piutang Dana Bos Kurang Salur Keputusan Kepala

DaerahlPMKr/Dokumen Yang
Dipersamakan

Piutans Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
. Bagr Hasil Pajak Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen

vang dipersamakan

o Banflran Keuangan Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen
vans dioersamakan

. Piutans Pendapatan Lainnva Dokumen vang dipersamakan

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Surat kepuiusan KePala

Daerah / Dokumen yang dipersamqban

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangla
Paniane kepada Entitas Lainnva

Surat Keputusan KePala

Daerah / Dokumen yang dipersamakan

Bagian l,ancar Tagihan Penjualan Angsuran Kontrak/ Perjanjian Penjualan secara

anggsuran/ Dokumen Yang
dipersamakan

eagian tCncar Tuntutan Ganti l{erugian Daerah Surat Keputusan Pembebanan
kerugian/Dokumen Yang

dipersamakan

Uang Muka SezoTNota Debet/ Dokumen yang

dioersamakan
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3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala

Daerah/KontraklSurat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan

belum diterima pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan
jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal
Nomor

Bukti
Kode

Rckanino
Uraian Detrit Kredit

XXX XXX XXX Piutans . XXX

XXX Pendapatan.... LO XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima

pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana

terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, oleh itu bendahara penerimaan

akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka

fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tarrggal
Nomor

Bukti
Kode

Rekenino
Uraian Debit ii'edit

XXX xxx
x)o( Kas di Kas Daerah )o<x

XXX Piutane . xxx

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor
Bukri

Kode
Rekenins

Uraian Debit Iftedit

XXX XXX )oo< Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan... LRA XXX

4. Ilustrasi

Piutang Pajak

Pada Tanggal 20 Oktober 2015 Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor

sebesar Rp40O.000,0O dan wajib pajak belum melakukan pembayaran

maka berdasarkan hal itu fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan

dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode
Re.kenino

Uraian Debit Kredit

20

Oktober
2015

SKP/Dokumen
yang

dioersamakan

1. 1 .3.01 .06 Piutanq Paiak Hotel 400.ooo

8. 1. 1.03.0 r Pendapatan PBB-KB 400.ooo
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Kemudian pada tanggal 2A November 2O15 wajib pajak melakukan

pembayaran atas SKP Daerah Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor

dan pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan PPKD

maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai

berikut:

Asumsi pelaksanaan angga-ran mengikuli

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2OT3l

Jurnal LO dan Neraca

kode rekening BAS

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran

{Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

1ar|1<4 f,r^-^- D,-14: Kod€
Pekming

Ur*iaa n^L-'4 Iftedit

20

November
zt, lJ

BTP/dokumen
yang

dioersamakan

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 400.ooo

4. 1. 1,0 1.ro<
Pendapatan Pajak

r na
rDD-M..... Lls

400.000

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

pada tanggal O2 Januari 201,5 Biro Keuangan Setdaprovsu menerima

dokumen berupa PMK dan Pepres dimana didalam PMK/Pepress

dicantumkan hak daerah atas Dana transfer dengan nilai sebesar

Rp2.O0O.O0O,OO. Dan Dana Transfer tersebut belum diterima dari

Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu Fungsi akuntansi Dinas

Pendapatan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tan8g;q.l Noino*'tsijr&ti
Koile

Re.kening
Uraian Debit Kiedit

o2
Januari

2015

Nota Kredit,
Dokumen yang
Dipersarrrakan

1.1.3.O5.O1 Piutang Bagi hasil Pajak 2-OOO-OOO

a.2.1_Ot.Ot
Pendapatan Bagi Hasil
PEIB LO

2.OOO.OOO

Tanssal Nornor Bukti
Kcde

Rekeninp
Uraian Dehit Itredit

20
November

2015

BTPi tiokumen
yang

dipersamakan

1 1.1.01.01 Kas di Kas daerah 400-ooo

1.1.3.O1.O3 Piutans PBB-KB 400.ooo

rarE6,a rr^- -- n-.lr:
lt(Jrttrrl DUKLI

Kode
Rekening

vr i{atr lEUTL Kredir

20
Nwember

tnl q

BTP/dokumen
yang

dipersamakan

0.0.0.00.00 Pen-rbahan SAL 400.ooo

41 ln,lnn Paiak PBB-I{B... LRA 4nn nnn

tt7



Pada tanggal 3 Februari 2015 Bendahara penerimaan menerima nota

kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah

sebesar Rp2.O00.OO0,00. atas pelunasan PMK/Pepres. Berdasarkan itu

fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai

berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 6+ Tahun 2013i

Jurnal LO dan Neraca

Tansgal Namor Bukti
Kode

PFkFntnq
Uraian Debit I{redit

03

Februari
2015

Nota Kredit,
f\^!.r- rnpn

yang
dioersamakan

I r.r-o1.o1 Kas di Kas daerah 2.OOO.OOO

l , 1.3.05.01 Piutang Bagi hasil Pajak 2.000.000

Jurnal LRA

Taqggal Nornor Buki Korile
P@l;Fi1ii1s

Uraian Debit Kredit

UJ

Februari
2015

Nota Kredit,
Dokumen

yang
dipersamaka

n

0.0.0.oo.00 Perubahan SAL 2.OOO.000

4.2.1.01.0r
Pendapatan Bagi Hasil
PBB LRA

2.000.000

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran

{Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Taaggal Nomar Bukti
Kode

Fe.lrenldc
Uraian Debit Kredit

o3

Februan
20rs

Nota Kredit,
Dokumen

yang
dipersmraka

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 2.OOO.000

4_2.1.Or.Ot
Pendapatan Bagi Hasil dari

PBB LRA

2.OOO.OOO

Piutang Pemerintah Daerah Lainnya

pada tanggal 2A Oktober 2015 Pemerintah Daerah menerima Surat

Keputusan Kepala Daerah ldokumen yang dipersamakan tentang bagi

Hasil Pajak dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang

menjadi hak Pemerintah Daerah sebesaf Rp10.000.o00,oo.

Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan

dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

1.1.3.07.O1

Pendapatan Bagi Hasil

Pajak-LO

8.2.3.01.01



Pada tanggal 2O November 2O15 diterima nota kredit dari bank dimana

ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar

Rp|O.OOO.OO0,0O untuk pelunasan/pencairan atas Surat Keputusan

kepala daerah/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak.

Berdasarkan hal itu fungsi akuntansi akan melakukan jurnal sebagai

berikut :

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

?6ngg:al lYrimor Bukfi
Kode

Rikenins
Uralan atbit Kredit

20

November
2015

Nota Kredit,
Dokumen

ya$g
dipersamakan

1 1.1.O1.O1 Kas di Kas daerah lo.ooo.ooo

1.1.3.07.01 Piutang Bagi hasii Pqiak 10.000.o00

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening Anggaran

{Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Ta!€gaf NosorBuki Kode
,R}.kenins

Uraisn Debit kedit

20

November
2015

Nota Kredit,
Dokumen

yang
dipersamakan

o.o.o.00.oo Perubahan SAL lo.ooo.ooo

4.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak LRA 10.ooo.ooo

Penyisihan Piutang PPKD

Berdasark an data piutang pajak yarrg dikelola PPKD dimana didapatkan

saldo piutang pajak sebesar Rp175.O0O.O0O,OO. Dari saldo piutang pajak

PPKD menetapkan kualitas piutang pajak. Adapun kualitas piutang pajak

terdiri dari:

a. Lancar;

b. Kurang Lancar;

c. Ragu-ragu;

d. Macet.

Tanggal Nonror Bukti 1'Kode
I?e.kpnirrs

Uraian D€bit Kredit

2A

November
2015

Nota Kredit,

Dokumen
yang

dipersamakan

0.0.o.oo.oo Perubahan SAL 10.o00.000

4.2.3.O1.O1
Pendapatan Bagi Hasil
PoiaL T PA

ro-ooo.000
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Lfuai.afl Jndah Kl6lif.as
9oTallSiran ?dk
' +ert'tstl.r: .' P,er{{jqihsn Eiuta4s

Piutang Pajak Rp1oO.OO0.0OO,OO Lancaf o,5 0/o Rp5OO.OOo,OO

Piutang Pajak Rp50.oo0.00o,00 Kuraog l,arrcar 1O o/" RpS.0oo.000,00

Piutang Pajak Rp10.000.000,00 Ragu Ragu 5O o/o Rp5.000.000,00

PiutangPajak Rp15,000.000,o0 Macet lOO V" Rpt5.0o0.0oo,oo

JUMLAH Rp25.500.000,00

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2015 sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan dengan

didapatkan Beban Penyisihan

Rp25.5O0.0OO,OO. PPK SKPD akan

jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

pendekatan kualitas piutang maka

Piutang tahun 2AI5 ini sebesar

mencatat penyisihan piutang dengan

"enggd

Norllof
Bui<d'

":'. Kode
Rrikenins

Uroien Debit Kredit

31
Desember

2015
Memorial

1. 1.5.0 I .O I Penyisihan Piutang Pajak 25.500.000

9.1.8.O 1.O 1
Beban Penyisihan
Piutang Pajak

25.500.O0O
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BAE} VII

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor O5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2OtO menyatakan

bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset

tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP

Nomor 05, yaitu:

a. Bairang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah

barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis

seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti

komponen bekas;

b. Bahan atau perlengkapan (suppliesl yang akan digunakan dalam proses

produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang

digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-

alat pertanian, dan lain-lain;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijuat atam

diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk

daram kelompok ini adalah alat-arat pertanian setengah jadi;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam rangka kegiatan pemerintahan. contohnya adalah

hewan/tanaman.
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Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013,

persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

i Persediaan Alat Tulis Kantor

I Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu piiar, battery

:kering)
..
:"piii".ii"""-F"i""srd, ffi6i;ia# n6iiaa pd" I'atiivi
i Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

: pei".oi"an ti"tr"ii eit* ufint;kic;;

i Persediaan Isi Tabung Gas ,

Persediaan ; Persediaan Batran Baku Bangunarr 
:

i
,i

Persediaan Bibit Ternak
I

Persediaan Bahan Obat-Obatan

Persed,iaan Ba.han Kimia

P#""ii;; ^ 
.

Barang Lainnya :

B. PIHAK _PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain

adalah:

1. BendaharaBarang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang

bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas

pengelolaan persediaan.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi

tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan

bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluafan

pelaksanaan pengadaan persediaan.

Persediaan

Bahan Pakai

Habis

:
:
..

l

:
:

Persediaan Bahan Makanan Pokok

p.ii.ai'r,i r,,'i*,i i;'ri ilidii nib;ii;' K;t;a; Pih"t K"tid* 
*-:
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4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan

SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang

dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan

antara lain adalah:

1. Bukti Belanja Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal

pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara

pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas

pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal

penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya

sfock opname.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja

persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. JURNAL STANDAR

1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengall menggUnakan UP

(Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan

pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran

SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD.

Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan

pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal:
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Tanggaj
Nomor

Bulrti

Kode

Rekening
Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX )ersediaan 
. xxx

XXX Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Utpion Debit Kredit

xxx xxx XXX Selanja Persediaan . XXX

XXX Perubahan SAL x)o(

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS,

pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi

PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal
Nomor

Buldi

Kode

Rekening
Uraian Debit Kredit

XXX xxx XXX ersediaan. xxx

xxx Utang Belanja Barang dan Jasa XXX

Ketika SP2D LS untuk perr:.bayararr persediaan telah terbit, PPK-SKPD

akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tangat
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uraian Dcbit Kr€dit

XXX XXX xxx Itang Belanja Barang dan Jasa xxx

xxx RK PPKD )oil

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor

Bulfti

Kode

Rekening
Uraisn Debit Kredit

XXX XXX XXX Selanja Persediaan . xxx

XXX Ferubahan SAI XXX
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2.

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum men1rusun

laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan sfoch opname untuk

mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil

perhitungan persediaan akhir tahun (sfock opnamel, PPK-SKPD akan

menjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

'l'anggat
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uraian Debit ltuedrt

xxx rco( XXX
Beban Persediaan

XXX*

XXX Persediaan.. XXX

*Sebesar persediaan yang dipakai

Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP,

bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan

kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD

untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

l-anggal
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uralan Debit Ituedit

XXX XXX XXX ?ersediaarr XXX

xxx Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal LRA

Tanggal
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uraian D€bit Kredit

XXX XXX xxx 3elanja Persediaan . )o(x

XXX Perubahan SAL XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS,

pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima

Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi

PPK-SKPD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

fanggal
Nomor

Bulcti

Kode

Rekening
Uraian Debit Kr€dit

XXX XXX xxx ersediaan. XXX

xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx
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Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan

menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit I(Iedit

jtang Bclanja Barang dan Jasa

XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kre-dit

X)o( XXX xxx Selanja Persediaan . xxx

XXX Perubahan SAl x)o(

Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan

(untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku

Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban

persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Iftedit

XXX xxx XXX Beban Persediaan . xxx

XXX Persediaan . )oo(

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara

ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

$o Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD FENCATATAN OLEH PPKD

Uraian Debit Krdit Uraian Debit Krdit

rembelian Persediaan

lengan uang UP/GU/TU

Persediaan )oo(
Tidak ado jurnal

Kas di Bendahara Pengeluaran >oo(

Belanja Persediaan >oo(
Tidak ada jurnal

Perubahan SAL )oo(

ib

n--^-ri^^'eil1Dellar-l Ferse(liiiLall

lengan uang LS (Utang)

Persediaan m(
Tidak ada jurnal

Utang Belanja too(

)elunasan

JtanglPenerbitan SP2D

.S Barang

Utang Belanja x,o( RK PPKD )oo(

RKPPKD )<'o( Kas di kas Daerah JOO{

Belanja Persediaan rco(
Tidak ada jurnal

Pembahan SAL loo(

2 aLaiar Darcorti Tidakada jumal Tldak ada jurnal

3 )enyesuaian di Akhir

lahun

Beban Persediaan >oo<

Tidokada jwnal
Persediaan too(
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Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Perpetual

No Transaksi PENCATATAN OI.SH SKPD PENCATA?AN OLEH PPKD

Uraiarr Debit (rf&l Uraian Debit Krudtu

1a

)embetian Persediaarr

lengan uang UPIGU/TU

Persediaan >oo<

Tidak ada jurnal
Kas di Bendahara Pengeluaran 10(K

Belarda Persediaan )oo(
Tidak ada jurnal

Perubahan SAL :oo(

1b

)embelian Persediaaa

lengan uang l.S (Utang)

Persediaan )o<J{

Ti.dak adalurna)
Utang Belanja xp(

)elunasan
Utang Belanja )cc( RK PPKD )oo(

RK PPKD >oo( Kas di kas Daerah :o(l(

S Barang
Belanja Persediaan ;cro(

Ti.dak ada jurnal
Perubahan SAL )oo(

t )emakaian Persediaan
Persediaan

Tidakada jumal
Beban Persediaan

3 )enyesuaian di Akhr

lafrun
Tidak adajumal

:oo(
Tid.akadajumal

)oo(

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal atau hak kepemilikannya darrlatan kepenguasaannya

berpindah.

Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni

"Persediaan". Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi

akan menjurnal akun "Persediaan" di debit dan akun *Kas' atau akun

"Utangl di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi

belanja dengan mendebit akun "Belanja {sesuai nama persediaan)" dan

mengkredit akun "Perubahan SAL" .

a. Ilustrasi Pengakuan Persediaan

pada tanggal 1 Pebruari 2015, Dinas Bina Marga membeli persediaan

berupa 5 rim kertas HVS dan 1O pak spidol. Harga kertas HVS adalah

Rp5O.0OO,OO/rim dan harga spidol adalah Rp1OO.00O,OO/pak. Selama

Bulan Pebruari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3

pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi

akan meniurnal:
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

T-anggal Ncmof Bukti
K6de

Rekeai*g
Uraiaq Debit KIedit

1-Peb- 15 tlB.Bl2Ot5 5.2.2.A1.O1 Selanja Alat Tulis Kantor 1-250-OOO

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 1.250.OOO

2. Ilustrasi Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan' yaitu

pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset,

pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah

dipakai/dikonsumsi. Pendekatan aset disarankan untuk persediaall-

persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode dan atau

untuk berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD'

persediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)'

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung

dicatat sebagai beban, yakni "Beban Persediaan". Berdasarkan bukti

belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun "Beban

Persediaan" di debit dan akun oKas" atau akun "Hutang" di kredit'

pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud

penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan sepanjang

satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Tanggal Noricrr Bukti
, Kode

Rekenilg
Utaidn Debit Kredit

1-Peb- 15 r/B'B/2015 1.1.7.O1.01 )ersediaan Alat Tulis Kantor 1.250.OOO

r.l.t.o2.ot Kas di Bendahara Pengeluaran t.250.ooo

Tanssal Nomor Bukti
.Kode .

Rekening
Uraian Debit Ikedit

1-Peb- 15 1/BB/20Ls 5.1.2.O1.O1 )elanja Alat ?\rlis Kantot t.250.ooo

0.o.o.oo.oo Perubahan SAL 1_250.OO0
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a. Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, Dinas Bina Marga membeli persediaan

sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat.

Harga kertas HVS adalah Rp 50.0OO,OO/rim dan harga spidol adalah

Rp10O.0OO,0O/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2015, Dinas Bina Marga

menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 1O pak

spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai

berikut:

Tanggal Nomor Bukti
Kode

Rekening
Uraian Debit Kredit

l-Feb- 15 r/BB/241s 1.1,7.O1.O1 trsediaan Alat ?\rlis Kantar 7.250-OOO

1.1. i.O2.O1 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.250.OOO

Jurnal LO atau Neraca)

s.1.2.01.01 Selanja Alat Tulis Kantor 1.250.000

o.o.o-oo.oo Perubahan SAL 1.250.000

Jurnal LRA menggunakan kode

ekening Permendagri 64 l20t3 |

5.2.2.O1.O1 3elanja Alat Tulis Kantor 1.250.O00

0.0.o.00.00 Perubahan SAt 1.250.000

Jurnal LRA menggunakan kode

'ekening Permendagri 13/2006 )

1S-Peb-15 9.1.2.Ol.Ot leban Persediaan Alat Tlrlis Kantor l.250.ooo

3,1.2.0s.0i Persediaan Alat Tulis Kantor i.250.000

(Jurnal LO atau Neraca)

Ilustrasi pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban

Pada tanggal 1 Pebruari 2015, Dinas Bina Marga membeli persediaan

berupa 5 rim kertas HVS dan 1O pak spidol untuk Kegiatan Pelatihan

Akuntansi Akrual. Harga kertas HVS adalah Rp 5O.OOO,0O/rim dan

harga spidol adalah Rp 1OO.OOO,O0/pak.

Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan

menjurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Buki Kode Rekening Uraian Debit Iftedit

01-Peb-

15

rlBB/2O1s 9.1.2.O1.01 leban Persediaan Alat Tulis Kantor 1.250.OoC

t.1.1.42.o1 Kas di Etendahara Pengeluaran 1.250-ooc

b.
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Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

Ol-Peb-

l5

1/BB/20ts 5. 1 .2.01 .O 1 3elanja Alat Tulis Kantor 1.250.OOf

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 1-250.OO(

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

O1-Peb-

15

I /RR/2r}15 5.2-2.Or.OL 3elanja AIat Tr_rlis Ka_ntor 1.250.00(

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL l.250.ooc

3. Ilustrasi Sistem Pencatatan Persediaan

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring

dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk

kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan,

dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat

dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu:

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai

persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode

ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan berkaitan dengan

operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang

kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan

pupuk di Dinas Pertaniano dan lain sebagainya.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Perpetual:

Pada tanggal 1 Desember 2O15, Dinas Kesehatan Pemprovsu membeli

obat-obatan senilai Rp3O.OOO.OOO,OO. Pada tanggat 18 Desember 2015,

terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp 1 0. 00O. 0O0,OO.

Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan stock opname obat-obatan

dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai

Rp2O.O0O.0OO,OO. Dinas Kesehatan Pempovsu menggunakan metode

perpetual untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya.

Tanqgal Nomor Bukti

Kode

Rekening Uraian Debit Kredit

Ol-Des-
15 | /BBl20rs 1.t.7.42.04 )ersediaan Bahan Obat-obatan 30.oo0.000

1 1.1.O2.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.ooo.oo0
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urnal LO atau Neraca)

umal LRA dengan kode rekening

urnal LRA dengan kode rekening

merrdagr-i rc/2AA6)

Pengakuan Selisih Persediaan

Melanjutkan ilustrasi di atas, hasil stack opname menunjukkan bahwa

sisa obat-obatan adalah Rp19.O00.000,00. Hal ini berarti terjadi selisih

RpI.OOO.OOO,OO dari jumlah yang seharusnya. Maka selisih ini akan

diakui sebagai beban jika dipertimbangkan sebagai sesuatu yang normal.

Jika selisih ini dianggap tidak normal maka selisih ini akan diakui

sebagai kerugian daerah.

Tanggal Nomor Buidi
Kode

Rekening
Uraian Debit Kredit

31-Des-
15 BA Pemeriksaan 1.2.O2.O4 3eban Persediaan Obat-obatan l.OOO.OOO

t.t.7.o2.o4 Persediaan Bahan Obat-obatan 1.OOO.OOO

jika selisih persediaan tdk signifikan)

Jurnal LO atau Neraca)

31-Des-
15 BA Pemeriksaan t.4. 1.01.03 (erugian Daerah Beban Luar Biasa-

(erugian Daerah

1.OOO.OOO

7.r.7.O2.O4 Persediaan Bahan Obat-obatan 1.O00.oo0

fi ika selisih persediaan sigrrifikan)

Jurnal LO atau Neraca)
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Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan

nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan. Jumlah

persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik {s/ock

opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal

penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini

umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai

pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di

sekretariat.

Ilustrasi Sistem Pencatatan Periodik:

Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan metode periodik

untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka

pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tancsal Nomor Bukti

.'Kode

Rekegi4g Uffii,tirit Debit Kr€dit

01-Des-

15

I/BB/15 9.1.2.O2.O4 )ersediaan Bahan Obat-obatan 30.ooo.ooc

I 1.1.O2.O I Kas di Bendahara Pengeiuaran 30.000.000

Jurnal L0 atau Neraca)

5.t.2.O2.O4 lelanja Persediaan Bahan Obat-obatan 30.000.ooc

3.0.0.00.00 Perutrahan SAL 30.000.000

Jurnal LRA dengan kode rekening

)ermendagri 64 l2OI3l

5.2.2.O2.O3 )elanja Bahan Obat-obatan 30.oo0.ooo

1.0.0.0o.00 Perubahan SAL 30.ooo.ooo

Jurnal LRA dengan kode rekening

)ermendagri 13/2006)

18-Des-

15

lidak ada jurnal

31-Des-

15

t.r.7.o2.44 leban Persediaan Bahan Obat-obatan 20.ooo.ooo

9.1.2.O2.O4 Persediaan Bahan Obat-obatan 20.ooo.ooc

Jurnal LO atau Neracai

4. Ilustrasi Pengukuran Persediaan

Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai

barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor O5 menyebutkan tiga

alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:

b.
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b.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Ilustrasi:

PPada tanggal 1 Pebruari 2A15 Dinas Kesehatan membeli obat-obatan

senilai Rp1O0.O0O.OO0,OO. Dari pembelian tersebut terdapat biaya

lelang sebesar Rp2.OO0.OOO,OO. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai

persediaan sebesar:

Biaya Perolehan = Pembelian + biaya lelang

: Rp1OO.O0O.OOO,OO + Rpz.OO0.00O,0O

= RplO2.OOO.0OO,OO

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang

terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak langsung

yang dialokasikan secara sistematis. Biaya langsung dan tidak

langsung dalam konteks ini berbeda dengan belanja langsung dan

belanja tidak langsung dalam APBD. Dalam konteks harga pokok

produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri

ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan

bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung {ouerheadcostl

adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit

produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung

tempat produksi.

Ilustrasi:

Dinas Kehutanan Pempovsu memproduksi minyak kayu putih sendiri'

Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku

senilai Rp75.OOO.OOO,OO, gaji para pekerja sebesar Rp25.OOO.OO0,0O,

serta biaya ouerhead senilai Rp5.O0O.OO0,OO.

Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai

persediaan sebesar:

Nilai persediaan = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung

: {Rp75.OOO.O0O,OO + Rp25.O00.O0O,OO) +

RpS.00O.OO0,O0

= Rp1O5.OOO.OO0,OO
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Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi waj ar (arm length trans action\ .

Iluglrasi,-

Dinas Pertanian Pemprovsu menerima donasi berupa pupuk dari

pabrik pupuk sebanyak 1OO ton. Berdasarkan hasil survei di pasar,

harga pupuk per ton adalah Rp1.0O0.0OO,0O. Berdasarkan informasi

tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk

sebesar iOO ton x Rp1.OOO.OO0,O0 atau Rp1.0OO.O00.O0O,0O.

5. Ilustrasi Penilaian

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali

pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara

pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut

menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian

persediaan.Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban

persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga mana -Yang

akan dipakai untuk rnenilai persediaan yang tersisa diakhir periode.

Ilustrasi:

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada

Dinas Kesehatan Pemprovsu:

Tanggal

15 Maret 2O1.5

2O April 2015

17 Juni 2015

8 Agustus 2015

13 September 2O15

Pembelian

1O0 dus @ Rp 100.000

2OO dus@ Rp 15O.000

30O dus @ Rp 2O0.000

Penggunaan

150 dus

1OO dus

Jumlah

1OO dus

3OO dus

15O dus

450 dus

35O dus

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan aktiva obat-obatan yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan Pemprovsu adalah sebanyak 350 dus. Yang

menjadi pertanyaan adalah pada harga mana yang akan dipakai untuk

menghitung beban persediaan dan nilai persediaan?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PSAP Nomor O5 menyebutkan

tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan

akhir. Ketiga metode tersebut adalah:
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a. Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli

merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali.

Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga

pembelian terakhir.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu

Tanggal

15 Maret 2015

2O April2O15

17 Juni 2O15

8 Agustus 2015

13 September ?O15

Untuk obat-obatan

Beban Persediaan

Beban Persediaan

Pembelian

lOO dus@ Rp 1OO.OOO,0O

2QA dus @ Rp I5O.OOO,OO

3OO dus@, Rp 2OO.OOO,OO

Jumlah

1OO dus

3O0 dus

15O dus

45O dus

35O dus

Total Harga

Rp60.O0O.OOO,O0

Rp 7.5OO.00O,OO

Rp 67.5OO.0OO,OO

Penggunaan

150 dus

1OO dus

Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Periodik

dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian

persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-

obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 2A15 adalah

sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 35O drrs persediaan obat-obatan yang tersisa

tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal Jumlah Unit Harga Per Unit

8 Agustus 20t5 30O dus RP20O.000,O0

2O April2O15 5O dus RPISO.OOO,OO

Persediaan Akhir 35O dus

yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

= Persediaan Awal + Pembeliaan - Persediaan

Akhir

= O + {{1OO x Rp1OO.O0O,OO) + {2OO x

Rp15O.0OO,0O) + (300 x Rp200.O00,00)) -
Rp67.5OO.OOO,O0

= Rp32.5OO.00O,OO
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Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Perpetual

dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai metode penilaian

persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat*

obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 20 15 adalah

sebagai berikut:

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu

adalah Rp67.5OO.OOO,OO dan beban persediaannya adalah

Rp32.5OO.OOO,OO {Rp17.50O.O0O,OO + Rp15.O0O.OOO,O0}.

b. Metode Rata-Rata Tertimbang

Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari

keseluruhan barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan

demikian niiai persediaan dihiiung juga berdasarkan harga rata-rata.
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Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu.

Tanggal Jumlah Unit Penggunaan Jumlah

l5Maret 2015 100 dus@ RplO0.000,O0 IOO dus

2O April 2015 2OO dus@ Rp 15O.OOO,O0 30O dus

17 Juni 2O15 150 dus 15O dus

8 Agustus 20i5 300 <ius @ Rp 2O0.O0O,OO 450 dus

13 September 2015 100 dus 350 dus

Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Periodik dalam

pencatatan persediaannya dan Rata-Rata Tertimbangsebagai penilaian

persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-

obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 2015 adalah sebagai

berikut:

Tanggal Jumlah Unit Hatga Per Unit Total Harga

15 Maret 2015 10O dus Rp1O0.O0O,00 Rp1O.000.O00,00

20 April2015 200 dus Rp15O.O00,00 Rp30.000.000,00

8 Agustus 2O15 3OO dus Rp2OO.O0O,OO Rp6O.O0O.OO0,OO

Tota] 6OO dus Rp10O.000.OOO,0O

Biaya rata.-rata

persediaan per unit
= Rp1OO.000.000,OO16O0 dus

= Rp166.666,67

Nilai Persediaan = Biaya rata-rata per unit x persediaan

akhir

= Rp166.666,67 x 35O unit

= Rp58.333.333,33

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah :

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan - Persediaan

Akhir

Beban Persediaan = 0 + Rp100'O00.O00-Rp58.333.333,33

= Rp4 I.666.666,67
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Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Perpetual dalam

pencatatan persediaannya dan Metode Rata-Rata sebagai penilaian

persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-

obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 2015 adalah sebagai

berikut:

Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah

15 Maret20l5 {1OO dus

@RplO0.OO0,oo)

RplO.OoO.OOO,O0

{ loo dus

@Rp1oO.OO0,OO)

Rp1O.oO0.OoO

20 Aprii2oi5 {2O0 dus

@Rp150.0oo,0o)

Rp3O.OOo.OOO

(300 dus

@Rp133.333,33*)

Rp4O.OOO.OOO

17 Juni20l5 (15O dus

@Rp133.333,33)

Rp20.00o.00o

(l 50 dus

@Rp 133.3s3,33)

Rp2o.0O0.OOo

8 Agustus2ol5 (3OO dus

@Rp 2oo.oool

Rp6O.ooo.Ooo

(450 dus

@Rp177.777,78*)

Rp8o.OOO.0OO

13 September2ol5 {1OO dus

@kp t77,777,78t

Rp17.777.777,78

(350 dus

@Rp 177.777,781

Rp62.222.222,22

*Rp40"O00"OOO,O0r/3OO dus
**Rp8O.OOO.OO0,OOrl45O dus

Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu

adalah Rp62.222.222,22 dan beban persediaannya adalah

Rp37.777.777,78 {Rp2O.OOO.OOO,OO + Rpl 7.777.777,781.

c. Harga Pembelian Terakhir

Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacarn-

macam jenis.Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian

terakhir.

Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu

Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah
* -"is M;;t zors loo dus p iipioo.ooo,oo '---ro0 

dus 
.."

20 April 2015 200 dus @ Rp1SO.OOO,0O 3OO dus

5O dus 15O dusI 7 Juni 2Ol 5 1

8 Agustus 2Oi5 3OO <lus q! Rp2OO.OOO,OO 45O dus

13 September 2O15 1OO dus 35O dus
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Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Periodik dalam

pencatatan persediaannya dan Metode Harga Pembelian terakhir sebagai

metode penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban

persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Nilai Persediaan Akhir = Rp. 70.OOO.OOO,O0 (35O dus x

Rp. 20O.O00.O00,0O)

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan - Persediaan Akhir

Beban Persediaan = O + {{1OO x Rp1OO.OOO,0O) + (2OO x Rp15O.O00,O0) +

(3oO x Rp2OO.OO0,00)) - Rp7O.OOO.0OO,0O : Rp30.000.000,00

Jika Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan Metode Perpetual dalam

pencatatan persediaannya dan Harga Pembelian Terakhir sebagai metode

penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan

obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah

15 Maret 2O15 {100 dus

@Rp1oO.Ooo,0O)

D^1 rr nnn nnn nfi.\}, r v. vvv. v vv rv v

{1OO dus

@Rp10O.OO0,OO)

Rp10.ooo.0O0,0o

20 April2015 {200 dus

@Rp15o.0oo,oo)

Rp3O.00O.000,0O

(100 du@Rp

100.oo0,oo)

(20O dus

@Rpl5O.OOO,OO)

Rp4O.OO0.OOO,O{)

17 Juni 2O15 150 dus

{RpaO.OOO.OOO,OO -
Rp22.50O.Ooo,oo)

Rp 1?.5OO.OOO,OO

(150 dus

@Rp1.5O.O0o,00)

Rp22.5O0.OO0,O0

8 Agustus 2015 (30O dus

@Rp20O.OOO,0O)

Rp60.000.000,00

(15O dus

@Rpi7s.Ooo,OO)

I.JUU (rUs

@Rp2O0.O0O,OO)

Rp86.25O.OO0,OO

13 September

?015

1OO dus

(Rp86.25O.O@,OO -
RpTO-0OO.0OO,OO)

Rp16.25O.OOO,OO

{35O dus

@RpZOO;OOO,OO)

Rp7O.OO0.0OO,0O
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Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Pemprovsu

adalah Rp70.0O0.000,00 dan beban persediaannya adalah

Rp33. 750.0OO,OO (Rp I 7. SOO.OOO,OO + Rp I 6.250. 0OO,OO).

3) Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rrrsak atau usang

tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan. Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan

dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Ilustrasi Penzungkapan Persediaan pada Neraca SKPD:

PERSEDIAAN

Metode pencatatan persediaan menggunakan Metode I

menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir.

Persediaan sejumlah Rp900'000,00 (sembilan ratus ribu

Peruntukan Kondisi Volume

riodik. Pengukuran nilai persediaan

rupiah) terdiri dari:

Harga/unit Nilai

Rp8O0.0O0

tT^ tT^ * ^ttu lldltt4

1. Kertas

2. Bibit

Tanaman

Pelayanan Baik 2 nm Rp50.OOO RP1O0.0O0

Diserahkan Baik

kepada masyarakat

8O unit RpiO.OOO

Ilustrasi-Penqungkapan pada Neraga Pemda:

PERSEDIAAN

Persediaan s,ejumlah RpIOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah) terdiri dari:

No SKPD

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

J.

Jumlah

Rp. 4.00O.000,O0

Rp.2.O00.OO0,0O

Rp. ...........

CONTOH SOAL

Berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan

pemprovsu selama tahun 2015. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi

yang terjadi.

1. Tanggal 19 Januari 2015, Dinas Kesehatan melakukan pembelian alat tulis

kantor dengan rincian sebagai berikut:

. 1OO rim kertas HVS @ Rp IOO.OOO,OO - Rp1O'O0O'OO0,OO

. 5O pak spidol @ RpSO.OOO,OO = Rp 2'5OO'OOO'OO

r 1O tinta printer @ Rp 80.OOO,0O - Rp BO0'0O0,OO

r 1O pak amplop @ RP3O.OOO,OO = Rp 3OO'OOO'OO
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Rp13.600.000,00

Diskon Bp 100.000,00

Rp I3.5OO.OOO,OO

Atas pembelian tersebut, Dinas Kesehatan PemprovsLl mendapatkan diskon

sebesar RpIOO.OOO,OO dari supplier. Bukti transaksi ini adalah Nota No.

OOL/F.F 12015. Dinas Pertanian Pemprovsu menggunakan metode periodik

un tuk pencatatan persedi aan ATK yang dimilikinya.

2. Tanggal 15 Maret 2015, Dinas Kesehatan Pemprovsu membeli obat-obatan

sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan metode perpetual untuk

pencatatan persediaan obat-obatan yang dimilikinya. Bukti belanja obat-

obatan ini adalah Nota No 002/BO l20l5.

3. Tanggal 2O Mei 2015, Dinas Kesehatan Pemprovsu membeli lagi obat-obatan

sebagai berikut:

r 50 dus paracetamol @ Rp3OO.0OO,00

r 1OO botol obat batuk @ RpSO.0OO,OO

. 30 dus vitamin @ Rp100.O00,00

o 2O dus obat maag @, Rp2OO.O0O,OO

r 15 dus paracetamol @ Rp35O.0O0,OO

r 5O botol obat batuk @ Rp 75.0O0,O0

o 2A dus vitamin @ Rp 15O.0OO,OO

o 50 dus obat maag @ Rp 250.000,00

Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No

- Rp15.000.000,00

= Rp 5.O0O.OOO,OO

= Rp 3.000.000,00

= Rp 4.0OO.O0O.OO

Rp27.000.000,00

= RpS.250.OOO,O0

= Rp37.50O.000,00

= Rp3.OOO.OOO,OO

= Rp12.500.000.00

Rp24.5OO.OOO,OO

awlBo l201s.

4. Tanggal 9 Agustus 2015, Dinas Kesehatan mengadakan balai pengobatan

gratis. Dalam acara tersebut, terpakai obat-obatan dengan rincian sebagai

berikut:

o 30 dus paracetamol

r 5O botol obat batuk

r 35 dus vitamin

. 25 dus obat maag

Dinas Kesehatan Pemprovsu menggunakan metode MPKP untuk menilai

persediaan akhir yang dimilikinya.
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5. Pada tanggal 3L Desember 2015, Dinas Kesehatan Pemprovsu melakukan

sfock opnatne terhadap persediaan ATK yang dimilikinya. Berdasarkan

laporan hasil stoek opname diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat

tulis kantor sebagai berikut:

. 5 rim kertas HVS

r 1 pak spidol

r I tinta printer

. 3 pak amplop

Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal Nomor Bukti Kode

Rekening

Uraian Detlit Kredit

t9-Jan-15 oo1/BB/2013 9.1.2.01.O1 )ersediaan Alat Tulis Kantor t3.500.o00

Kas di Bendahara Pengeluaran 13.500.OOO

5.1.2.01.01 Selanja Alat Tulis Kantor 13.500.0O0

rct tr llarratl L) L i .l_J(Jtr-trtrt,

1S-Mar-15 oaz/Bol2oI3 I .1 .7.O2.O4 )ersediaan Bahan Obat-obatan 27.OOO.OOO

I t.1-o2.o1 Kas di Bendahara Pengeluaran 27,OOO.OOO

5.t.2.O2.O4 Selanja Bahan Obat-obatan 27.OOO.OO0

0.o.o,oo.oo Perubahan SAL 27-OOO.OOO

2O-Mei-15 oos/Bo/2ot3 L.L.7.O2.O4 )ersediaan Bahan Obat'obatan 24.500-ooo

1.1^1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 24.500.00O

5.t.2.O2.O4 Selanja Bahan Obat-obatan 24.500.000

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 24.500.OOO

)g-Agt-15 9.t.2.O2.O4 3eban Persed:iaan Bahan Obat-obatan 20.500.ooo*

r.r.7.o2.o4 Persediaan Bahan Obat-obatan 20.500.000*

1-Des-15 ol2lso/2013 L.t.7.O2.O4 leban Bahan Otrat-obatan 12.780.OOO

9.1.2.02.O4 Persediaan Bahan Obat-obatan 12.780.000

nPerhitungan persediaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Pemprovsll (metode

MPKP)

** Kode rekening jurnal LRA menggunakan kode rekening LRA dalam BAS

Permendagn 64 l2Ol3.
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BAB VIII

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merr,rpakan instrumen

yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanflaatkan

surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang

dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka

pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi

jangka pendek cian investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut

PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik

dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai

dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk

tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual

investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka

pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda

dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan

Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo

kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya

memiliki jangka waktu lebih dati 12 bulan. Investasi jangka panjang

dibagi menurut sifatnYa, Yaitu:
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1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2't Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang pennanen merupakan investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

lnvestasi Jangka Pendek lnvestasi dalam Saham

Investasi dalam Deposito

fi"estasi dai;fi'SuN" ^*a

jlnvestasi Jangka Penciek BLUD 
tt ---".---":

f lnvestasi Jangka Pendek Lainnya t
i

Milik Sw-asta
t* *--****
t
1

t-t **--******-1
jlnvestasi dalam Obligasi 

1

,

Investasi dalam Proyek

Pembangunan

:,*.*---*.
i Investasi Jangka Fanjang

Perm.anen

Fenyertaan Modal KePada Bufuii{ j

,*-.*'--.-----**. --**.-- *a
Penyertaan Modal KePada BUMD 

,

Petletiaan Modal KePada Badan

Usaha Milik Swasta
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B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain

Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi

akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Memposting jurnal*jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku

Besar masing-masing rekening (rincian objek).

c. Membuat laporan keuangan, yflng terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL

{LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas {LPE), Laporan Arus Kas {LAK),

Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam

proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi

akuntansi PPKD

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD'
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C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi

pacia PPKD:

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka
Panjang Non Permanen

Investasi
Jangka Panjang
Permanen

Uraian

Investasi dalam saham

Investasi dalam deposito

lnvestasi dalam SUN

Investasi dalam SBI

investasi dalam SPN

Investasi Jangka
Penciek Lainnya
Investasi kepada Badan
Usaha Milik Negara

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Daerah

Investasi kepada Badan
Usaha Milik Swasta

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek
Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka
Panjang
Investasi Non
Permanen Lainnya

Penyertaan Modat
Kepada BUMN

Penyertaan Modal
Kepada BUMD

Penyertaan Modat
Kepada Badan Usaha
Milik Swasta

Investasi
Permarrenlainttya

Sertifikat Saham/Nota Kredit/
Dokumen yang Dipersamakan
Sertifikat Deposito/ Nota Kredit/
Dokumen yang Dipersamakan
Sertifikat Obligasil SUN / Nota
Kreclit/ Dokumenyang Dipersamakan

Serlifikat SBI/Nota l{redit /
Dokumen yang Dipersamakan
Sertifikat SPNI Nota iireciitl
Dokumen yang Dipersamakan

SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) /Nota lkedit /
Dokumen yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) /Nota lkedit/
Dokumen yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset)/Nota Kredit/
Dokumen yang Dipersamakan
SP2D-LS (iika tunai)/BAST fiika
berupa aset) lNota Ikedit/
Dokumen yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) lNota Kredit /
Dokumen yqng Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST (iika
berupa aset) /Nota Kredit/Dokumen
yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/Nota lkedit/
Dokumen yang Dipersamakan
Dokumen yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai), BAST (iika
berupa aset)/Dokumen Yang
Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset|/Nota l{redit/ Dokumen
yang Dipersamakan

SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) / Nota lkedit/Dokumen
yang Dipersamakan
SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) lNota Kredit / Dokumen
yarrg Dipersamakan

SP2D-LS fiika tunai)/BAST fiika
berupa aset) / Nota Kredit/ Dokumen
yarrg Dipersarnakan
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D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Perolehan Investasi

b.

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian

investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi

PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangg€l Nomor:

Ltut{tr

Kode Rrkening Uraian Debit Kredit

X)LX YYY Iirvestasi Janska Pendek xJj{

xxx Kas di Kas Daerah XXX

Perolehan Investasi {Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan

daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi

PPKD berdasarkan SP2D-LS fiika tunai) yang menjadi dasar pencairan

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut fungsi akuntansi

PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bui{ti

Kode Rekening Uraiarr Debit Kredit

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang Non
Pefinafren

XXX

Nds ur l\as udEtat

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Ilulrti

Kode Rekening Uraian Debit I{redit

xxx '!a''!a'!a Pengeluaran Pemtria;raan -
Dana Berzulir

XXX

XXX Pembahan SAL XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukri

Kode Rekening Uraia{r Debit Kredit

XXX XXX XXX Investasi Jangka Panjang
Pefia.ajien

XXX

Kas di iias Daerah XXX

Jurnal LRA

Tansgal Nomor
Buhi

Kode Rekeaing Uraian Debit Kredit

XXX XXX xxx Pengeluaran PembiaYaan -
Penyertaan Mocial/Invesiasi
Pemda

XXX

XXX Pembahan SAL XXX
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2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasii investasi jangka pendek ber=upa pendapatan bunga.

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan

investasi jangka penciek tersebut, sehingga pembahasannya akan

digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi-

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukti

Kode Rekening Uraian Debit Kredit

xxx XXX xxx Kas di Kas Daerah XXX

)Qfi Pendapatan Bunsa...- LO x)o(

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode Rekening [Iraian Debit Kredit

xxx XXX xxx Perubahan SAL xxx
xxx Pendaoatan Bunsa...- LRA XXX

Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak

mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah

daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh

perLrsahaan inuestee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan

diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD

menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

TangEal Nomor

Bukti
Kode

Rekenins
Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan

xxx

Pendapatan I lasil Pengelolaan

Kekayaaan Daerah yang
Dipisahkan-LO

XXX

Pada saat perusahaan inuestee membagikan dividen tunai kepada

pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
E}ukti

Kode
Fatenina

Uraian Debit Kredit

XXX xxx XXX Kas di Kas Daerah )LYJ{

)o(x Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

XXX

b.
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Jurnal LRA

Tasggal Norriof
Btlr$.

Kode
Fokmiae

Uraian Debit Iftedit

)Lxx XXX XXX Pcmbahan SAL

XXX Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daeratr yang
Dipisahkan-LRA

rc(x

Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah

berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumiah keuntungan perusahaan

pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang

diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang

dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba,

fungsi akuntansi PPKD mencatat kejadian tersebut dengan melakukan

penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nonror
.Brrkfi

Kdde
Pelreninr

Uraian Deiit Kredit

YYY XXJ( YYY Investasi Jangka Pa,njang... X)LX

>o(x Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaaan Daerah yang
Dioisahkan-LO

XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD

akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Eilikti

Kode
Re.Lenins

Uraiari Debit Kredit

Y1.Y XXX YYY I(as di Kas Daerah

XXX Investasi Jangka Panjang XXX

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bul*i

Kode
l{elrminp

Uraian Debit Kredit

Perubairan SAL

XXX Pendapatan Hasil Pengeloaan

Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LRA

XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang norl permaneir

(misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi

Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Ta4g8al Nomor
Bukti,

Ifude
Re.kerrinc

Uraian Debit Iftedit

XXX xxx X)C( Kas di Kas Daerah xxx
XXX Pendapatan Bunga Dana

Bergulir - tO
XXX
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Jurnal LRA

Tanggd Nomof
Eulrfi

Kode
Rckeninc

Uraian Debit Kredit

XXX XJ{X XJJ{ Perubahan SAL LY:
XXX Pendapatan Bunga Dana Bergulir

_ LRA

X)O<

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan

dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD

melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraea

Tanggal Nomor
Bukti

Kode

Rekenins

Uraian Debit I(redit

x)o( XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX

)oo( Pe-ndaDatan .... - LO )oo<

XXX Investasi iangka Penriek X;o(

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Elukti

Kode
Reke-ning

Uraian Detrit Kredit

XXX X)LX Pcrubahan SAL XXX

)oo( Pendapatan ... - LRA XXX

Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,

berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi

PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tangggl Nodor
Bukti

Kode
&ekenicc

Urairin Debit Kredit

}LYJ XXX XXX Kas di l(as Daerah XJ(X

xxx Investasi Jangka Panjang XXX

XXX Surplus Pelepasan Investasi
Jangka Panjang-LO

XXX

Jurnal LRA

Tanggal No'rnor
Bukti

Kode
Rekenins

Uraian Debit Kredit

xxx xxx XXX Perubahan SAL )QO(

XXX Penerimaan Pembiayaan - Hasil
P-erljualen Kekayaan Daereh y*ng
Dipisahkan

XXX

2'
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Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-

transaksi terkait investasi pemerintah daerah:

Itlo Transa&si Pencatatsn oleh PPKD

Uralan Debit lkedit
1 Peroleban Investasi

investasi Jangka
Pendek

Investasi .janska Pendek )a(x

Kas di Kas Daerah )o(x

Investasi Jangka

Partjang

Investasi Jsnska Faniane . t(}o(

l\as ol l\as ljaeran xxx

Pengeluaran Pembiayaan -
Penvertaan Modal/Investasi Pemda

i<]ax

Perubahaa SAL )o(x

c Hasil Investaei
Investasi Jangka

Pendek

Kas di Kas Daerah )ocx

Pendapatan...- LO to(x

Perubahan S.AL )oo(

Pendapatan...- LRA tc(x

Investasi Jangka
Panians

Metode Biaua

Saat pengumuman

hasil
Investasi / pensum

Piutans Lainnya )oo(

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekavaan Daerah vang

)oo(

uman laba

Saat hasil irrvestasi

diterima

Dioisahkan - LO

Kas di Kas Daerah >o(x

Piui-anr{ l,arnnva xxx

Perubahan SAL )<)<x

Pendapatan Hasil Pengelclaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA

Metode Efuiitcs

Saat pengumuman
hasil
investasif pengum
uman laba

Investasi Janska Paniang )o(x

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dioisahkan - LO

)o(x

Saat dividen
l:a-:- ^urLcl urta

Kas di Kas Daerah t(:or

Investasi Janska Pal-lians

Perubahan SAL t{:ui

Pendapa-tan Hasil Pengelolaan
I{ekayaan Daerah y'ang

Dioisahkan - LRA

)olx

Metode Nilai Bersih

gang Dapat
Drjrealisasikan

Kas di Kas Daerah )oc(

Pendanratarr .... - LO rua(

Perubahan SAL :ca(

Pendanatan ..... - LRA )o(x

3 Peleoasan Investasi

Investasi Jangka

Pendek

Kas di Kas Daerah ){>0(

Pendaoatan..-- LO )oo<

Investasi Janska Pendek )oo<

Perubahan SAL :aa(

Penrlaoatan...- LRA t{](x

Investasi Jangka
Paniang

Surpfu.s Kas di Kas Daerah >go(

Surplus Pelepasan Investasi
Jand<a Panians - L0

]oo(
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Investasi.Jangka Pan )oc<

Perubahan SAL :a(}(

Penerimaan Pembiayaan - Hasil
Penjuaian Kekakayaan Daerah
vans Dipisahkan

)co(

Defisit Kas di Kas Daerah xlo(
Defisit Pelepasan Investasi Jangka
Paniane - LO

Investasi JanEka Panians :oo(

Perubahan SAL toa(

Penerimaan Pembiayaan - Hasil
Penjualan Kekakayaan Daerah
vane Dipisahkan

)ao(

Ilustrasi:

1. INVESTASI JANGKA PENDEK:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal I April 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

menempatkan dananya sebesar RpIOO.OOO.OOO,O0 pada deposito berjangka

6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24o/o per

tahun.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukfi

Kode
Re-keninp

Uraian Debit Kredit

0l-Apnl-
2015

xxlKKl
IVi 2015

t.r.2.o2.ot Investasi Jangka Pendek -
Deposito

100.oo0.000

1 1.1 01.o1 Kasdi Kas Daerah 100.000.oo0

b. Hasil Investasi

Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rekenins

Uraian Debit I(Iedit

Ol-Mei-
2015

xx/KMtv
l20rs

r.1.l.0l.ol Kas di Kas Daerah 2.OOO.00{

8.1.4.O4.O1 Pendapatan Bu:rga- Deposito-
LO

2-OOO.OOC

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Re.kenins

Uraian Debit Kredit

o i -lvfei-
2015 l2oL5

o.o.o.oo.o0 h^----a ^L ^- d 
^ 

rrcluuillilt oru 2.000.000

4,1.4.O4.O1 Pendapatan Bunga
Deoosito-LRA

2.OOO.OOC
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rekerring

Uraian Debit Iftedit

Oi-Mei.
2015

xxll<rilv
l2ors

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 2.OOO.OOO

4. 1.4.O3.01 Pendapatan Burrga
Deposito-Rekerring
Deposito oada Bank...-LRA

2-OOO.OOC

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 2OI5, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rekening

Uraierr Debit Kredit

Ol-Old-
20r5

xx/KM/x
/2Ar5

1 t.l.o1.ol Kas di Kas Daerah 100.000.000

1.1.2.O2^O1 lnvestasi Jangka Pendek -
Deposito

loo.ooo.ooo

Tanggal Nomor
Bulrti

Kode
Reke-ning

Uraian Debit Kredit

ol-okt-
2015

Y\X/KM/X

/2015
1 1.1.01.01 Kasdi Kas Daerah 2.OOO.OOO

a.1.4.O4.O1 Pendapatan Bunga
Depcsito-LO

2.OOO.OO(

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

754

Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Bukri
Kode

Re.kerino
Uraian Debit Kredit

o1-okr-
2015

xxlKM/x
/2015

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 2.OOO.OOO

4.1-4.O4.O1 Pendapatan Bunga
Deposito-LRA

2.O00.ooc

Tanggal Nomor
Bulrti

Kde
Rekening

Uraian Debit I(redit

o1-olft-
2075

xx/KM/x
/2015

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL 2.OOO.000

4.1.4.03.01 Pendapatan Eunga
Deposito-Rekening
Deposito pada Bank..
LRA

2.000.o0{



) INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA

a. Perolehan Investasi

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2015'

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyertaan modal kepada

PT. ASKRIDA sebesar Rp300.0o0.00o,00 dengan dokumen pencairan berupa

SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Provinsi

sumatera utara memiliki kepemilikan sebesar Ioo/o pada PT' ASKRIDA'

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Asumsi pelaksanaan

(Permendagri Nomor

LRA

anggaran mengikuti kode rekening anggaran

13 Tahun 2006) Jurnal

b. Hasil Investasr

Pada tanggal 5 Juni 2015, PT. ASKRIDA mengurnumkan perolehan laba tahun

2015 sebesar RpIOO.OOO.OOO,OO. Selain itu, diumumkan juga bahwa 2Ooio d'ati

laba tersebut a.kan dibagikan sebagai dividen tunai' Pembagian dividen

dilakukan pada tanggal 9 Juni 2015'

Investasi Jangka Panjang' ^^nl 
nt

I -Z-Z.W L,WJ

1.r.1.01.o1

7.2.2.A3.O1

o.o.o.oo.oo

Peageluaran PembiaYaan

Daerah - FenYeri;aan Modai

{Investasi} Pemerintah Daerah

pada Badan Usaha Mitk

6.2.2.O3.O1
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Jurnal LO dan Neraca - Pengurnuman Laba

Tanggal Nomor
Bukti

Kode

Rekeainp

Uraian Debit Itredit

0S-Juni
2015

xx/KM
lw/20

l5

i. i.3.03.03 Piutang Bagian Laba atas
Penyertaan Modal pada
Pemsahaan Miiik Swasta

2.OO0.000

8.1.3.03.O1 Pendapatan - Bagian Laba
atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik
Swasta - LO

2.000.00c

(1 OO jt x 2E/oo/o x IOo/o

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 2OL3l

Jurnal LO dan Neraca * Pembagian Deviden

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rckpainr

Uraian Debit Kredit

09-Juni-
20t5

XXIKM

lvt/20
15

I l.1.0i.oi Kas di Kas Daerah 2.000.000

1. I .3.O3.O3 Piutang Bagan Laba atas
Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Swasta

2.OOO.OO{

(1OO it x2ff/oo/ox l@/d

Jurnal LRA - Pembagian Deviden

Tanggal Nomor

Bulrti
Kode

Re.ke.ning

Uraian Debit Kredit

09-April-
201S

>o(/KM
llNl2o

15

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 2.OOO.O00

4.1.3.O3.O1 Pendapatan - Bagran
Laba atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan
Iitilil--e"'a-+a-TPA

2.O00.oot

( 1O0 jt x 2ff/oTo x lOo/o

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 20A6)

Jurnal LRA - Pembagian Deviden

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rekeling

Uraian Debit Kredit

09-April-
20t5

XX/KM
lrv/2o

t5

o.0.o.oo.oo Perubahan SAL 2.O00.ooo

4.1.3.O3.0r Pendapatan - Bagran
Latra atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan
Milik Swasta- LRA

2.OOO.OOC

(1OO it x 2ff/oo/ox lff/o
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c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2O2I, Pemeritah Provinsi Sumatera Utara

memutuskan untuk menjual seiuruh kepemiiikannya saham di PT. ASKRIDA

yang senilai Rp37O.O0O.O0O,0O.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 20131

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Rrrl*i

Kode
Pekcning

Uraian Debit Kredit

05-okt-
2021

xx/KM/x
/2021

r.1.1.O1.O1 Kas di Kas Daerah 370-O00.oot

1.2.2.47.A3 Investasi Jan5fia Panj-ng
Permanen - Penyertaarr
Modal Kepada Badan
Usaha Milik Swasta

3CC.0C0.00{

8.4. 1.O 1 .06 Surpius Peiepasan
Investasi Jangka Panjang

-LO

70.ooo.oo(

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Reke,ning

Uraiarr Debit Kredit

o5-oh-
2021

v,x/KM/x
/2021

o.o-o.oo.oo Perubahan SAL 300-ooo.o0c

7_ 1.3.O i.O3 Fenerimaa.u Pembiayaan

- Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah pada
Perusahaan Milik Swasta

300.000.00c

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bulrti

Kode
Pelrenins

Uraian Debit Kredit

o5-okt-
202r

)o(i KM/x
/202t

o,o.o.oo-oo Perubahan SAL 300.000.00(

6.1.3.01.XX Penerimaan Pembiayaan
Daerah - Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada
Perusahaan Milik Swasta

300.ooo.ooc

3. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 28 Februari 2075, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan

modal yang dilakukan pada PT Perkebunan senilai Rp5OO.OOO.OOO,OO.

SPID-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada

tanggal 17 Maret2OlS.
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Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara memiliki porsi kepemilikan sebesar 1O0%o pada PT Perkebunan.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Rekenino
Uraian Debit Iftedit

l7-Mar-
.)nt <

SPzD-
Tq

1.2.2.A1.A2 Investasi J ang$a Panjang
DArnl.rraaft Danrre#.ro,r

Modal pada BUMD

500.ooo.ooc

I 1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 500.000.00(

Jurnal LRA
Tanggal Nctmor

Bukti
Kode

Reke-nins
Uraiart Debit Kredit

17-Ma*
20r5

SP2D-
LS

7.2.2.O2.Ot Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal pada BUMD

500.ooo.oo(

o.o.o.oo.o0 Perubahan SAL 500.ooo.oo(

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

{Permendagri Nomor 13 Tahun 2A06')

Jurnal LRA
Tanggal Nomor

Flrrkti
Kode

Reke.ninp
Uraian De.bit I(redit

17-Mar-
2015

SP2D.
LS

6.2.2.O2.O1 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah - Fenyertaan Modal
pada BUMD

500.000.00c

o.o.o.oo.oo Perubahan SAL .500-ooo.ooc

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 28 April 2015, PT Perkebunan mengumumkan Berolehan laba

tahun 2015 sebesar Rp2OO.OOO.0OO,OO. Selain itu, <iiumumkan juga bahwa

2Oo/o dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian

dividen dilakukan pada tanggal T

Mei 2O15.

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor

6UKrl

Kode
Rekeniirs

Uraian Debit Kredit

28-
April-
2015

xx/KMlt
v l2or5

t.2.2.Ot.O1 Investasi Jangka Panjang
Permanen - Penyertaan
Modal BUMD

200.ooo.oo(

8.1.3.01.0l Pendapatan - Bagian Laba

atas Penyertaan Modal
oada FTIIMD: Tf)

200.o00.0oc

28-
April-
2015

xx/1<\a/t
v /2o1,s

t.1.3.O3.01 Piutang Bagran Laba atas
Penyertaan Modal pada
BUMD

40.000.ooc

L.Z.Z.V L,V L il}vesf asi Jalrglia Fanjarlg
Permanen - Penyertaan
Modal BUMD

+tr-trt^r-{^rt

(2OO jt x 2oo/o x 100f/oi,

") Soat ini Nilai Inuestasi Pemda pada PT Perkebunan sebesar 660 jt (soojt + 2o0jt - 4A jt)
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Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Rekenins

Uraian Debit Kredit

07-Mei-
2015

'xxlKNtl

v 120t5
1 i.t.o1.ol Kas di Kas Daerah 40.000.00c

r. i.3.03.01 Piutang Bagran l,aba atas
Penyertaan Modal pada

BUMD

40-ooo.oo(

(2OO jt x 2U/o x lotr/o),

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Rekenino
Uraian Debit Kredit

07-Mei-
2015

x>(lKM/
v /2015

0.o.o.00.00 Perubahan SAL 40.ooo.o0(

4.1.3.ot.o2 Pendapatan - Bagian l,aba
atas Perryertaan Modal pada
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA

40.ooo.oo0

(2OO jt x 2tr/o x lOU/o

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3 Juli 2018, Pemeritah Provinsi Sumatera Utara memutuskan

untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT Perkebunan. Harga

penjualan seluruh saham senilai Rp7OO.000.OO0,O0. (asumsi periode 28 April

2015 s.d. 3 Juli 2018, PT Perkebunan tidak untung dan tidak rugi).

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomar 64 Tahun 2}t3l

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
Bukfi

Kode
Rekening

Uraian Debit Kredit

O3-Juli-
2018

xxlKM/
vlr/2018

1 1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 700.ooo.ooc

1.2.2.O2.O1 Investasi J ang|<a Palrjeng
Permanen - Penyertaan Modal
Kepada Badan Usaha Milik
daerah/BUMD

66A.DDO.OO(

8.4.1.01.06 Surplus Pelepasar investasi
.,Iangka- Panjang - I.O

+0.ooo.oo(

(660 jt = sOO jt 2OO jt - 40 jt

Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Buki
Kode

Rckening
Uraian Debit Kredit

07-Mei-
2015

xx/KM/
v t20t5

o.o.o.oo.o0 Pembahan SAL 40.o00.00{

4. 1.3.O3.O1 Pendapatan - Bagian Laba
atas Perryertaan Modal pada
Pemsa-haan Milik
Daerah/BUMD - LRA

40.000.ooc

(2OO jt x 2@/o x IOU/o
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Tangsal Nomor
Bdkti

Kode
Rekenins

Uraiarrt Debit Kredit

O3-Juii-
2018

xx/KM/
vrri2018

o.o.o.o0.o0 Perubahan SAL 500.000.o0(

7.r.3.4r.O2 Penerimaan Pembiayaan -
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah pada BUMD

500.ooo.ooc

4.

Jurnal LRA

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA

Tangal Nomor
Buki

Kode

Rekenins

Uraian Debit Kredit

03-Juii-
20ta

xx/KM/
vrr/2018

o.o.o.oo.00 Perubahan SAL 500.000.0o(

6- t-3-O t-O 1 Pen-erimaan Pembiayqan
Daerah - Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada BUMD

500-000.oo(

INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT

DIREALISASIKAN:

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal I Juli 2075, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan

pembentukan dana bergulir seniiai Rp250.OO0.OOO,00.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nouor
FhrL.ti

Kode
Rekenins

Uraian Debit Iftedit

Ol-iuli-
2015

SP2D-LS 1.2.1.44.Oi Investasi Jangka Panjang Non
Permanen - Dana Bergulir

250.OOO.OOC

I 1.1.0r.01 KasdiKas Daerah 250.OOO.OO(

Jurnal LRA

Tanggal Nomor

Bukti
Kode

Reke.ning

Uraian Debit Kredit

O l-Juli-
2015

SP2D-LS 7.2.5.O2.O1 Pengeluaran Pembiayaan -
Fembentukan Dana Berqslir

250.OOO.OO(

).0.0.00.00 D^*"}'^h^- aAr a<n nnn nnr
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Re.ke.ning

Ufaiarr Debit Kredit

0l-Juii-
20t5

SP2D.LS i.2.7.O1.41 Pengeluaran Pembiayaan Daerah -
Pembentukan Dana Bergulir

250.000.00(

).o.0.oo.oo Perubahan SAL 250.O00.ooc

b. Hasil Investasr

Pada tanggal 1 Oktober 2015, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir

sebesar Rp3. 0O0.O0O,OO.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri

Nomor 64 Tahun 20131

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor
RrrLfr..

Kode
Reketinc

Uraian Debit Kredit

01-okt-
20i5

xxlKM/
xl2o1s

1 1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 3.OOO,OOC

t.1,3.O4.01 Pendapatan - Hasil Pengelolaan

DanaBerzulir - 1,O

3.000.00(

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
Bukti

Kode
Re.kenino

Uraian Debit Kredit

01-old-
2015

xx/KM/
xl2015

l.o.o.oo.00 Perubahan SAL 3.OO0.O0(

4. 1.3.04.0 1 Pendapatan - Hasil Pengelolaan
Dana Bergulir - LRA

3.00c.00(

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran

(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006l

Jurnal LRA

Tanggal Nomor
}1rtlrti

Kode
I?ekenins

Uraian Debit IGedit

0l-okr-
2015

Y\XIKM/
xl2ors

).o.o.oo.oo Perubahan SAL 3.OOO.OO(

1.4.14.O1 Pendapatan - Hasil Pengelolaan
Dana Bergulir - LRA

3.OOO.O0C

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3O Desember 2O19, Pemeritah Provinsi Sumatera Utara menarik

semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat

ditarik sebesar Rp.27O.OOO. 00O,00.
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